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PRAKTIK AKAD BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI 
DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA 
KABUPATEN PULANG PISAU 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi usaha bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa 
Sebangau Permai bahwa kerugian usaha ditanggung pemelihara. Praktik ini 
terkesan tidak sesuai dengan hukum bisnis Islam. Fokus penelitian ini adalah 
pelaksanaan praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi dan status hukumnya. 
Penelitian normatif empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 
dengan tahapan analisis: penyaringan data, penyajian data secara induktif, 
kesimpulan data, serta analisis hukum Islam. 
Hasil penelitian ini: (1) Praktik pelaksanaan akad bagi hasil pemeliharaan 
sapi di Desa Sebangau Permai hanya sebagai pekerjaan tambahan. Akadnya 
secara lisan dan modalnya berupa sapi betina. Keuntungan dibagi berupa anak 
sapi, sedangkan kerugian dilimpahkan kepada pemelihara. (2) Status hukum 
praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Sebangau Permai adalah akad 
fᾱsid karena ada syarat kerelaan yang tidak terpenuhi akibat pelimpahan kerugian. 
Dari sisi  maṣlaḥah, kendatipun ada kemanfaatan tetapi ia mengandung 
kemudharatan, sehingga tidak sesuai dengan syara‟. Sejalan dengan „urf, ia 
tergolong „urf fᾱsid  yaitu kebiasaan yang rusak. Namun  pada maqᾱṣid asy-
syari„ah secara umum ia tergolong sebagai hifz al-mᾱl, karena sebagai bentuk 
kepedulian sosial, menumbuhkan perekonomian dan menghilangkan jurang 
pemisah antara kaya dan miskin, hanya saja pada pelimpahan kerugian yang tidak 
sesuai dengan tujuan hifz al-mᾱl yang mensyaratkan harta harus diperoleh secara 
bersih dan tidak zalim 
 
Kata Kunci: Akad Bagi Hasil, Pemeliharaan Sapi. 
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THE PRACTICE OF PROFIT SHARING CONTRACT 
OF THE CATTLE RISING IN SEBANGAU PERMAI VILLAGE 
SEBANGAU KUALA DISTRICT PULANG PISAU REGENCY 
 
ABSTRACT 
This research is motivated by the profit sharing business of the cattle rising 
in Sebangau Permai Village that the loss of business is borne by the maintainers. 
This practice seems to be incompatible with Islamic business law. The focus of 
this research is the implementation of the practice contract of profit sharing for 
cattle rising and its legal status. This normative empirical research uses a 
descriptive qualitative approach with stages of analysis screening data, inductive 
presentation of data, concluding of data, and analysis of Islamic law. 
The results of the research: (1) The practice of implementing the 
production profit sharing contract for maintenance of cattle in Sebangau Permai 
Village is only an additional work. The contract is using the agreement orally and 
capital are in the form of female cattle. The Profits are divided into calves, while 
losses are delegated to the preserver. (2) The legal status of the profit sharing 
contract for the cattle raising in Sebangau Permai Village is a fᾱsid contract 
because there terms of willingness that is not met by a delegation of the losses. 
From the side of maṣlaḥah, even though there is benefit but it contains harm, so it 
is not in accordance with syara'. In line with „urf, it belongs to „urf fᾱsid which is 
a broken habit. But in the maqᾱṣid ash-shari'ah in general is classified as hifz al-
mᾱl, because it is a form of social concern, growing the economy and eliminating 
the gap between rich and poor, it is just that in the transfer of losses that is not in 
accordance with the objectives of hifz al-mᾱl requiring assets to be obtained in a 
clean and non-wrongful manner. 
 
Keywords: Profit Sharing Contract, Cattle Raising. 
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MOTTO 
  
   
 
  
   
  
  
   
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 
(Qs. At-Taubah [9]: 105) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam 
tulisan  Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa 
Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, 
sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa 
nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. 
Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftra pustaka, tetap menggunakan 
ketentuan transliterasi. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ة ba B Be 
د ta T Te 
س sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ط jim J Je 
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ح ha‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
ر kha‟ Kh ka dan ha 
د dal D De 
ر zal Ż zet (dengan titik di atas) 
س ra‟ R Er 
ص zai Z Zet 
ط sin S Es 
ػ syin Sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ٬ koma terbalik 
غ gain G Ge 
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ف fa‟ F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ه lam L El 
ً mim M Em 
ُ nun N En 
ٗ wawu W Em 
ٓ ha H Ha 
ء hamzah ‟ Apostrof 
ٛ ya‟ Y Ye 
 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
ِٝذقعزٍ Ditulis mutaʽaqqidin 
حذع Ditulis ʽiddah 
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C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
خجٕ Ditulis Hibbah 
خٝضج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ءبٞىٗلأاخٍشم Ditulis karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah 
ditulis t. 
شطفىا حبمص Ditulis zakātul fiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
  َ  Fathah ditulis A 
  َ  Kasrah ditulis I 
  َ  Dammah ditulis U 
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E. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis Ā 
خٞيٕبج Ditulis Jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ā 
ٜعغٝ Ditulis yas‟ā 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 
ٌٝشم Ditulis Karīm 
Dammah + wawu 
mati 
Ditulis Ū 
ضٗشف Ditulis Furūd 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ai 
ٌنْٞث Ditulis Bainakum 
Fathah + wawu mati Ditulis Au 
ه٘ق Ditulis Qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 
Apostrof 
ٌزّأأ Ditulis a‟antum 
دذعأ Ditulis uʽiddat 
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ٌرشنش ِئى Ditulis la‟in syakartum 
 
H. Kata sandang Alif+Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
ُأشقىا Ditulis al-Qur‟ān 
طبٞقىا Ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya. 
ءبَغىا Ditulis as-Samā‟ 
ظَشىا Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضٗشفىا ٛٗر Ditulis żawi al-furūḍ 
خْغىا وٕأ Ditulis ahl as-Sunnah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Agama Islam merupakan agama yang mengatur sistem kehidupan yang 
bersifat konprehensif dan universal dalam mengatur semua aspek, baik sosial, 
ekonomi, politik, maupun spiritual. Islam bersifat konprehensif artinya islam 
mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun 
muamalah.
1
 Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariat islam itu dapat 
diterapkan dalam setiap waktu dan tempat.
2
 
Agama Islam pula menghendaki kepada seluruh umat manusia untuk 
saling tolong-menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggungjawab 
bersama, jamin-menjamin, dan tanggung-menanggung dalam kehidupan 
bermasyarakat. Hal ini dalam islam dikenal dengan istilah muamalah yang 
mengatur hubungan antara manusia yang  satu dengan yang lainnya.
3
 
Kemudian, dalam ajaran Islam setiap individu diperintahkan untuk berusaha 
dengan menggunakan kapasitas dan potensi yang ada pada dirinya dengan 
jalan-jalan yang diridhoi Allah. Seseorang yang bekerja untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya dan keluarganya dalam Islam dinilai sebagai ibadah. 
Untuk melakukan usahanya itu seseorang muslim kadang kala 
melakukan kerja sama dengan orang lain. Salah satunya adalah dengan sistem 
                                                 
1
 Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 120. 
2
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bagi hasil. Dalam Islam, sistem kerja sama dengan cara bagi hasil diantaranya 
muḍᾱrabah, musyarakah, mukhabarah dan muzᾱra„ah. Secara sederhana ke 
empat bentuk kerja sama tersebut menpenyai ketentuan masing-masing 
terkait modal dan pembagian keuntungan dan kerugian. Contohnya, dalam  
muḍᾱrabah  mengenai pemodalan dinyatakan bahwa modal 100% berasal 
dari pemodal sedangkan pengelola hanya sebatas mengelola modal tersebut 
dengan baik. Sehingga, apabila kerja sama yang dijalankan mengalami 
keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, namun apabila 
terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemodal. 
Praktik bagi hasil ini ternyata juga terdapat di desa Sebangau Permai 
Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, yaitu bagi hasil 
pemiliharaan hewan sapi betina dengan umur 1 tahun atau lebih, di mana si 
pemilik sapi akan menyerahkan sapi tersebut kepada orang lain untuk 
memeliharanya dengan perjanjian bagi hasil yaitu membagikan anak sapi 
yang akan lahir, dengan ketentuan anak sapi yang pertama akan menjadi 
milik pengelola sapi dan anak sapi yang lahir kedua akan menjadi milik si 
pemilik sapi.
4
 
Pada praktiknya si pengelola bertanggungjawab penuh terhadap 
pemeliharaan sapi, mulai dari tempat istirahat (kandang), kebersihan, 
kesehatan, pemberian makan, mengawinkan sapi, hingga sampai melahirkan. 
Namun berdasarkan observasi awal, permasalahan yang ditemukan adalah 
bila terjadi kerugian terhadap kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi 
                                                 
4
 Wawancara dengan Rn usia 32 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 
27 Oktober 2018. 
3 
 
 
 
tersebut, maka kerugian dilimpahkan kepada pemelihara berupa uang antara 
2-4 juta
5
. Sama halnya dengan hasil wawancara bahwa Rn menyatakan 
“Kalaw kerugian itu tergantung dari masalah yang menyebabkan ruginya, 
misalnya sebab mati, biasanya dilimpahkan kepada kita, dimintai ganti rugi 
berupa uang, kadang-kadang sekitar 2 juta.”6 Senada juga En 
mengungkapkan bahwa “apabila sapinya mati biasanya diganti uang seharga 
sapi dibagi dua, misalnya harga sapi 10 juta maka ganti ruginya 4 juta.”7 
Sehingga hal ini terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam terutama terhadap 
konsep muḍᾱrabah. 
Beranjak dari masalah di atas, peneliti mengkaji persoalan tersebut 
dalam Skripsi yang berjudul “PRAKTIK AKAD BAGI HASIL 
PEMELIHARAAN SAPI DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN 
SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU”. 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah  diatas rumusan masalah yang diperoleh 
antara lain: 
1. Bagaimana praktik pelaksanaan akad bagi hasil pemeliharaan sapi di 
Desa Sebangau Permai? 
2. Bagimana status hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa 
Sebangau Permai? 
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C. Tujuan penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan sapi di 
Desa Sebangau Permai. 
2. Untuk mengetahui status hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi di 
Desa Sebangau Permai. 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, 
sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Untuk menambah wawasan penulis dan mahasiswa (i) Fakultas 
Syariah, terkhusus program studi Hukum Ekonomi Syariah, serta 
semua masyarakat IAIN Palangka Raya dan semua pihak yang 
membaca penelitian ini. 
b. Dalam kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi 
yang berguna bagi keilmuan Hukum Ekonomi Syariah secara umum 
maupun syariah. 
c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam 
memperkaya khazanah   keilmuan Hukum Ekonomi Syariah secara 
umum maupun syariah di IAIN Palangka Raya. 
d. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi peneliti ataupun 
peneliti lain yang akan melakukan penelitian ulang. 
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2. Kegunaan Praktis 
a. Untuk pemilik dan pemilik dan pemelihara sapi sebagai bahan yang 
semoga berguna bagi pihak pemilik maupun pemelihara sapi dan juga 
masyarakat Desa Sebangau Permai, sehingga dapat memahami 
mengenai bagaimana status hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi 
di desa Sebangau Permai serta sebagai bahan informasi dan juga 
masukan bagi kalangan pemilik atau pemelihara sapi. 
b. Untuk Ulama setempat, sebagai salah satu bahan dakwah praktik 
muamalah yang sesuai dengan syariat atau Hukum Ekonomi Syariah. 
c. Untuk Aparatur Desa Sebangau Permai agar dapat membina para 
pelaku bisnis kerja sama pemelihara sapi agar lebih professional 
sekaligus dapat meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat 
dengan memperhatikan  bisnis sesuai syariat. 
E. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik 
perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah 
dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk 
memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan 
terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan 
sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran 
yang telah penulis lakukan terkait tema akab bagi hasil pemeliharaan sapi 
terdapat beberapa Skripsi yang telah membahasnya, namum berbeda fokus 
kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada 
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beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Mukhamat Khairudin (2009), dengan judul “Praktik Bagi Hasil Nggado 
Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut 
Hukum Islam”. Fokus penelitian ini adalah pada masalah akad 
pelaksanaan bagi hasil, modal dan keuntungannya ditinjau dari hukum 
Islam. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field 
research) dengan metode  deskriftif analitik sebagai pisau analisisnya. 
Kesimpulan dari penelitiannya adalah: 
“…bahwa akad perjanjian bagi hasil di masyarakat meskipun 
dilakukan dengan lisan, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran 
perjanjian, hal itu dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang 
berlaku di Desa Grantung, hal itu tidak bertentangan dengan 
maksud syariah atau hukum Islam. Perjanjian tersebut termasuk 
dalam akad muḍᾱrabah karena syarat dan rukunnya masuk dalam 
kriteria akad muḍᾱrabah.”8 
 
Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak 
pada persoalan  bagi hasil pemeliharaan sapi. Adapun perbedaanya adalah 
jika penelitian Mukhamat Khairudin terfokus pada akad bagi hasil, modal 
dan keuntungannya ditinjau dari hukum Islam yang terfokus pada akad 
muḍᾱrabah, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait  status 
hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai 
Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari segi akad 
bagi hasil Islam (muḍᾱrabah, musyaraqah, muzᾱra„ah , mukhabarah) 
serta pengkajian melalui ushul fiqh dan kaidah fikih. 
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2. Vera Dilla Anggraeni (2016) dengan judul “ Praktik Bagi Hasil Gaduh 
Sapi Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Wirokerten, 
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)”.  Fokus penelitian ini 
adalah mengetahui proses gaduh sapi ditinjau dari hukum Islam di Desa 
Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, kabuparen Bantul. Adapun jenis 
penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan  kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah: 
“…Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil 
gaduh sapi di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan 
Kabupaten Bantul merupakan praktik bagi hasil muḍᾱrabah jika 
ditinjau perspektif hukum Islam. Akad yang digunakan yaitu 
secara lisan sesuai dengan adat masyarakat setempat. Hal tersebut 
sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah terpenuhinya 
syarat dan rukun akad walaupun terjadi pengingkaran janji. Modal 
yang digunakan dalam gaduh sapi di Desa Wirokerten, Kecamatan 
Banguntapan, Kabupaten Bantul berbentuk sapi bukan uang. Hal 
tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam walaupun menurut 
minoritas ulama. Sistem operasional pada saat pemeliharan sapi 
yaitu pengelola bertanggung jawab penuh selama sapi dalam masa 
pemeliharaan. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam 
sebab kedua belah pihak sudah sepakat dan tidak merasa keberatan, 
dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada unsur paksaan. Pembagian 
keuntungan yang dilakukan menurut kebiasaan adat setempat yaitu 
secara maro limo dan maro bathi. Hal itu sudah sesuai dengan 
hukum Islam karena sudah jelas prosentase dari keuntungan yang 
akan didapat masing-masing pihak. Terhadap penanggungan resiko 
yang terjadi di Desa Wirokerten ditanggung bersama antara 
pemilik modal dengan pemelihara. Hal itu sudah sesuai dengan 
hukum Islam jika dilihat dari permasalhan yang terjadi.”9 
 
Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak 
pada persoalan praktik bagi hasil pemeliharaan sapi. Adapun perbedaanya 
adalah jika penelitian  Vera Dilla Anggraeni terfokus pada proses gaduh 
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sapi ditinjau dari hukum Islam, dimana dalam penelitiannya menyatakan 
bahwa kerugian ditanggung bersama antara pemodal dan pengelola, 
sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait  status hukum akad bagi 
hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau 
Kuala Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari segi akad bagi hasil Islam 
(muḍᾱrabah, musyaraqah, muzᾱra„ah , mukhabarah) dan serta pengkajian 
melalui ushul fiqh dan kaidah fikih. 
3. Siti Fatimah (2011), “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak  Sapi di 
Desa Sejangat Di Tinjau Menurut Konsep Muḍᾱrabah”. Fokus Penelitian 
ini adalah pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi, faktor-faktor 
pendukung dan penghambat pengelolaan sapi-sapi tersebut serta tinjauan 
ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi di 
desa Sejangat ditinjau menurut konsep muḍᾱrabah.  Adapun jenis 
penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan  metode Kualitatif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah: 
“…pada pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Sejangat akad yang 
terjalin antara shahibul maal dengan mudharib adalah akad lisan 
dengan keuntungan nisbah bagi hasil dibagi dua atau 50:50.  Dalam 
pembagian hasil ini menggunakan sistem bagi hasil revenue 
sharing, di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan 
pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan 
terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan pengelola dalam 
pemeliharaan sapi, jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya 
juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga 
kecil. Dalam pelaksanaan usaha sapi ini terdapat faktor pendukung 
adanya usaha peternak sapi dengan sistem bagi hasil yaitu usaha 
ternak sapi ini dilihat memiliki prospek yang bagus dalam 
pertumbuhan perekonomian karena usaha ini memiliki dampak 
positif dan mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan sebagai 
biaya pendidikan anak, ditabung sebagai jaga-jaga jika ada 
keperluan yang mendesak, serta sebagai tambahan modal.  Adapun 
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faktor penghambat dari usaha ternak sapi ini adalah Pemilik sapi 
(shahibul mal) kurang dalam memberikan saran serta masukan 
kepada pemelihara sapi tentang bagaimana pemeliharaan yang baik 
supaya sapi tersebut layak jual. Selain itu juga pemeliharaan sapi-
sapi ini masih bersifat tradisional karena tidak pernah dilakukan 
pemeriksaan dengan mendatangkan dokter hewan untuk melihat 
sapi tersebut. Menurut tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan 
usaha peternak sapi yang dilakukan di Desa Sejangat belum 
sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pembagian hasil 
antara pemilik sapi dengan pengelola sapi. Hal ini dapat terlihat 
dalam pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan kontrak di 
awal. Seharusnya jika ada perubahan akad dalam pembagian 
keuntungan maka hendaknya diberitahukan terlebih dahulu kepada 
pengelola modal agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak.”10 
 
Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak 
pada persoalan praktik bagi hasil. Adapun perbedaanya adalah jika 
penelitian  Siti Fatimah terfokus  mengenai sistem bagi hasil peternak sapi, 
faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dalam peternakan 
sapi tersebut serta tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem 
bagi hasil peternak sapi di desa Sejangat ditinjau menurut konsep 
muḍᾱrabah, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait  status 
hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai 
Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari segi akad 
bagi hasil Islam (muḍᾱrabah, musyaraqah, muzᾱra„ah , mukhabarah) dan 
serta pengkajian melalui ushul fiqh dan kaidah fikih.. 
4. Riska Sumarti (2017), dengan judul “Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi 
antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingsar 
Perspektif Ekonomi Islam”. Fokus Penelitian ini adalah pada masalah 
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mekanisme bagi hasil, modal, dan keuntungan ditinjau dari hukum Islam.  
Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research) 
dengan pendekatan deskriptif analitik. Kesimpulan dari penelitiannya 
adalah: 
“…mekanisme bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan 
dengan lisan, tetapi tidak terjadi ingkar janji dan hal itu dilakukan 
sesuai adat kebiasaan yang berlaku di Desa Langko, hal tersebut 
tidak bertentangan dengan maksud syariah atau Hukum Islam. 
Perjanjian tersebut termaksud dalam akad muḍᾱrabah karena 
kriteria rukun dan syaratnya masuk pada akad muḍᾱrabah”.11 
 
Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak 
pada persoalan praktik bagi hasil. Adapun perbedaanya adalah jika 
penelitian  Riska Sumarti terfokus pada  mekanisme bagi hasil, modal, dan 
keuntungan pemeliharaan sapi ditinjau dari Ekonomi  Islam, sedangkan 
fokus penelitian peneliti adalah terkait  status hukum akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala 
Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari segi akad bagi hasil Islam 
(muḍᾱrabah, musyaraqah, muzᾱra„ah , mukhabarah) dan serta pengkajian 
melalui ushul fiqh dan kaidah fikih. 
5. Yeni Rahmawati (2017), dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah 
terhadap Praktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Pucangombo 
Tegalombo Pacitan”. Fokus Penelitian ini adalah mengetahui Praktik 
gaduh sapi dalam tinjauan fiqh muamalah di masyarakat Desa 
Pucangombo Tegalombo Pacitan.  Adapun jenis penelitiannya adalah 
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penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif 
deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah: 
“…akad kerja sama gaduh sapi tersebut rukunnya telah terpenuhi 
sesuai dengan fiqh muamalah akan tetapi praktik kerjasamanya 
belum sesuai dengan fiqh muamalah karena hanya satu oihak yang 
melakukan pekerjaan dan adanya perbedaan jenis modal 
kerjasama. Pola pembagian hasilnya pun belum sesuai dengan fiqh 
muamalah karena tidak dibagi sesuai penyertaan modal. 
Pembagian penanggungan risiko kerugian selama pengelolaan sapi 
juga belum sesuai fiqh muamalah karena kerugian ditanggung 
bersama tanpa pertimbangan modal masing-masing.”12 
 
Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak 
pada persoalan praktik bagi hasil pemeliharaan sapi. Adapun perbedaanya 
adalah jika penelitian  Yeni Rahmawati terfokus pada praktik gaduh sapi 
tinjauan fiqh muamalah, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah fokus 
penelitian peneliti adalah terkait  status hukum akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala 
Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari segi akad bagi hasil Islam 
(muḍᾱrabah, musyaraqah, muzᾱra„ah , mukhabarah) dan serta pengkajian 
melalui ushul fiqh dan kaidah fikih. 
Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peniliti paparkan di 
atas, sudah tampak jelas antara penelitian terdahulu dengan penelitian 
peneliti berbeda. 
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F. Definisi Operasional 
1. Pengertian Akad 
Akad adalah Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara‟ yang 
menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
13
 Akad memiliki makna yang 
khusus. Syafi‟i menyatakan bahwa akad adalah hubungan atau 
keterkaiatan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh 
syara‟ dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan kata 
lain, akad merupakan keterkaiatan antara keinginan kedua belah pihak 
yang dibenarkan oleh syara‟ dan akan menimbulkan implikasi hukum 
tertentu.
14
 Terkait dengan akad ini ada beberapa unsur arau rukun yang 
ada di dalamnya, diantaranya: 
a. Pihak yang berakad 
Pihak yang berakad disini adalah orang-orang yang melakukan 
akad. Pada akad bagi hasil pemeliharaans sapi ini tentunya para pihak 
yang melakukan akad adalah pemilik dan pemelihara sapi. Ghazaly, 
dkk menyatakan bahwa para pihak yang berakad disyaratkan 
merupakan orang yang cakap bertindak.
15
 Akhirnya dapat dipahami 
bahwa orang yang melakukan akad itu harus balig, berakal sehat, atas 
kuasa sendiri, cukup umur, bukan karena tekanan atau paksaan. 
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b. Objek akad 
Objek akad merupakan benda atau barang yang dijadikan 
sasaran bagi pelaksanaan akad, yang darinya akan menimbulkan 
akibat hukum.
16
 Objek akad ini juga harus memenuhi syarat-syarat 
bahwa objek itu harus ada saat akad, harus mal mutaqawwin, dapat 
diserah terimakan, jelas, dapat dikenali, dan suci. 
c. Tujuan akad 
Tujuan akad merupan akibat atau sebab hukum yang timbul saat 
terlaksanakannya akad tersebut.
17
 Secara sederhana tujuan akad ini 
dapat diartikan sebagai keinginan dari pada para pihak yang berakad. 
Misalnya, dilaksanakannya akad bagi hasil pemeliharaan sapi maka 
tujuan akad adalah kerja sama dalam bagi hasil pemeliharaan sapi 
tersebut. Adapun syarat-syarat tujuan akad ini adalah baru ada saat 
akad dilaksanakan, tujuan harus berlangsung saat adanya akad sampai 
berakhirnya akad dan tujuan itu harus sesuai syara‟. 
d. Shigat akad 
Shigat akad ini merupakan ijab dan qabul para pihak yang 
melakukan akad. Ijab merupakan penawaran oleh satu pihak dan 
qabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak lainnya.
18
 Misalnya 
dalam akad bagi hasil pemeliharan sapi, pemilik menyatakan 
peliharakan sapi saya, nanti kita bagi hasil anaknya sama rata apabila 
                                                 
16
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari‟ah: Studi Tentang Teori Akad 
dalam Fikih Muamalah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, h. 68. 
17
 Ibid., h. 218. 
18
 Ibid., h. 68. 
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sudah beranak dua, kemudian pemelihara menjawab baiklah, saya 
akan memelihara sapi anda dengan perjanjian bagi hasil tersebut. 
2. Pengertian Bagi Hasil 
Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian 
hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.
19
  Bagi hasil juga 
bentuk kerja sama yang kerap sekali dilakukan dalam bidang muamalah. 
Bagi hasil mengandung beberapa unsur yang harus ada diantaranya: 
a. Pihak yang berserikat 
Para pihak dalam konsep bagi hasil lebih sering dikenal dengan 
pemodal dan pengelola. Pemodal biasanya menyediakan dana yang 
akan dikelola oleh pengelola yang dipercayainya. Adapun syarat para 
pihak ini sama halnya dengan syarat dengan syarat pelaku akad pada 
umumnya. 
b. Bentuk kerja sama 
Bentuk kerja sama dalam bagi hasil biasanya ditentukan 
dengan jelas oleh para pihak. Kerja sama ini dapat dalam bentuk 
apapun, sebagaimana salah satu contoh adalah bentu kerja sama bagi 
hasil pemeliharaan sapi. Meskipun demikian, bentuk kerja sama 
tersebut harus sesuai dengan garis-garis yang dibenarkan oleh syara‟. 
c. Modal 
Modal di sini merupakan hal yang harus ada dalam bagi hasil. 
Modal itu harus jelas apakah sepenuhnya dari pemodal atau para 
                                                 
19
 Ahmad Rofiq, Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h.153. 
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pihak saling menyertakan modal. Hal ini tergantung saat kesepakatan 
dalam perjanjian. 
d. Keuntungan dan kerugian 
Keuntungan merupakan keinginan yang selalu diharpkan dari 
pada dilaksanakan kerja sama bagi hasil, namun keuntungan tersebut 
harus disepakati dengan jelas apakah pembagiannya 50%:50% atau 
yang lainnya, begitupun dengan kerugian harus disebutkan dengan 
jelas dan disepakati bagaimana cara pembagaian atau penangungan 
risiko diantara para pihak. 
3. Pengertian Pemeliharaan Sapi 
Pemeliharaan sapi adalah proses perawatan sapi dengan baik. 
Secara umum proses perawatan sapi tentunya dimulai dari pembuatan 
kandang sapi yang sesuai dengan keperluan untuk sapi tersebut. Proses 
perawatan itu juga termasuk dalam hal kebersihan baik itu kebersihan 
sapinya ataupun kandangnya. Para pemelihara biasanya mempunyai 
kebiasaan tersendiri untuk masalah kebersihan ini, namun pada 
umumnya pemelihara akan selalu membersihkan kandang dari kotoran-
kotoran sapi secara teratur. Begitupun dengan kebersihan sapi pada 
umumnya sapi dimandikan sesuai dengan kebiasaan pemelihara. Selain 
itu memberikan pakan dan minum yang teratur juga merupakan proses 
dari pada perawatan dalam pemeliharaan sapi. Pemberian pakan ini, 
pemelihara ada yang memberi dengan rumput tanaman sendiri ataupun 
rumput liar, pada umumnya dilakukan tiga kali sehari. 
16 
 
 
 
Hal yang sangat penting juga selama proses perawatan sapi adalah 
menjaga kesehatan sapi yang dapat dilakukan dengan memberi sunti 
vitamin bagi sapi tersebut, dan memberikan mineral berupa garam yang 
bagus bagi pencernaan sapi, selain itu juga sapi diberi jamu, namun tak 
kalah penting setiap senja akan dinyalakan api pengusir nyamuk agar 
sapi tidak terserang penyakit. Terakhir, bentuk pemeliharaan sapi adalah 
mengawinkan dan menjaga sapi saat melahirkan. Pemelihara juga 
bertanggungjawab saat pengawinan sapi, sebab apabila ia tidak memiliki 
sapi jantan maka ia dapat mengawinkan sapi betina tersebut ke tempat 
sapi jantan milik orang lain. Selanjutnya untuk masa lahiran maka 
pemelihara akan menemani sapi yang akan melahirkan, hal ini 
ditakutkan sapi akan menjejak anak yang dilahirkannya atau bahkan ia 
akan memakan tembuni anaknya yang bisa jadi penyakit bagi induk sapi 
tersebut. 
G. Kerangka Pikir 
Akad bagi hasil merupakan perjanjian antara pemodal dan pengelola 
dalam menjalankan suatu usaha dan apabila mengalami keuntungan akan 
dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Praktik bagi hasil terjadi 
pula di Desa Sebangau Permai yakni berupa praktik akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi. Pada praktiknya pemilik sapi akan menyerahkan modal 
berupa sapi betina untuk dikelola oleh pemelihara, dengan ketentuan bagi 
hasil anak sapinya, namun masalah yang muncul bila terjadi kerugian akan 
dilimpahkan kepada pemelihara. Konsep dalam penelitian ini yakni konsep 
17 
 
 
 
akad dan konsep bagi hasil, sedangkan teori yang digunakan berupa teori 
bagi hasil, teori maslahah, teori „urf dan teori maqashid syariah. Perkiraan 
hasil penelitian ini lebih mengarah kepada bentuk bagi hasil muḍᾱrabah, 
sebab dilihat dari bentuk akadnya mendekati muḍᾱrabah. Sehingga akad bagi 
hasil pemeliharaan sapi akan dihukumi boleh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAKTIK AKAD BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI 
DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA 
KABUPATEN PULANG PISAU 
Akad bagi hasil pemeliharaan sapi adalah perjanjian bagi hasil 
pemeliharaan sapi dengan modal sapi betina dengan ketentuan bagi 
hasil anak sapi jika telah beranak dua, namun pada praktiknya 
kerugian yang terjadi akan dilimpahkan kepada pemelihara. 
Kerangka teoritik dalam penelitian ini 
adalah teori bagi hasil, toeri 
maslahah, teori „urf dan teori 
maqashid syariah. 
 
 
Kerangka konsep dalam penelitian 
ini adalah konsep akad dan konsep 
bagi hasil. 
Kesimpulan 
Akad bagi hasil 
Pemeliharaan sapi tersebut 
dibolehkan. 
Dugaan hasil sementara adalah akad 
bagi hasil pemeliharaan sapi ini 
termasuk dalam akad mudharabah 
18 
 
 
 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian 
terdahulu, kerangka pikir, dan terakhir sistematika penulisan. 
2. BAB II Kerangka konsep dan kerangka teoretik. 
3. BAB III Metode Penelitian, terdiri atas waktu dan tempat penelitian, 
jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik 
pengumpulan data, teknik keabsahan data dan analisis data 
4. BAB IV Hasil dan Analisis terdiri dari gambaran umum lokasi 
penelitian,  praktik pelaksanaan akad bagi hasil pemeliharaan sapi di 
Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten 
Pulang Pisau, dan status hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi di 
Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten 
Pulang Pisau. 
5. BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
KERANGKA KONSEP DAN TEORI 
A. KERANGKA KONSEPTUAL 
1. Konsep Akad 
a. Pengertian Akad 
Kata akad berasal dari bahasa Arab al-„aqd yang secara 
etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan.
39
 Menurut 
bahasa „aqd mempunyai beberapa arti antara lain: 
ذ جْص ٞ ف  لا  صَّز ٝ َّٚز  د  ش  خلأب ث ب  َ  ٕ  ذ  د أ ُّذ ش ٝ  ٗ   ِ ْٞ  يْج  د ْٜ  فش ط  خ َْ  ج  ب
 ٍد ذ  دا  ٗ  ٍذ عْط ق م 
“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang 
lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong 
benda.”40 
ب  َ  ٖ  ق ّص  ٘  ٝ  ٗ  ب  َ  ٖ  ن  غ َْ  ٝ ْٙ  ّزىا  و  ص ْ٘  َ ْى ا 
“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.” 
  ِ ْٞ  قَّز  َ ىا ُّت  ذ ٝ ّاللّ َُّ  إ ف ٚ قَّرا  ٗ   ٓ  ذ ْٖ  ع ث  ٚف ْٗ  ا ِْ  ٍ  ٚي ث 
“Siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya 
Allah mengasihi orang-orang yang taqwa.” 41  
                                                 
39
Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalah, Jakarta: Kencana, 2010, h. 50. 
40
 Qamarul Huda, Fiqih Muamalah, Yogyakart: Teras, 2011, . 25. 
41
 Khadiza Amelia dkk, Makalah; Konsepsi Akad dalam Hukum Syariah, STAIN 
KUDUS, 2015,  h. 5. 
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  د ْ٘  ق عىبثا ْ٘  ف ْٗ  أا ْ٘  ْ  ٍ ا  ِ ْٝ  زىاب  ٖ ُّٝا ب ٝ 
“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu.”42 
Menurut istilah terminologi hukum Islam yang dimaksud dengan 
akad adalah  
 ْٚ  ضا  ش ضىا  ذ ْجض ٝ ٍعٗ  شْش  ٍ  ٍٔ ْج  ٗ  ٚ ي ع ٍه ْ٘  جق ث  ةب  جْٝ  إ طب ج رْسإ 
“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan 
keridhaan kedua belah pihak.”43 
  ً  لا نْىا  ّٗ  ا  ش  خلأا  ه ْ٘  ج ق  خ  ٍ   ِ ْٞ  ف  شّطىا  ذ  د أ  ةب  جْٝ  ا  ع ْ٘  َ ْج  ٍ
ب  َ  ٖ  ٍ  ب ق  ٍ   ٌ  ئب قْىا ذ  دا  ٘ ْىا 
“Berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan 
seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.”  
  طب ج رْس  ٟ ا  ل ىر  خ  ٍ  ب  َ  ٖ  ٍ  ب ق  ٍ   ً ْ٘  ق ٝب عَّد إ  ه ْ٘  ج قىا  ٗ   ةب  جْٝ  ا  ع ْ٘  َ ْج  ٍ
  ّٜ  َ ْن  ذْىا 
"Berkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang 
menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan 
hukum.” 
                                                 
42
 Ghufron A. Mas‟ad, Fiqih Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2002, h. 75. 
43
 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalah..., h. 51. 
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  ضْج أ  ظْث  سبًعْشش  ه ْ٘  ج قىا  ٗ   ةب  جْٝ ْلإب ث  ف ُّش  ّصزىا  عا  
“Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara‟ dengan cara serah 
terima.”44 
Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa akad merupakan 
suatu bentuk pernyataan serah terima yang dilakukan beberapa orang 
dengan dasar kerelaan. Akad juga memeliki kekuatan hukum yang 
mengikat antar pihak sebagai sebuah akibat dilakukannya akad tersebut. 
Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa 
definisi yang diberikan untuk akad, di antaranya adalah:
45
 
1) Menurut Pasal 262 Mursyd al-Hairan, akad merupakan “pertemuan 
ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain 
yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.  
2) Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul 
sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan 
suatu akibat hukum pada objeknya”. 
Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau 
pernyataan untuk  menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara 
dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan 
yang tidak berdasarkan syara‟. Oleh karena  itu, dalam Islam tidak 
semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai 
                                                 
44
 Ibid., h. 51. 
45
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam 
Fikih Muamalat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, h. 68. 
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akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan 
syariat Islam.
46
 Sebagaimana sebuah kaidah fikih menyatakan: 
  ِ ْٝ  ذ قب ع ز  َ ىا ب  ض  س ْد  ٘ق عْىا  ٜف  وْص ْلْا 
“dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”47 
Akad memiliki makna yang khusus. Syafe‟i menyatakan bahwa: 
“Akad adalah hubungan atau keterkaiatan antara ijab dan qabul 
atas diskursus yang dibenarkan oleh syara‟ dan memiliki 
implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan kata lain, akad 
merupakan keterkaiatan antara keinginan kedua belah pihak yang 
dibenarkan oleh syara‟ dan akan menimbulkan implikasi hukum 
tertentu.”48 
 
Berdasarkan beberapa istilah yang telah dijelaskan di atas, 
menurut Anwar terdapat tiga kategori terkait akad, diantaranya: 
Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan 
qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran 
yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban 
persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari 
penawaran dari pihak yang pertama.  
Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad 
adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak pihak lain. 
Tindakan hukum satu pihak,  seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf 
atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut 
                                                 
46
 Rachmad Syafe‟i, Fiqih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. II, 
2006, h. 45. 
47
A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam 
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis..., h.131.  
48
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010, h. 48. 
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tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul. 
Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli 
Hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan 
pendapat. Sebagian besar  fuqaha memang memisahkannya secara tegas 
kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian yang lain menjadikan 
akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang 
aneka ragam akad khusus, mereka tidak membedakan antara akad 
dengan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, 
wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan jual beli, sewa 
menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah juga 
memerlukan ijab dan qabul ataukah cukup dengan ijab saja. 
Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. 
Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan 
yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. 
Akibat hukum akad dalam hukum Islam di sebut “hukum akad” (hukm 
al-„aqad).49 
Secara singkat ketiga katagori dalam akad tersebut yaitu 
pernyataan serah terima yang dilakukan para pihak yang mengikat pihak 
yang berakat untuk melakukan tidakan hukum dari apa yang telah 
diakadkan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. 
 
 
                                                 
49
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam 
Fikih Muamalat…, h. 68-69.  
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b. Rukun dan Syarat Akad 
Untuk dapat terealisasinya tujuan akad, maka diperlukan unsur 
pembentuk akad, hanya saja, di kalangan fuqaha terdapat perbedaan 
pandangan berkenaan dengan  unsur pembentuk akad tersebut (rukun 
dan syarat).  Adapun rukun-rukun akad menurut fuqaha jumhur adalah: 
1) „Aqidain adalah para pihak yang berakad 
2) Ma‟qud „alaih adalah objek akad atau benda-benda yang diakadkan 
3) Maudhu „al-„aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad 
4) Shigat al-„aqd adalah ijab qabul.50 
Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa setiap akad 
mempunyai syarat yang ditentukan  syara‟ yang wajib disempurnakan, 
syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:
51
 
1) Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib 
sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum 
yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut: 
a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak  
b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukum52 
c) Akad itu diizinkan oleh syara‟ 
d) Akad itu akad yang bukan dilarang syara‟ 
e) Akad dapat memberikan faedah 
f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjai qabul 
                                                 
50
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah…, h. 52. 
51
 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalah..., h. 54-55. 
52
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), 
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 105-106. 
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g) Ijab dan qabul mesti bersambung. 
2) Syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat wujudnya wajib ada 
dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat 
tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, 
seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. 
c. Objek Akad 
Objek akad atau mau‟qud „alaih adalah sesuatu yang dijadikan 
objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya. 
Tidak semua benda (barang) dapat dijadikan objek akad. Sejumlah 
benda dipandang tidak dapat menjadi objek akad baik menurut syara‟ 
maupun menurut adat. 
Anwar menyatakan bahwa: 
“Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai 
suatu hal  yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat 
hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, 
jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang lain yang  tidak berkenaan 
dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan tidak 
bergerak maupun benda berbadan dan benda tidak berbadan.”53 
 
Misalnya akad jual beli mobil maka objeknya berupa benda 
yakni mobil, akad sewa rumah maka yang menjadi objeknya adalah 
manfaat dari pada sewa rumah tersebut. Menurut Anwar “ dalam hukum 
Islam imbalan berupa uang atau berupa lainnya juga merupakan obyek 
akad”.54 Contohnya adalah akaf bagi hasil pemeliharaan sapi maka yang 
menjadi onjek dalam akad tersebut adalah modal berupa sapi. 
                                                 
53
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam 
Fikih Muamalat…, h. 190. 
54
 Ibid. 
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Fuqaha‟ menetapkan syarat yang harus terpenuhi pada objek 
antara lain:
55
 
1) Objek akad harus telah ada ketika berlangsung akad 
2) Objek akad harus mᾱl mutaqawwin56 
3) Dapat diserah-terimakan ketika akad berlangsung 
4) Objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak „aqid 
5) Objek akad harus suci, tidak najis dan tidak muntanajjis57 
d. Tujuan Akad 
Yang dimaksud dengan hukum akad merupakan akibat atau 
sebab hukum yang timbul saat terlaksananya akad tersebut. Menurut 
Anwar, tujuan akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
58
 
1) hukum pokok akad, yakni akibat hukum yang pokok yang 
menjadi tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh para 
pihak, dimana akad merupakan sarana untuk 
merealisasikannya. 
2) hukum tambahan akad, yang disebut juga hak-hak akad, 
adalah akibat hukum tambahan akad, yaitu hak-hak dan 
kewajiban yang timbul dari akad seperti kewajiban penjual 
menyerahkan barang dalam akad jual beli, kewajiban 
penyewa mengembalikan barang sewa setelah masa sewa 
berakhir dalam akad sewa menyewa, dan seterusnya. 
 
                                                 
55
 Ibid., h. 87-88. 
56
Objek akad harus mal mutaqawwin berarti harta yang baik jenisnya, cara 
memperolehnya dan penggunaannya, artinya bila harta tersebut tidak baik jenisnya, cara 
memperolehnya dan penggunaannya maka harta tersebut tidak dapat dijadikan objek 
akad.  
57
 Syarat kelima ini sangat populer dikalangan fuqaha jumhur. Sedangkan fuqaha 
Hanafiyah tidak mensyaratkan kesucian objek akad. Maka Hanafiyah membolehkan jual 
beli rambut khinjir atau kulit bangkai untuk diambil manfaatnya, kecuali benda-benda 
tertentu yang secara jelas dinyatakan oleh nash seperti khamar, dagimg khinjir, bangkai 
dan darah. Lihat Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad 
dalam Fikih Muamalat…, h. 88. 
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Syafi‟i mengungkapkan tujuan akad  adalah tujuan dan hukum 
yang mana akad disyari‟atkan untuk tujuan tersebut. Untuk satu jenis 
akad tujuan yang hendak dicapainya satu, dan untuk jenis akad lainnya 
berlaku tujuan yang berbeda. Tujuan akad ini harus benar dan sesuai 
dengan ketentua syara‟. Sebenarnya tujuan akad adalah sama meskipun 
berbeda-beda barang dan jenisnya.
59
 
Untuk akad bai‟ tujuan yang hendak dicapai adalah pemindahan 
pemilikan dari penjual kepada pembeli dengan imbalan (iwadh), akad 
hibah bertujuan pemindahan hak milik tanpa disertai  iwadh, akad 
ijarah bertujuan pemindahan pemilikan manfaat suatu barang dengan 
iwadh, dan lain sebaginya.
60
 
Kaidah  umum  dalam  ajaran  Islam  menentukan  bahwa  setiap  
orang  yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas 
menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti memiliki tujuan tertentu yang 
mendorongnya melakukan perbuatan itu. Oleh Karen itu, tujuan akad 
menduduki peranan penting untuk menentukan suatu akad dipandang 
sah atau tidak, halal atau haram. 
Masalahnya, jika suatu tindakan tidak mempunyai tujuan yang 
jelas, apakah tindakan tersebut tidak mempunyai akaibat hukum? 
Misalnya, seseorang berjanji akan memberikan sesuatu kepada orang 
lain, apakah janji itu mempunyai akibat  hukum,  dengan  pengertian  
orang  itu  dapat  dituntut  untuk  memenuhi janjinya? Menurut pendapat 
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kebanyakan Fuqaha‟, janji yang tidak jelas tujuannya itu tidak 
mempunyai akibat hukum duniawi, meskipun akan diperhitungkan di 
hadapan Allah di akhirat kelak.
61
 
Hal tersebut berbeda dengan janji yang tujuannya jelas. 
Misalnya, apabila seseorang  menyuruh  orang  lain  untuk  
memberikan  suatu  barang  kepada seseorang, dengan ketentuan 
apabila orang yang menerima barang tidak mau membayar harganya, 
orang yang menyuruh itu bejanji akan membayarnya. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan akad 
memperoleh peran yang amat penting, apalagi dalam hal 
muamalat/bisnis. Tanpa ada tujuan yang jelas, secara otomatis tidak 
ada yang dapat dilakukan dari terbentuknya akad tersebut.  Sehingga  
akad  tersebut  dipandang  tidak  sah  dan  tidak  memiliki konsekuensi  
hukum.
62
  Dari  sini,  diperlukan  adanya  syarat-sayarat  tujuan  akad 
sebagai berikut: 
1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas 
pihak-pihak yaang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, 
tujuannya hendaknya baru ada pada saat akad diadakan. 
2) Tujuan  harus  berlangsung  adanya  hingga  berakhirnya  
pelaksanaan  akad. Misalnya  akad  untuk  menyewa  rumah  
selama  lima  tahun  untuk  diambil  manfaatnya. Jika belum ada 
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lima tahun rumah itu telah hancur maka akadnya menjadi rusak 
karena hilangnya tujuan yang hendak dicapai.  
3) Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara‟. Jadi tidak boleh 
melakukan akad dengan  tujuan  yang  melanggar  ketentuan  
agama.  Misalnya  akad  untuk melakukan patungan uang sebagai 
modal bisnis sabu-sabu.  
e. Asas-asas Akad dalam Hukum Islam 
Asas-asas yang berkaitan dengan akad dalam hukum Islam 
adalah sebagai berikut: 
1) Asas Ibahah 
Anwar menyatakan bahwa: 
“Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang 
muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium 
“pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada 
dalil yang melarangnya”.63 
 
Asas seperti ini lawan dari pada asas yang berlaku dalam 
masalah ibadah. Hukum Islam menggariskan bahwa untuk tindakan- 
tindakan ibadah berlaku asas bahwa tindakan ibadah yang sah adalah 
tindakan yang sesuai dengan syariat Islam. Akhirnya, seseorang 
tidak bisa seenaknya membuat-buat bentuk  ibadah yang tidak 
pernah ditentukan oleh Nabi SAW, sehingga apabila ada bentuk 
ibadah yang baru maka disebut bid‟ah.”64 
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Kebalikan dari pada asas di atas adalah segala sesuatu itu sah 
dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu, asas 
ini merupakan asas muamalah.  Jika dikaitkan dengan tindakan 
hukum, terkhusus perjanjian, maka hal ini berarti tindakan hukum 
dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada dalil larangan 
khusus mengenai hal tersebut.
65
 
2) Asas Kebebasan Berakad 
Anwar menyatakan bahwa: 
“Hukum Islam mengikuti kebebasan berakad, yaitu suatu 
prinsip hukum yang  menyatakan bahwa setiap orang dapat 
membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama 
yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan  
memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya 
itu sesuai dengan  kepentingannya sejauh tidak berakibat 
makan harta sesama jalan batil.”66 
 
Terkait hal tersebut, dilingkungan madzhab-madzhab terdapat 
perbedaan pendapat mengenai cakupan kebebasan tersebut. Nash-
nash Al-quran dan sunnah Nabi SAW serta kaidah-kaidah hukum 
Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan 
berakad. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih 
jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibahah  
dalam muamalat.
67
 
3) Asas Konsensualisme 
Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya 
suatu perjanjian cukup dengan perkataan yang menunjukan 
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kesepakatan antar pihak, walupun tanpa pemunuhan formalitas-
formalitas yang ada. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-
perjanjian itu bersifat konsensual. Sebagaimana firman Allah SWT 
yang berbunyi: 
  
   
  
   
    
    
    
    68   
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. 
 
Kutipan ayat diatas menjelaskan bahwa setiap pertukaran secara 
timbal balik itu diperbolehkan dan sah selama didasarkan atas 
kesepekatan antara kedua belah pihak.
69
 
4) Asas Janji itu Mengikat 
Alqur‟an dan Hadis banyak memperintahkan agar seseorang 
memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih “Perintah itu pada dasarnya 
menunjukan wajib”. Ini berarti janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.70 
Firman Allah SWT: 
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… 
   
    71   
Artinya: …dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan 
penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya. 
 
5) Asas Keseimbangan 
 Hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan 
saat dilaksanakannya akad baik keseimbangan antara apa yang 
diberikan dan apa yang diterima, begitupun keseimbangan dalam 
memikul risiko. Sebagaimana, asas keseimbangan dalam memikul 
risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, pada 
konsepnya yang menanggung risiko hanyalah peminjam atas kerugian 
usaha yang terjadi, sedangkan pemodal bebas dari risiko sama sekali 
dan mendapat prosentase tertentu meskipun dana mengalami 
kerugian.
72
 
6) Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)   
Asas kemaslahatan ini dimaksudkan bahwa akad yang dibuat 
oleh para pelaku harus bertujuan demi terwujudkan kemaslahatan bagi 
mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau 
keadaan memberatkan (masyaqqah). Menurut Anwar bahwa: 
“Apabila dalam pelaksanaan akan terjadi perubahan keadaan 
yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian 
yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, 
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maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikannya kepada 
batas yang masuk akal.”73 
 
Ungkapan di atas tidak lain untuk memudahkan bagi penanggung 
kewajiban sehingga akan melahirkan kemasalahatan bagi setiap pihak. 
Sehingga agar terealisasinya kemaslahatan tersebut salah satu solusi 
yang dilakukan adalah dengan mengubah kewajiban pada batasan yang 
masuk akal. Misalnya, kewajiban bayar utang tepat waktu, tetapi di saat 
waktu yang ditetapkan pengutang tidak dapat membayar sebab masih 
belum ada pendapatan, maka pihak yang mengutangkan dapat 
memperpanjang masa pembayaran utang. 
7) Asas Amanah   
 Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak 
haruslah beri‟tikad baik selama menjalankan transaksi, oleh sebab itu 
salah satu pihak dilarang memberikan informasi yang tidak benar 
kepada pihak lainnya. Lebih-lebih pada kehidupan masa kini banyak 
sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak dari suatu 
keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga 
ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak 
banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat 
bergantung kepada pihak yang menguasainya. 
Profesi kedokteran, terutama dokter spesialis, misalnya hanya 
diketahui dan dikuasai oleh para dokter saja. Masyarakat umum tidak 
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mengetahui seluk beluk profesi tersebut. Oleh karena itu, ketika seorang 
pasien sebagai salah satu pihak transaksi akan diterapkan oleh suatu 
metode pengobatan dan penenangan penyakitnya, sang pasien sangat 
bergantung kepada informasi dokter untuk mengambil keputusan 
menjalani metode tersebut.
74
 Menurut Anwar bahwa: 
“Hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut 
perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada 
informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan 
untuk menutup perjanjian bersangkutan. Diantara ketentuannya 
adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang 
semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad 
bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah 
mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian. Contoh paling 
sederhana dalam hukum Islam adalah akad murabahah, yang 
merupakan salah satu bentuk akad amanah. Pada zaman sekarang 
wilayah akad amanah tidak saja hanya dibatasi pada akad seperti 
murabahah, tetapi juga meluas  kedalam akad takaful (asuransi) 
bahkan juga banyak akad yang pengetahuan mengenai objeknya 
hanya dikuasai oleh salah satu pihak saja.
75
 
 
Terkait dengan asas amanah, peneliti juga beranggapan bahwa 
perjanjian atau akad yang dilaksanakan adalah tanggungjawab yang 
harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Akad tersebut bukan 
semata-mata hanya sebagai sebuah transaksi, tetapi ada rasa 
kepercayaan orang lain terhadap orang lainnya yang dipercayainya. 
Oleh sebab itu dalam melaksanakan dari pada akad tersebut seseorang 
harus semaksimal mungkin menjalankannya, dan tentu harus 
memberikan informasi yang sebenarnya. 
8) Asas Keadilan   
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 Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua 
hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-
Qur‟an yang menegaskan: 
   
   
    
   
   76 
 
Artinya: “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. 
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
 
Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh 
para pihak.
77
 Pada asas ini para pihak harus mempertimbangkan 
kesepakatan-kesepakatan yang tepat agar salah satu pihak tidak merasa 
dizalimi karena ketetapan yang dianggap berat sebelah. Kesepakatan ini 
harus dilihat dari proporsi dan kontribusi dari pada masing-masing 
pihak. Misalnya, kerja sama membuka usaha dagang antara A dan B 
dengan penyertaan modal A sebesar 60 % dan B 40 %, tetapi untuk 
pengelolaan B yang melakukan, maka pembagian keuntungan dapat 
dilakukan untuk A sebesar 50 % dan B sebesar 50 %, hal ini 
menunjukan keadilan sebab pada dasarnya 10 % dari pada keuntungan 
sebagai dari pada upah B dalam melakukan pengelolaan. 
f. Batal dan Sahnya Akad 
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Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya adanya secara faktual, 
tetapi keberadanya harus sah secara syar‟i (yuridis) agar perjanjian 
tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh 
para pihak yang membuatnya. Suatu akad menjadi sah apabila 
dinyataka telah memenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi syarat-
syarat tersebut beragam jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan akad 
menjadi bertingakat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun syarat itu 
terpenuhi. Tingkat-tingkat tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Akad batil/batal. 
Batil berarti sia-sia, hampa, tidak berlaku, tidak benar, tidak 
ada subtansi dan hakikatnya. Yaitu akad yang tidak terpenuhi syarat 
dan rukunnya. Akad ini tidak melahirkan hukum apapun, apabila 
dilaksanakan para pihak maka wajib mengembalikannya, tidak ada 
pemberlakuan pembenaran, tidak perlu difasakh.  Anwar menyatakan 
bahwa: 
“Hukum akad batil yaitu akad yang tidak memenuhi rukun 
dan syarat terbentuknya akad, dapat di ringkas sebagai 
berikut: 
a) Bahwa akad tersebut tidak ada wujud secara syar‟i atau 
tidak pernah dianggap ada, oleh karena itu tidak 
melahirkan akiba hukum apa pun. 
b) Bahwa apabila dilaksanakan oleh para pihak, akad batil 
itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada 
waktu sebelum dilaksanakan akad batil tersebut. 
c) Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara 
memberi izin misalnya, kareana transaksi tersebut  
berdasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada 
secara syar‟i dan juga karena pembenaran hanya berlaku 
terhadap akad maukuf. 
37 
 
 
 
d) Akad batil tidak perlu di fasakh (dilakukan pembatalan) 
karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak 
pernah ada. 
e) Ketentuan lewat waktu, tidak berlaku terhadap 
kebatalan.”78 
 
 
2) Akad fᾱsid 
Fᾱsid artinya rusak, busuk. Yaitu akad yang telah memenuhi 
rukun dan syaratnya, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan 
akad. Akad ini ditolak karena telah melanggar ketentuan syara‟, 
sehingga tidak sah karena terlarang. Anwar menyatakan bahwa: 
“Hukum fᾱsid dibedakan antara sebelum dan susudah 
pelaksanaan: 
a) Pada asasnya akad fᾱsid adalah akad tidak sah karena 
terlarang, dan pada dasarnya tidak menimbulkan akibat 
hukum dan tidak pula dapat diijazah (diratifikasi), bahkan 
masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan untuk 
tidak melaksanakannya dengan berdasarkan ketidaksahan 
tersebut, dan akad fᾱsid wajib di fasakh oleh parak pihak 
maupun hakim. 
b) Sesudah terjadinya perlaksanaan  akad, akad fᾱsid 
mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu menurut mazhab 
Hanafi, dapat memindahkan hak milik. Hanya saja hak milik 
ini bukan hak milik sempurna dan mutlak, melainkan suatu 
pemilikan dalam bentuk khusus, yaitu penerima dapat 
melakukan tindakan hukum terhadapnya, tetapi tidak dapat 
menikmatinya.” 79 
 
3) Akad maukuf 
Maukuf  berarti terhenti, tergantung dan dihentikan. Akad maukuf 
dapat terjadi apabila: 
a) Remaja yang belum dewasa 
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b) Sakit ingatan (orang gila) 
c) Orang boros 
d) Dalam keadaan paksaan 
Tetapi sebelum ada pembenaran oleh pihak yang berhak, akad 
maukuf dianggap sah, namun akibat hukumnya digantungkan hingga 
diakui atau tidak diakui oleh pihak yang berhak tersebut. Sehingga 
akibat hukumnya berlaku terhitung sejak dibuatnya akad tersebut, 
bukan sejak terbitnya pembenaran (ijazah). Akan tetapi apabila pihak 
yang berhak tidak meratifikasi, maka akad tersebut batal demi hukum.
80
 
4) Akad nafidz gairu lazim 
Nafiz adalah berarti berlaku, terlaksana, menembus. Ghairu lazim 
berarti tidak mengikat penuh. Akad nafidz gairu lazim ini dipengaruhi 
oleh hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad. 
Seperti akad titipan atau wadi‟ah, penitip maupun peminjam boleh 
mengembalikan barangnya tanpa adanya persetujuan penitip atau 
peminjam. Pada asasnya suatu akad apabila telah dibuat secara sah dan 
telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum akad, maka akad 
tersebut mengikat secara penuh dan tidak boleh salah satu pihak 
membatlkanya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.
81
 
g. Berakhirnya Akad 
Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab 
terpenuhinya tujuan akad (tahkiq gharadh al-„aqd),  pemutusan akad 
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(fasakh), putus dengan sendirinya (infisakh), kematian, dan tidak 
memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad 
mauqup.
82
  Berikut penjelasan dari masing-masing dimaksud: 
 
1) Terpenuhinya tujuan akad  
Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai 
tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir 
apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya 
telah menjadi milik penjual. Dalam akad salam dan istiṣna akan 
berakhir jika pembayaran sudah lunas dan barangnya diterima.
83
 
2) Terjadinya pembatalan akad (fasakh)84 
a) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara; seperti terdapat 
kerusakan dalam akad (fᾱsad al-„aqdi). Misalnya, jual beli 
barang yang tidak memenuhi kejelasan dan tertentu waktunya 
(mu‟aqqat). 
b) Adanya khiyar, khiyar rukyat, khiyair „aib, khiyar syarat atau 
khiyar majelis. 
c) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (iqalah). Salah satu 
pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan 
karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.  
                                                 
82
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d) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-
pihak yang berakad (li‟adami tanfidz) 
e) Berakhirnya waktu akad karena habis waktunya, seperti dalam 
akad sewa-menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak 
dapat diperpanjang. 
 
3) Salah satu Pihak yang berakad meninggal dunia 
Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad 
mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang 
menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. 
Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan 
mengakibatkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan dan 
sebagainya.
85
 
4) Tidak ada izin dari yang berhak 
Dalam hal akad maukuf (akad yang keabsahanya bergantung 
pada pihak lain), seperti akad anak yang belum dewasa, akad 
berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.
86
 
2. Konsep Bagi Hasil 
Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi 
artinya sepenggal, pecahan dari sesuatu yang utuh.
87
  Sedangkan hasil 
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adalah sesuatu yang diadakan oleh usaha.
88
 Menurut istilah bagi hasil 
adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha 
antara penyedia dana dan pengelola dana.
89
  
Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan pada lembaga 
keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang 
di peroleh berdasarkan nisbah (rasio) yang di sepakati di awal. Bagi 
hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang 
ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang 
berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih 
dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi 
bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan 
bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing 
pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin 
adanya keadilan dan tidak ada pihak yang yang terekploitasi.
90
 Berikut 
adalah macam-macam bagi hasil dalam Islam: 
a. Muḍᾱrabah 
1) Pengertian Muḍᾱrabah 
Secara bahasa Arab muḍᾱrabah (خثسبضٍ) berasal dari 
kata ةسبض yang sinonimnya:شجرإ yang bermakna bepergian, 
istilah Muḍᾱrabah dengan pengertian bepergian untuk 
berdagang digunakanan oleh ahli (penduduk) Irak. Sedangkan 
                                                 
88
 Ibid., h. 513. 
89
 Ahmad Rofiq, Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h.153. 
90
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah…, h. 26. 
42 
 
 
 
ahli penduduk Hijaz menggunakan istilah qiraḍ, yang diambil 
dari kata qiraḍ yang artinya memotong. Dinamakan demikian, 
karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk 
diperdagangkan oleh amil dan membagikan sebagian 
keuntungan. 
Muḍᾱrabah suatu bentuk perjanjian yang lahir sejak 
zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliah sebelum Islam. 
Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. 
Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan yaitu: 
qiraḍ, muqaraḍah, dan muḍᾱrabah. Ketiga istilah ini tidak ada 
perbedaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini disebabkan oleh 
faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di 
Irak menggunakan istilah muḍᾱrabah, sebaliknya Imam Malik 
dan Syafi‟i menggunakan istilah qiraḍ atau muqaraḍah, 
mengikuti  kebiasaan di Hijaz.
91
 
Secara etimologi muḍᾱrabah mempunyai arti berjalan 
diatas bumi yang bisa dinamakan bepergian, hal ini sesuai 
dengan firman Allah dalam alquran: 
… 
   
    
…92 
Artinya: “…dan orang-orang yang berjalan di muka bumi 
mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang 
yang lain lagi berperang di jalan Allah...” 
                                                 
91
Hisranuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia...., h.14.  
92
 Qs. Al-Muzammil [73] : 20. 
43 
 
 
 
 
Secara terminologi muḍᾱrabah adalah kontrak 
(perjanjian) antara pemilik modal dan pengguna dana 
digunakan untuk aktifitas yang produktif dimana keuntungan 
dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika 
ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi 
dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada 
pengguna dana dalam menjalankan usahanya.
93
 
Menurut Antonio, muḍᾱrabah adalah akad kerjasama 
usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 
seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 
pengelola. Keuntungan usaha secara muḍᾱrabah dibagi 
menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 
sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama 
kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila 
kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si 
pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas 
kerugian tersebut.
94
 
2) Dasar Hukum Muḍᾱrabah 
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Dasar yang dijadikan landasan hukumnya adalah firman 
Allah:
95
 
... 
  
  
  ... 96 
Artinya: “...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi 
mencari sebagian karunia Allah...” 
 
  
 
  
  
   
  
  
 97 
Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 
ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung.” 
 
   
    
98…  
Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki 
hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” 
 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda:
99
 
  د َّذ  ص ْ ْىا ب  ذ  غ  ِ  ْث  ِ   ع  ي ٍ ّٜ  ْىا  خ َّلا  ه   د َّذ  ص ْ  ث ب ْش  ش ْث  ِ   ص  ثب ٍذ 
 ْىا  ج َّض  سا   د َّذ  ص ْ ّ ب ْص  ش ْث  ِ  ْىا  ق  عب  ٌ   ع ِْ   ع ْج  ذ َّشىا ْد  ِ َ  ْث  ِ   د  ٗ ا  د   ع ِْ 
  ص  ىب  خ  ْث  ِ   ص  ٖ ْٞ ٍت   ع ِْ   ا  ث ْٞ  ٔ   ق  ب  ق ه  هب   س  ع ْ٘  ه   الل   ص  و   الل 
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  ع  ي ْٞ  ٔ   ٗ  ع َّي  ٌ   ص  لا  س   ف ْٞ  ٖ َِّ  ْىا  ج  ش  م  خ  ْىا  ج ْٞ  ع   ا  ى  ا ٜ  ج ٍو   ٗ ْا  َ ى  ق  سب  ض  خ 
  ٗ  ا ْخ  لا  ط  ْا  جى  ّش   ث َّشىب  ع ْٞ  ش   ى ْي  ج ْٞ  ذ   لْ  ى  ْي  ج ْٞ  ع 
 
Artinya: Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, 
diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, 
diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari 
Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. 
bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang 
didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara 
tangguh, muqaradhah (muḍᾱrabah), dan mencampur 
gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan 
untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-
Tijarah) 
 
Selanjutnya ijma, diriwayatkan oleh sejumlah sahabat 
menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim 
sebagai muḍᾱrabah dan tidak seorangpun mengingkari mereka. 
Karenannya, hal itu dipandang sebagai ijma.
100
 
Kemudian transaksi muḍᾱrabah diqiyaskan dengan 
transaksi musaqah (mengambil upah untuk menyiram tanaman). 
Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang 
ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang 
memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya 
dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi 
mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, 
syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak 
dapat mengambil manfaatnya.
101
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3) Rukun dan Syarat Muḍᾱrabah 
Dalam syariat Islam, akad muḍᾱrabah akan menjadi 
sah, apabila memenuhi rukun dan syarat muḍᾱrabah. Menurut 
mahzab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat 
tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad 
tersebut menjadi fasῑd (rusak).102 Sedangkan rukun dalam 
muḍᾱrabah berdasarkan Jumhur Ulama ada 3, yaitu: dua orang 
yang melakukan akad modal, dan sigat (ijab dan qabul). Ulama 
Syafi‟iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun antara lain: 
a) Pemilik modal  
b) Pelaksana usaha  
c) Akad dari kedua belah pihak  
d) Objek muḍᾱrabah (pokok atau modal) 
e) Usaha (pekerjaan pengelolaan modal) 
f) Nisbah keuntungan 
Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat 
bahwa yang menjadi rukun akad muḍᾱrabah adalah ijab dan 
qabul saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan Jumhur 
Ulama itu, sebagai syarat akad muḍᾱrabah. 
Adapun syarat-syarat muḍᾱrabah berhubungan dengan 
pelaku muḍᾱrabah, modal dan akad. Bagi pemilik modal dan 
pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk 
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menjadi wakil. Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk 
uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, 
bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada 
pengelola. Oleh karena itu jika modal itu berbentuk barang, 
menurut ulama fiqih tidak dibolehkan, karena sulit untuk 
menentukan keuntungannya.
103
 Namun menurut ulama mazhab 
Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan 
setoran modal harus disepakati pada saat akad muḍᾱrib dan 
ṣaḥibul mᾱl.104 
Adapun syarat-syarat muḍᾱrabah, sesuai dengan rukun 
yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah:
105
 
a) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang 
yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, 
karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola 
modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, 
syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola 
modal dalam melakukan akad muḍᾱrabah. 
b) Yang terkait dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk 
uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada 
pedagang/pengelola modal. Oleh karena itu, jika modal itu 
                                                 
103
 Ibid., h. 117. 
104
 Safrida, Hukum Pelaksanaan Muḍᾱrabah dengan Modal Berbentuk Barang 
Menurut  Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Simandulang Kecamatan Kualah 
Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara,Skripsi, Medan: Fakultas Syariah dan Hukum 
UIN Sumatera Utara, h. 34. 
105
 Ibid. 
48 
 
 
 
berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, 
karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Namun 
menurut ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai 
barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada 
saat akad muḍᾱrib dan ṣaḥibul mᾱl. 
c) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa 
pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-maisng 
diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, 
sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan 
tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu fᾱsid (rusak). 
4) Jenis-jenis Muḍᾱrabah 
Muḍᾱrabah menurut Antonio terbagi menjadi 2 jenis, 
yaitu: Pertama, transaksi muḍᾱrabah muṭlaqah adalah bentuk 
kerja sama antara ṣaḥibul mᾱl dan muḍᾱrib yang cakupannya 
sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, 
waktu, dan daerah bisnis. Kedua, transaksi muḍᾱrabah 
muqayyadah adalah ṣaḥibul mᾱl memberikan batasan atas dana 
yang di investasikannya. muḍᾱrib biasanya hanya bisa 
mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan 
oleh ṣaḥibul mᾱl. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu 
saja, tempat tertentu, dan lain-lain.
106
 Kemudian ada dua jenis 
muḍᾱrabah muqayyadah yaitu: 
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a) Muḍᾱrabah muqayyadah on balance sheet 
Jenis ini merupakan di mana pemilik dana dapat 
menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh 
bank. Nasabah  mensyaratkan dananya hanya boleh 
digunakan untuk nasabah dalam sektor tertentu saja, 
misalnya pertanian, manufaktur, pertambangan dan 
properti. Selain berdasarkan sektor dapat juga 
mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, 
misalkan hanya boleh digunakan berdasarkan akad 
penjualan saja, akad penyewaan saja, atau kerja sama usaha 
saja.
107
 
b) Muḍᾱrabah muqayyadah off balance sheet 
Muḍᾱrabah ini merupakan penyaluran dana 
muḍᾱrabah langusung kepada pelaksana usahanya, di mana 
bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan 
antara pemilik dana dengan pemilik usaha. Sedangkan bagi 
hasilnya hanya melibatkan nasabah dan pelaksana usaha 
saja. Bank hanya memperoleh arrange fee.
108
 
5) Prinsip-prinsip Muḍᾱrabah 
a) Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang 
melakukan akad muḍᾱrabah 
                                                 
107
 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis fiqih  dan keuangan Jakarta : 
Rajawali Pers, 2011, h . 213 
108
 Ibid. 
50 
 
 
 
Dalam akad muḍᾱrabah, laba bersih harus dibagi 
antara pemodal dan pengelola berdasarkan suatu proporsi 
yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan 
secara eksplisit telah disebutkan akad perjanjian 
muḍᾱrabah.  Menurut Umar Chapra, prinsip umum di sini 
adalah bahwa pemodal hanya menanggung risiko modal 
(risiko finansial), sedangkan pengelola hanya menanggung 
risiko waktu dan usahanya (risiko nonfinansial). 
b) Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang 
berakad 
Disamping bagi hasil, dalam muḍᾱrabah dikenal 
yang adanya bagi rugi karena muḍᾱrabah bersifat lost and 
profit sharing. Dengan asas keseimbangan dan keadilan, 
kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pemodal, 
kecuali ada bukti yang menguatkan bahwa kerugian 
tersebut berasal dari kelalaian, kesalahn dan kecurangan 
pengelola. Sementara itu, pengelola menanggung kerugian 
non finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang 
dilakukannya, dalam artian pengelola tidak memperoleh 
apapun dari kerja kerasnya. 
c) Prinsip Kejelasan 
Dalam muḍᾱrabah, masalah jumlah modal yang 
akan diberikan pemodal, presentase keuntungan yang akan 
51 
 
 
 
dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing 
pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan 
dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang 
harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian 
tertulis harus dilaksanakan dalam akad muḍᾱrabah. 
d) Prinsip Kepercayaan dan Amanah 
Masalah kepercayaan terutama dari pihak pemilik 
modal merupakan unsur penentu terjadinya akad 
muḍᾱrabah. Jika tidak ada kepercayaan dari pemodal maka 
transaksi muḍᾱrabah tidak akan terjadi. Untuk itu, pemodal 
dapat mengakhiri perjanjian muḍᾱrabah secara sepihak 
apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada pengelola. 
Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari 
pihak pengelola. 
e) Prinsip Kehati-hatian 
Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan 
mendasar dalam akad muḍᾱrabah Jika sikap hati-hati tidak 
dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu 
dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak 
dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami 
kerugian, di samping akan kehilangan kerugian finansial, 
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kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah 
didedikasikannya, dia juga akan kehilangan kepercayaan.
109
 
b. Musyarakah (Syirkah) 
1) Pengerian Musyarakah (syirkah) 
Syirkah secara etimologi mempunyai arti percampuran, 
yakini bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta 
lainnya, tanpa dibedakan antar keduanya.
110
 Sejalan dengan 
ungkapan Mas‟adi syirkah berarti persekutuan dua hal atau 
lebih, sehingga antara masing-sasing sulit dibedakan.
111
 
Secara terminologis, menurut Kamus Hukum Ekonomi 
Syariah, musyarakah adalah kerja sama anatara dua orang atau 
lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan 
dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan 
berdasarkan nisbah.
112
 Lebih lanjut Antonio mengartikan 
musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 
untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa 
keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 
kesepakatan.
113
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Jadi, dapat dipahami bahwa musyarakah merupakan 
kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana antar pihak 
saling menyertakan modal dan keahlian/keterampilan dengan 
keuntungan dan kerugian dibagi dan ditanggung secara 
bersama. 
2) Dasar Hukum Musyarakah (syirkah) 
Dasar yang dijadikan landasan hukum musyarakah 
adalah firman Allah:
114
 
…   
  …115 
 
Artinya: “…mereka yang bersekutu dalam yang sepertiga…” 
 
…  
  
  
   
  
 
  
   …116 
Artinya: “…dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang 
yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim 
kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan 
Amat sedikitlah mereka ini.” 
 
Selanjutnya Nabi SAW bersabda: 
  ع ِْ   ا  ث  ٕ  ٜ  ش ْٝ  ش  ح   س  ف  ع  ٔ   ق  هب   ا َُّ   الل   ٝ  ق ْ٘  ه   ا  ّ  ص ب  ىب  ش 
 َّشىا  ش ْٝ  ن ْٞ  ِ   ٍ  ىب ٌْ    ٝ  خ ِْ   ا  د  ذ  ٕ  َ  صب  دب  ج  ٔ    ذْج  ش  خ   ّٔب  خ ا ر أ ف
ب  َ  ٖ  ْ ْٞ  ث ِْ  ٍ 
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Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: 
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku 
pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama 
sahah satunya tidak mengkhiati lainnya, dan jika 
salah satu berkhianat maka aku keluar dari 
perserikatan mereka (HR Abu Daud).
117
 
 
Landasan hukum lainnya yaitu ijma, Ibnu Qudamah dalam 
kitabnya al-Mugni, telah berkata “kaum muslimin telah 
berkonsensus terhadap legitimasi  musyarakah secara global 
walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen 
darinya.
118
 
 
3) Rukun dan Syarat Musyarakah (syirkah) 
Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun musyarakah 
daintaranya: Pertama, sigat yaitu ungkapan yang keluar dari 
masing-masing pihak yang bertransaksi yang menunjukan 
kehendak untuk melaksanankannya. Sigat terdari dari ijab dan 
kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukan maksud 
dari syirkah baik berupa perbuatan maupun perbuatan. Kedua, 
„aqidain adalah kedua pihak yang melakukan transaksi. 
„Aqidain disyaratkan layak/cakap dalam melakukan transaksi 
(balig, berakal, pandai dan tidak dicekal membelanjakan harta). 
Ketiga, objek syirkah yaitu modal pokok. Ini bisa berupa harta 
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maupun pekerjaan. Objek akad ini disyaratkan harus diketahui 
dan ada saat transaksi dilakukan.
119
 
Mengenai keuntungan dan kerugian disayaratkan bahwa 
bila keuntungan harus disepakati pembagiannya di awal akad 
dengan menetapkan proporsi yang jelas. Sedangkan masalah 
kerugian, para ahli hukum sepakat bahwa setiap mitra 
menanggung kerugian sesuai porsi investasinya.
120
 
4) Jenis-jenis Musyarakah (syirkah) 
Musyarakah terbagi menjadi empat jenis, diantaranya: 
a) Syirkah al-„Inan 
Syirkah al-„inan adalah kontrak kerja sama antar dua 
orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari 
keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua 
pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaiman 
yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi porsi masing-
masing baik dana maupun kerja ataupun bagi hasil, tidak 
harus sama dan identik sesuai kesepakatan mereka.
121
 
b) Syirkah al-Mufawaḍah 
Syirkah al-mufawaḍah adalah kontrak kerja sama antar 
dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi 
dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua 
pihak berbagi keuntungan dan kerugian secara sama artinya 
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dana, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi secara 
sama.
122
 
c) Syirkah al-A‟mal 
Syirkah al-a‟mal adalah kontrak kerja sama dua orang 
seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan 
berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Mislanya, kerja sama 
dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek.
123
 
d) Syirkah al-Wujuh 
Syirkah al-wujuh adalah kontrak antara dua orang atau 
lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli 
dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari 
suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. 
Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan 
jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. 
Dengan demikian karena kontrak ini memerlukan modal dari 
pembelian secara kredit maka lazim disebut sebagai 
musyarakah piutang.
124
 
Akad musyarakah ini dalam perbankan syariah 
diaplikasinkan dalam dua bentuk pembiayaan yaitu: 
Pertama, pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank 
untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, 
nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil 
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yang telah disepakati untuk bank. Kedua, modal ventura, 
pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan 
investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah 
diterapkan dalam skema ventura. Penanaman modal 
dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank 
melakukan divestasi atau menjual bagi sahamnya, baik secara 
singkat maupun bertahap.
125
  
 
 
 
c. Muzᾱra‘ah dan Mukhabarah 
1) Pengerian Muzᾱra„ah dan Mukhabarah 
Muzᾱra„ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian 
antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan 
memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan 
dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.
126
 
Sejalan dengan ungkapan ulama Hanabilah yang menyatakan 
bahwa muzᾱra„ah ialah menyerahkan tanah kepada orang yang 
akan bercocok tanam atau megelolanya, sedangkan hasilnya 
tersebut dibagi antar keduanya.
127
 
Sedangkan Mukhabarah ulama Syafi‟iyah mengemukan 
difinisinya yaitu mengelola tanah di atas sesuatu yang 
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dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.
128
 Dengan 
demikian dapat dipahami bahwa perbedaan antara muzᾱra„ah 
dan mukhabarah hanya terletak pada pemodalan benihnya saja, 
dimana muzᾱra„ah benih dari pemilik tanah sedangkan 
mukhabarah benih dari penggarap. 
2) Dasar Hukum Muzᾱra„ah dan Mukhabarah 
  ع ِْ  ْثا  ِ   ع  َ  ش   س  ض  ٜ   الل   ع ْْ  ٔ   ا َُّ   س  ع ْ٘  ه   الل   ص  و 
  الل   ع  ي ْٞ  ٔ   ٗ  ع َّي  ٌ   ع  ٍ ب  و   ا ْٕ  و   خ ْٞ  ج  ش   ث  ش ْط ٍش   ٍ  ٝب ْخ  ش  ط   ٍ ْْ  ٖ  ٍ  ب ِْ 
  ص  َ ٍش   ا ْٗ   ص ْس ٍع 
Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasullah SAW 
pernah memberikan tanah khaibar kepada 
penduduknya untukdigarap dengan imbalan 
pembagian hasil buah-buahan dan tanaman (HR. 
Bukhari). 
 
Landasan lainnya ijma, Bukhari mengatakan bahwa 
telah berkata Abu Jafar: tidak ada satu rumah pun di Madinah 
kecuali penghuninya mengelola tanahnya secara muzᾱra„ah 
dengan rasio bagi hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan 
Sayyidina Ali, Sa‟ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas‟ud, Umar bin 
Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga 
Ali.
129
 
3) Rukun dan Syarat Muzᾱra„ah dan Mukhabarah 
Rukum muzᾱra„ah dan mukhabarah ada 4, diantaranya 
pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap dan akad.
130
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Adapun syarat-syarat muzᾱra„ah dan mukhabarah, ada yang 
berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan 
ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, 
dan jangka waktu berlaku akad. 
a) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, 
harus balig dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas 
nama hukum. 
b) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam 
harus jelas dan menghasilkan. 
c) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah: 
1) Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada 
tanaman yang tidak cocok ditanam di daerah tertentu. 
2) Batas-batas lahan itu jalas. 
3) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk 
diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur 
tangan untuk mengelolanya. 
d) Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut: 
1) Pembagian hasil panen harus jelas 
2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang 
berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan 
lebih dahulu sekian persen. 
3) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis 
barang yang sama. 
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4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui 
5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang 
maklum. 
e) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di 
dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti 
membatalkan akad sewaktu-waktu. 
1) Waktu yang telah ditentukan. 
2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman 
yang dimaksud. 
3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pehak hidup 
menurut kabiasaan. 
f) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat muzᾱra„ah , alat-
alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain 
dibebankan kepada pemilik tanah.
131
 
B. KERANGKA TEORITIK 
1. Teori Bagi Hasil 
Perkembangan dan jenis muamalah yang dilakukan manusia dari 
dulu sampai sekarang terus mengalami perkembangan seiring dengan 
kebutuhan dan pengetahuan yang semakin kompleks, yang esensinya 
adalah saling melakukan interaksi sosial dalam rangka memenuhi 
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kebutuhan individu. Nasrun Harun menjelaskan adanya beberapa prinsip 
dasar ajaran muamalah dalam hukum Islam antara lain:
132
 
a. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dengan memperhatikan  dan 
mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang  mengitari 
manusia itu sendiri, juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, 
kejujuran, serta saling tolong menolong. 
b. Hukum dasar muamalah adalah mubah sampai ada ketentuan yang 
melarangnya. Dengan demikian, segala kreasi dan inovasi jenis 
muamalat selama tidak ada dalil yang melarangnya maka 
diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT: 
  
   
  
   
    
    
     
   133   
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
 
Lebih lanjut dalam kaidah fikih di sebutkan bahwa: 
  وْٞ  ى د َّه ذ ٝ ُْ  ا َّلْ ا  خ  دب ث  لْا  خ ي  ٍ ب ع  َ ْىا  ٜف  وْص ْلْاب  ٖ  َ ٝ  شْذ ر ٚ ي ع 
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“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.134 Secara singkat maksud dari 
pada kaidah ini adalah setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya 
boleh, seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan dan 
lain-lain kecuali yang secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan 
kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.
135
 
Salah satu bentuk muamalah adalah bagi hasil. Secara umum 
pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara 
pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.  Secara 
syariah yang berkaitan dengan bagi hasil dengan pembagian hasil usaha 
harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). 
Menurut Ascarya, besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah 
pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan 
adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan, sistem 
bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang 
terekploitasi.
136
 Akad bagi hasil dalam Islam ada beberapa macam 
diantaranya adalah muḍᾱrabah, musyarakah, mukhabarah, dan 
muzᾱra„ah. Dalam Islam, semua akad bagi hasil tersebut, terkait 
pembagian keuntungan dan penanggungan kerugian sudah diatur porsinya 
masing-masing, hal ini tidak lain agar terjaminnya keadilan dan kerelaan 
antar pihak. 
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2. Teori Maṣlaḥah 
Pengaturan pembagian keuntungan dan kerugian di atas boleh 
jadi mengandung kemaslahatan, dalam hukum Islam istilah ini di sebut 
dengan al-maṣlaḥah. Menurut Imam Al-Ghazali pada prinsipnya al-
maṣlaḥah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam 
rangka menjaga dan memelihara maqᾱṣid asy-syari„ah (tujuan-tujuan 
syariat).
137
 Menurut at-Tufi, tujuan hukum Islam adalah memberikan 
perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Cara menuntukan 
kemaslahatan manusia, khususnya dalam bidang kajian muamalat adalah 
manusia memeliki kewenangan tertinggi dari nas atau ijma di dalam 
menentukannya. Jika manusia menentukan kemaslahatan sendiri, dan hal 
itu bertentangan dengan nas atau ijma maka yang harus didahulukan 
adalah kemaslahatan manusia berdasarkan sudut pandang manusia itu 
sendiri.
138
 Pendapat seperti ini berbeda dengan al-Ghazali syang 
menganggap bahwa suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan nas 
maka kemaslahatan demikian dianggap sebagai maṣlaḥah mulgah 
sehingga harus ditolak, dan yang dipakai sebagai pegangan adalah nas 
terlebih dahulu. 
Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum 
lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di 
dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan 
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terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber 
hukum paling kuat.
139
 Lebih lanjut Asy-Syathibi, seorang ulama ushul 
fikih, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan 
antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.
140
 Oleh karena itu 
dalam menkaji masalah akad bagi hasil terlebih terhadap praktiknya harus 
dilihat dengan cermat nas yang mengaturnya pada satu sisi dan 
kemaslahatan manusia pada sisi lain. 
3. Teori ‘Urf 
Dalam sebuah masyarakat bisa jadi terdapat akad yang menjadi 
tradisi. Namun demikian, dalam hukum Islam  tidak semua tradisi dapat 
diterima. Dalam hukum Islam tradisi disebut pula dengan istilah „urf. Kata 
„urf  sendiri  berasal dari kata „arafa  ya„rifu  sering diartikan dengan  al-
ma‟ruf dengan arti sesuatu yang dikenal.141 Kata „urf secara etimologi 
berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.
142
 Dalam 
disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu „urf  dan  adat. Kedua 
kata ini perbedaanya adalah adat didefinisikan sebagai suatu  perbuatan 
yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang  rasional. 
Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan 
seseorang makan, tidur. Kemudian ´urf didefinisikan sebagai kebiasaan 
mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.
143
 Secara 
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Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 153. 
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terminologi yaitu kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau 
perbuatan.
144
 „Urf ialah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan 
dia mempraktekannya, baik perkataan, atau perbuatan, atau 
meninggalkan.
145
 
Sapiudin Shidiq dalam bukunya ushul fiqh mendefinisikan „urf  
ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu 
kelompok masyarakat.
146
 Sedangkan menurut Miftahul Arifin dan Faishal 
Hag dalam bukunya ushul fiqh kaidah-kaidah penetapan hukum islam 
dengan mengutip dari Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi 
bahwasannya “„urf itu ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh 
masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun 
perbuatan. „urf disebut juga adat kebiasaan”.147 
Kemudian Rahman Dahlan mendifinisikan: 
“„Urf adalah seseuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan 
mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang 
populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka 
kenal dengan pengertian  tertentu, bukan dalam pengertian 
etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak 
memahaminya dalam pengertian lain.”148 
 
Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa tidak semua 
„urf  dapat diterima oleh hukum Islam, oleh karena itu dari segi penilaian 
baik dan buruknya „urf  itu terbagi atas: „urf  ṣaḥih dan „urf  fᾱsid.149 „Urf 
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Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2003, h. 236. 
145
Ibid. 
146
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ṣaḥih ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak 
menyalahi dalil syara‟, tidak menghalalkan yang haram dan tidak 
membatalkan yang wajib. Sedangkan „urf fᾱsid ialah apa-apa yang telah 
menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara‟, menghalalkan 
yang haram atau membatalkan yang wajib.
150
 
Kaidah Fiqhiyyah menyebutkan: 
  خ  َ  ن  ذ  ٍ   ح دب عْى ا 
 “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”151 
Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh 
kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara‟ dalam muamalat 
dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. 
Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara‟, 
tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.
152
 
Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi 
atau adat-istiadat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi 
tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
153
 Apabila 
dalam Alquran maupun hadis tidak ditemukan secara tegas mengenai 
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hukum tradisi atau adat-istiadat tertentu, sehingga untuk mengetahui  
tradisi atau adat-istiadat telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Perlu 
menggunakan kaidah fikih yang termaktub salah satu kaidah asasiyyah 
yaitu al-„ᾱdah Muhakkamah. 
4. Teori Maqᾱṣid asy-Syari‘ah 
Semua hal di atas dalam hukum Islam sebenarnya untuk 
terealisasinya kehendak Allah SWT yaitu terciptanya kehidupan yang baik 
di dunia dan akhirat, hal ini sebagaimana konsep maqᾱṣid asy-syari„ah, 
Allah SWT menghendaki dengan hukum-hukumnya manusia hidup 
dengan maslahat. maqᾱṣid asy-syari„ah (tujuan syari‟at) menurut Syatibi 
adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatn diartikan sebagai segala 
sesuatu yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan 
manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas 
emosional dan intelektualnya. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban 
untuk melindungi maqᾱṣid asy-syari„ah yang notabene sangat berkaitan 
dengan prinsip kemaslahatan manusia dan untuk melindungnya maka 
diharuskan mengabil tindakan untuk melenyapkan apapun baik secara 
aktual maupun potensial dapat merusak maslahah. Ia menyatakan bahwa 
tidak satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan karena hukum yang 
tidak memiliki tujuan berarti membebankan sesuatu yang tidak dapat 
dilaksanakan.
154
 Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat 
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(aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan 
menghindari kemudharatan (jalbul mashalih wa dar‟ul mafᾱsid).155 
Syatibi mengungkapkan, yang termasuk maslahat atau maqashid 
dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-dῑn), jiwa (al-nafs), keturunan 
(an-nasl), harta (al-mᾱl) dan aqal (al-„aql).156 Syatibi memandang 
perlindungan kelima hal tersebut merupakan unsur pokok yang memberi 
kemanfaatan bagi dunia maupun akhirat. Begitupun sebaliknya, jika 
kelima unsur pokok tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan 
kerusakan baik kerusakan di muka bumi serta kerugian di akhirat kelak.
157
 
Oleh karena itu dalam mengkaji akad bagi hasil pemeliharaan sapi 
perlulah dikaji melalui maqᾱṣid asy-syari„ah terutama dalam perlindungan 
atau pemeliharaan harta, hal ini tidak lain untuk mencegah perbuatan yang 
menodai harta tersebut dengan cara berbuat zalim kepada orang lain yang 
menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi orang lain. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Waktu dan Tempat Penelitian 
1. Waktu Penelitian 
Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang 
praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai 
Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau adalah selama 6 
bulan dan mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya hingga penyelenggaraan ujian 
skripsi. Namun, waktu tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang 
akan diteliti, jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum dapat 
terkumpul, maka penulis akan menambah waktu penelitian hingga dapat 
mencukupi data yang diperlukan untuk dianalisis. Berikut adalah tabel 
penelitian: 
Tabel 1. 
Jadwal Penelitian 
No Kegiatan Sept Okt Nov Des Jan Feb 
1 
 
 
 
2 
3 
Persiapan: 
Penyusunan Proposal 
Seminar Proposal 
Revisi Proposal 
Penelitian Lapangan 
Hasil dan Analisis 
 
xxxx 
 
x 
  x 
   x 
    xx 
 
 
 
 
xxxx 
 
 
 
 
xx 
   xx 
 
 
 
 
 
xx 
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4 Konsultasi Skripsi    xxx xxxx 
 
2. Tempat Penelitian  
Tempat penelitian dilaksanakan di Desa Sebangau Permai 
Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, dengan 
pertimbangan bahwa tema dan permasalahan dalam penelitian ini benar-
benar terjadi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala 
Kabupaten Pulang Pisau, dan data yang diperlukan memungkinkan untuk 
digali secara mendalam. 
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif empiris yang 
artinya penelitian yang mengkonsepkan sebagai prilaku nyata sebagai 
gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami dalam hubungan 
hidup bermasyarakat.
158
 Hal ini karena peneliti menkaji langsung di 
lapangan mengenai persoalan akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa 
Sebangau Permai yang kemudian dikaitkan secara normatif berupa kajian 
hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, 
yaitu berupa kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan pelaku 
yang diamati.
159
 Bogdan dan Taylor dalam Sabian Ustman mendifinisikan 
metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku 
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yang dapat diamati.
160
 Dalam konteks penelitian, metode deskriptif adalah 
cara kerja penelitian yang dimaksudkan menggambarkan, melukiskan, 
atau memaparkan keadaan suatu objek (realitas atau fenomena) secara apa 
adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu 
dilakukan.
161
 Jadi penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau 
fenomena yang diteliti dan status hukum praktik akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala 
Kabupaten Pulang Pisau. 
C. Objek dan Subjek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah akad bagi hasil pemeliharaan 
sapi, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah pemelihara dan pemilik 
sapi,   Dalam menentukan subjek penelitian  ini, menggunakan metode 
purposive sampling dengan karakteristik  pengelola sapi dan pemilik sapi 
beragama Islam, dan minimal 3 tahun sudah melakukan akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi tersebut. Alasan mengambil karaktersitik tersebut 
karena penelitian ini terkait akad yang ditinjau dari hukum Islam dan 
peneliti rasa cukup minimal 3 tahun sudah mampu menggambarkan bagi 
hasil dari akad tersebut. 
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D. Sumber Data 
Sumber data
162
 dalam perspektif  penelitian adalah asal dari sebuah 
keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun 
sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Sumber Data Primer 
Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, 
yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil 
wawancara.
163
 Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah 
data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil 
olahan orang lain.
164
 Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin 
Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung 
dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan 
dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.
165
 
Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, 
observasi, dan dokumentasi langsung kepada subjek penelitian ini. 
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2. Sumber Data Skunder  
Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan 
melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian 
dan sebagainya.
166
 Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, 
hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.
167
 Adapun data 
sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel dan lain 
sebagainya baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
1. Observasi 
Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
suatu pengamatan disertai pencatatan-pencatatan terhadapan keadaan yang 
diteliti. 
Bungin dalam Ibrahim  mengatakan: 
“observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia 
dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alamat bantu 
utamanya, disamping indra lainnya seperti telinga, hidung, mulut, 
dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang 
untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 
pancaindera mata serta dibantu dengn panca indera lainnya.
168
 
 
Teknik pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk 
menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian, 
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yakni praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai 
Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. 
2. Wawancara 
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 
melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya 
pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak 
yang diwawancara.
169
  Wawancara sendiri dilakukan di Desa Sebangau 
Permai Kecamatan Sebangau Kuala, sedangkan yang diwawancarai adalah 
subjek dari penelitian ini. Teknik wawancara yang digunakan adalah 
wawancara semi terstruktur atau wawancara dengan peneliti menyiapkan 
sederet pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses wawancara. 
Pertanyaan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam 
proses wawancara.
170
 
Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara guna 
mendapatkan informasi dari responden dan agar dengan mudah 
menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam 
penelitian ini. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, 
yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang 
yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk 
tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan 
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kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan 
lain-lain.
171
 Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait 
subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat 
penelitian dan hal lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
F. Teknik Keabsahan Data 
Untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik 
triangulasi data. Utsman menyatakan bahwa trianggulasi merupakan salah 
satu teknik dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data 
hukum yang sudah terkumpul.
172
 Lebih lanjut, triangulasi dapat dimaknai 
sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penenlitian dengan cara 
membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian. Menurut 
patton dalam Ibrahim, teknik triangulasi data dapat dilakukan dengan jalan: 
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 
wawancara. 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 
dengan apa yang dikatakan pribadi. 
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 
berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, 
orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya. 
4. Membandingkan hasil wawancara  dengan isi suatu dokumen 
yang berkaitan.
173
 
 
Teknik trianggulasi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
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1. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen 
yang terkait. 
2. Membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan 
responden. 
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, 
yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan 
(observasi) dan wawancara langsung dengan subjek. 
G. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni secara 
kualitatif. Untuk melakukan analisis data maka ada beberapa tahapan yang 
akan dilakukan peneliti, diantaranya: 
Pertama, setelah melakukan pengumpulan data dari hasil 
wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti terlebih dahulu 
melakukan penyaringan atau pengurangan data yang dianggap lemah dan 
tidak valid atau relevan dengan pembahasan penelitian ini. 
Kedua, data yang terkumpul akan disajikan dengan metode induktif 
yaitu mengamati dan mempelajari data yang telah diperoleh yang konkrit dan 
berdiri sendiri untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum.
174
 Artinya, 
peneliti berusaha memaparkan data praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi 
di Desa sebagau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau 
yang kemudian dianalisa secara normatif hukum Islam sedemikian rupa 
sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. 
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Ketiga, data yang diperoleh dan disusun kemudian akan dianalisis 
melalui metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif, peneliti akan melakukan pelacakan dan analisis terhadap 
data yang diperoleh mengenai praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi yang 
terjadi di Desa sebangau Permai Kecamatan Sebangau kuala kabupaten 
Pulang Pisau. Cara kerja metode ini adalah menggambarkan realitas objek 
yang diteliti secara baik, utuh, jelas dan sesuai dengan fakta yang tampak.
175
 
Setelah melakukan tahapan analisis di atas, penelitian ini juga 
dianalisis melalui hukum Islam baik melalui kajian ushul fikih, kaidah-kaidah 
fikih atau melalui pendapat ulama terkait dengan bagi hasil. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Desa Sebangau Permai 
Wilayah Desa Sebangau Permai merupakan suatu 
wilayah eks UPT Sebangau I. Sejak Tahun 2004 dengan adanya 
pemekaran Kecamatan maka Desa Sebangau Permai tergabung 
dalam wilayah Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang 
Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.
313
 
Pada tahun 1986 adalah  awal penempatan 
Transmigrasi. Tercatat pada datanya sebagai berikut: 
Tabel 2. 
Realisasi Awal Penempatan Transmigrasi 
 
No Tanggal 
Daerah Asal Jlh 
KK 
Jlh 
Jiwa Kabupaten Propinsi 
1 31 Mei 1986 Probolinggo Jatim 25 98 
2 23 Juni 1986 Probolinggo Jatim 19 68 
3 12 Juli 1986 Sragen Jateng 19 93 
4 13 Juli 1986 Sragen Jateng 13 42 
5 20 Juli 1986 Indramayu Jabar 50 167 
6 21  Juli 1986 Cianjur Jabar 69 270 
7 28 Juli 1986 Jepara Jateng 26 94 
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8 05 Agustus 1986 Demak Jateng 17 52 
9 23 Agustus 1986 Cianjur Jabar 63 248 
10 28 Agustus 1986 Blitar Jatim 38 154 
11 
01 September 
1986 
Kebumen Jateng 58 174 
12 
05 September 
1986 
Semarang Jateng 94 345 
13 
08 September 
1986 
Cianjur Jabar 7 31 
14 
15 September 
1986 
Kapuas Kalteng 53 272 
J u m l a h 551 2.108 
 
 Pada Tahun 1988 pemilihan kepala desa persiapan dari 
tahun 1988-1993 dibina oleh KUPT (Kepala Unit Pemukiman 
Transmigrasi) dengan nama Desa UPT 1 Kecamatan Kahayan 
Kuala Kabupaten Kapuas. Pada tahun 1993 KUPT 
menyerahkan pembinaan desa ke Pemerintah Daerah dan 
berganti nama menjadi Desa Sebangau Permai. Berdasarkan 
hasil musyawarah bersama masyarakat di balai desa tahun 1997 
menjadi desa definitive berdasarkan SK Gubernur Kalimantan 
Tengah.
314
 
Kata “Sebangau” diambil dari DAS sebangau yang 
sudah dikenal oleh masyarakat Kalimantan sehingga mudah 
diketahui letak dan kondisi alamnya dan memiliki ciri khas, 
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sedangkan “Permai” berarti indah, sejuk, tenteram, damai, dan 
sejahtera sesuai dengan harapan masyarakat.
315
 
2. Letak Geografis Desa Sebangau Permai 
Secara astronomis Desa Sebangau Permai terletak   di 
garis -2,9
0 
LS dan 113,8
0 
BT. Desa Sebangau Permai memiliki 
ekosistem pasang surut tipe C dari sungai sebangau yang 
bermuara di teluk sebangau, memiliki luas wilayah 4068,63 Ha 
yang berbatasan:
316
 
a. Sebelah timur berbatasan dengan sungai sebangau 
b. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sebangau Jaya 
c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mekar Jaya 
d. Sebelah selatan berbatasan dengan hutan negara (hutan 
sebangau). 
3. Jumlah Penduduk dan Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa 
Sebangau Permai 
Adapun jumlah penduduk yang peneliti gunakan di sini 
adalah jumlah penduduk terakhir di data pada Bulan April 
2018, yaitu:
317
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Tabel 3. 
Jumlah Penduduk Desa Sebangau Permai 
No Keadaan Penduduk Lk Pr Jlh 
1 Penduduk Awal Bulan 656 573 1,229 
2 Jumlah Kelahiran 0 1 1 
3 Jumlah Kematian 1 0 1 
4 Jumlah Penduduk Datang 0 0 0 
5 Jumlah Penduduk Pindah 0 0 0 
6 Penduduk Akhir Bulan 655 574 1,229 
7 Jumlah Kepala Keluarga 328 36 364 
 
Data jenis pekerjaan masyarakat Desa Sebangau 
Permai, sebagai berikut:
318
 
Tabel 4. 
Pekerjaan Masyarakat Desa Sebangau Permai 
                                                 
318
 Ibid. 
PEKERJAAN 
Jumlah 
Lk Pr Jlh 
Belum / Tidak Bekerja 70 59 129 
Petani / Pekebun 112 42 154 
Buruh Harian Lepas 4 0 4 
Pelajar / Mahasiswa 196 160 356 
Mengurus Rumah 
Tangga 
0 262 262 
Pegawai Negeri Sipil 22 14 36 
Swasta 138 14 152 
Wiraswasta 29 3 32 
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B. Praktik Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di 
Desa Sebangau Permai 
Pada penelitian ini, untuk memaparkan data praktik akad 
bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai, peneliti 
memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden 
sebanyak 7 orang yang terdiri dari 5 orang pemelihara sapi yakni 
Rn, En, Ad, LS, dan 2 orang pemilik sapi yakni Ng dan MS. 
1. Latar Belakang Praktik Pelaksanaan Akad Bagi Hasil 
Pemeliharaan Sapi 
Berdasar hasil wawancara dengan Rn menurutnya, ia 
melakukan akad bagi hasil pemeliharaan sapi untuk pekerjaan 
tambahan.
319
 Tambahnya, ia juga ingin mempunyai sapi dari 
dilaksanaakannya akad bagi hasil pemeliharaan tersebut.
320
 
Pendapat yang hampir sama juga diungkapan En yang 
                                                 
319
 Wawancara dengan Rn usia 32 Tahun di Desa Sebangau Permai 
pada tanggal 27 Oktober 2018.  
320
Ibid.  
TNI 2 0 2 
Arsitektur 2 8 10 
Tenaga Honorer / GTT / 
PTT 
7 5 12 
Lainnya / Pekerjaan 
Tidak Tetap 
74 6 80 
Jumlah 656 560 1229 
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menyatakan ia melakukan perjanjian bagi hasil ini untuk 
mendapatkan hasil berupa sapi.
321
 Sd juga menyatakan hal yang 
serupa, lanjutnya dilakukannya pelaksaan bagi hasil ini juga 
untuk mengisi waktu luang baginya.
322
 Sama halnya dengan LS 
yang menyatakan, ia melakukan akad ini karena keinginannya 
memperoleh sapi.
323
 Berbeda dengan pernyataan Ad, ia 
melakukan akad ini disebabkan untuk menambah penghasilan 
dan simpanan atau tabungan.
324
 
Pernyataan Ad di atas hampir serupa dengan ungkapan 
MS selaku pemilik sapi, ia melakukan akad ini untuk 
tabungan.
325
 Tambahnya, apabila ada keperluan mendesak, sapi 
bisa dijual.
326
 Namun berbeda dengan MS bahwa si Ng 
menyatakan alasan ia melakukan akad ini dikarenakan 
kesibuknya, sehingga tidak bisa memelihara sapi sendiri.
327
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jika ditemukan 
dengan hasil observasi, tampaknya pernyataan Rn dan En 
terkait dengan pekerjaan tambahan sangat tepat. Sebenarnya 
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mereka sudah memiliki pekerjaan pokok, ada yang bekerja 
sebagai pedagang, karyawan perusahaan sawit, petani, 
bangunan, dan serabutan.
328
 Lebih-lebih berdasarkan hasil 
dokumentasi dari data jenis pekerjaan masyarakat Desa 
Sebangau Permai yang memiliki daerah pasan surut tipe C dari 
sungai Sebangau dengan letak di garis -2,9
0 
LS dan 113,8
0
, 
yang mendominasi pekerjaan masyarakat adalah di bidang 
pertanian dan swasta
329
 dan tidak ada data menyatakan bagi 
hasil pemeliharaan sapi sebagai pekerjaan pokok, sehingga 
bentuk bagi hasil tersebut hanya sebagai pekerjaan tambahan 
bagi pemilik dan pemelihara sapi. 
Berdasarkan paparan data di atas, setidaknya ada 
beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak melakukan 
akad bagi hasil pemeliharaan sapi, diantaranya: 
Pertama. untuk pekerjaan tambahan. Sebagaiamana 
diungkapkan oleh Rn dan En bahwa yang mendorong mereka 
melakukan akad ini adalah sebagai pekerjaan tambahan, sebab 
para pemilahara dan pemilik sudah memiliki pekerjaan yang 
pokok. 
Kedua, keingin memiliki sapi. Hasil merupakan hal 
yang ingin dimiliki oleh setiap orang yang bekerja. Hasil yang 
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ingin diperoleh dari pada dilakukannya akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi ini tentunya ingin memiliki sapi 
sebagaimana diungkapkan oleh Rn, Sd, LS pada paparan di 
atas. Ingin memiliki sapi inilah yang memotivasi beberapa 
pemelihara sapi melakukan akad bagi hasil sapi, hal ini 
dikarenakan rata-rata para pemelihara sapi orang yang tidak 
mampu membeli sapi sehingga solusi yang didapatkannya 
adalah dengan melakukan akad bagi hasil pemeliharaan sapi 
dengan harapan mendapatkan hasil yang diinginkan. 
Ketiga, Simpanan atau tabungan sebagaimana 
diungkapkan oleh MS. Pemilik sapi menitipkan sapinya kepada 
pemelihara sapi untuk dipelihara dengan baik agar 
mendapatkan hasil yang diinginkan. Sapi yang dititipkan inilah 
yang dianggap para pihak sebagai tabungan yang sampai pada 
waktunya bisa diambil kembali, dengan hasilnya pula yaitu 
berupa anak sapi yang kemungkinan sebagai hasil yang 
diperoleh kedepannya. 
Bagi hasil pemeliharaan sapi pada paparan di atas 
dipandang sebagai pekerjaan tambahan. Sekalipun ia sebagai 
pekerjaan tambahan, ia merupakan salah satu sarana 
pemenuhan kebutuhan hidup para pelakunya. Allah SWT 
memerintahkan manusia untuk melakukan aktifitas atau bekerja 
untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai pekerjaan dapat 
86 
 
 
 
dilakukan oleh manusia dalam menjalankan misinyan sebagai 
khalifah di muka bumi
330
 sekalipun pekerjaan itu hanya sebagai 
pelengkap sebagaimana bagi hasil pemeliharaan sapi. 
Allah SWT juga sangat  menyukai aktifitas seseorang 
dalam memenuhi kenutuhan hidup. Hal ini senada denga 
Firman-Nya: 
  
 
  
  
   
  
  
  331 
Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 
ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung.” 
 
Pada ayat di atas, Allah SWT memerintahkan manusia 
agar mencari karunia-Nya untuk hidup di dunia. Setiap 
pekerjaan yang dilakukan manusia harus mengacu kepada 
aturan-aturan Illahi sebagaimana disyaratkan pada ayat tersebut 
yakni untuk menginggat Allah sebanyak-banyaknya. Oleh 
karena itu, bekerja keras di sisi Allah dipandang  terpuji.
332
 
                                                 
330
 Oneng Nurul Bariyah, Materi Hadits tentang Islam, Hukum, 
Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, Jakarta: Kalam Mulia, 2007, h. 93. 
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Selain itu, ayat ini juga, mendidik manusia agar cinta 
bekerja.
333
 
Islam juga menyukai orang yang rajin bekerja dan tidak 
suka orang yang malas. Terkait dengan hal ini, Nabi SAW 
meberikan isyarat dalam bentuk  pekerjaan yang paling baik 
adalah pekerjaan yang dihasilkan dari kreatifitas sendiri atau 
hasil usaha sendiri. Rasulullah SAW bersabda: 
  الل َّٚي  ص َّٜ  جَّْىا َُّ  ا ٍع فا  س  ِ ْث خ عب ف  س ِْ  ع    ٗ   ٔ ْٞ  ي  ع
ا  و  َ  ع ؟  ت ْٞط ا  تْغ نْىا ُّٛ  ا  و ئ ع  ٌ َّي  ع ٍعْٞ  ث ُّو م  ٗ   ٓ  ذ ٞ ث  و  ج َّشى
 ٍس ْٗ  شْج  ٍ 
Artinya: “Dari Rifa‟at bin rafi‟ (diriwayakan) bahwa Nabi 
SAW, (pernah) ditanya tentang apa pekerjaan yang 
paling baik? Nabi menjawab: (pekerjaan yang paling 
baik adalah) usaha seseorang yang diperoleh dari 
hasil tangannya sendiri dan setiap jual beli yang 
jujur. 
 
Pada hadis ini, pada kalimat ٓ  ذ  ٞث  و  ج َّشىا  و  َ  ع diartikan 
bahwa setiap orang dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan 
mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki tanpa 
ketergantungan dengan orang lain.
334
 Pada hadis ini juga, 
memberikan pelajaran berupa anjuran bahwa seseorang harus 
rajin bekerja dan dilarang bermalas-malasan.
335
 Tampaknya 
bagi hasil pemeliharaan sapi yang dilakukan di Desa Sebangau 
Permai merupakan cerminan bentuk giat bekerja para pihak 
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yang bekerjasama, sebab sekalipun mereka memiliki pekerjaan 
pokok, mereka tetap melaksanakan kerja sama ini, dengan 
memanfaatkan potensi kemampuan yang dimilikinya. 
Pemelihara sapi dengan potensi tenaga dan 
pengetahuannya terkait pemeliharaan sapi, ia manfaatkan 
secara optimal untuk melaksanakan kerja sama bagi hasil 
pemeliharaan sapi dengan tujuan menikamti hasil yang akan 
diperoleh mendatang. Sebagaiman Islam  menganjurkan 
dengan akal dan tenaga sebagai potensi yang diberikan Allah 
untuk manusia harus digunakan seoptimal mungkin untuk 
melaksanakan tugas  kekhalifahan di muka bumi ini. Seseorang 
yang bekerja sungguh-sungguh akan menikmati hasil dari jerih 
payahnya, sementara orang yang lengah akan menyesal di 
kemudian hari.
336
 
Terkait dengan rajin bekerja dan tidak malas-malas ini 
tampaknya dapat di contoh pada etos kerja orang jepang. Orang 
jepang memiliki berbagai semboyan dalam etos kerja. Salah 
satu istilah yang menjadi dasar etos kerja orang jepang adalah 
MAKOTO yang memiliki arti giat, semangat, jujur, dan 
ketulusan.
337
 Istilah inilah yang mendorong orang jepang rajin 
dalam bekerja dengan semangat yang tinggi. Tidak hanya itu 
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saja sikap jujur dalam berusaha juga menjadi sesuatu yang 
harus diterapkannya, serta ketulusan dalam bekerja juga mereka 
terapkan. Sehingga wajar saja bila orang jepang memiliki etos 
kerja yang sangat baik, sehingga perekonomian mereka pun 
menjadi maju. 
Begitupun dengan para pihak yang melakukan kerja 
sama bagi hasil pemeliharaan sapi, ia harus giat, semangat, 
jujur, dan penuh ketulusan. Sebenarnya, demi mencapai hasil 
yang baik, dari ungkapan pekerjaan tambahan yang diutarakan 
pada paparan data di atas, menurut penulis para pihak sudah 
memiliki sikaf giat, semangat, jujur, dan penuh ketulusan. Hal 
ini disebabkan, sekalipun ia sudah memiliki pekerjaan pokok 
tetap saja ia melakukan kerja sama untuk mengisi waktu luang 
mereka. Hal ini menunjukan sikaf  giat, semangat dan tulus 
dalam bekerja. 
2. Cara Melakukan Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi 
Menurut Rn, akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini 
dilakukan secara lisan, tidak secara tertulis, sebagaimana Rn 
Menyatakan “perjanjiannya secara bicara saja, tidak secara 
tertulis”.338 Tambahnya pembicaraan dari akad tersebut berupa 
perintah pemelihara sapi untuk memeliharakan sapinya dengan 
perjanjian bagi hasil anak sapi sama rata yakni anak pertama 
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untuk pemelihara dan anak kedua untuk pemilik, jikalaw sudah 
beranak dua.
339
 Lanjutnya, akad tersebut dilakukan di 
rumahnya, sebab pemilik sapi yang menghampiri ke 
rumahnya.
340
 Pernyataan hampir sama dengan En menyatakan 
bahwa akad yang dilakukan secara lisan. Ungkapan dari akad 
tersebut berupa perintah pemeliharaan sapi kepadanya dengan 
perjanjian bagi anaknya secara rata, Sejalan dengan pendapat 
LS yang juga menyatakan akad dilakukan secara lisan dengan 
ungkapan perintah pemeliharaan sapi dengan kesepakatan bagi 
hasil anaknya yakni sama-sama satu bila sudah beranak dua. 
Akadnya pun dilakukan di rumahnya. Begitupun dengan 
pernyataan Ad bahwa akad dilakukan secara lisan, dan 
ungkapannya pun sama dengan yang diutarakan ketiga sumber 
sebelumnya, begitupun untuk tempat dilaksanakan akad yakni 
di rumahnya.
341
 Pernyataan serupa juga diutarakan oleh Sd, 
hanya saja menurutnya akad tersebut dapat dilakukan di 
rumahnya ataupun di rumah pemilik.
 342
 
Pernyataan-pernyataan di atas didukung oleh pemilik 
sapi sebagaimana pendapat Ng bahwa akad dilakukan secara 
lisan. Tambahnya, pembicaraan dalam akad itu berupa 
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permintaanya kepada pemelihara untuk memeliharakan sapinya 
dengan perjanjian bagi hasil anaknya kelak, jika sudah beranak 
dua. Sebagaimana pernyataannya bahwa “pembicaraan dalam 
perjanjiannya, meminta menggaduhkan sapi, nanti dibagi dua, 
dibagi rata”.343 Tempat pelaksanaanya pun di rumah pemelihara 
ujarnya.
344
 Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh MS bahwa 
akad dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan, sedangkan 
untuk ungkapan dari akad tersebut sama halnya dengan 
pendapat Ng, hanya saja untuk tempat pelaksanaan akad 
umumnya dilakukan di rumah pemelihara, tetapi bisa juga di 
rumah pemilik sapi
345
 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat 
peneliti simpulkan bahwa: 
a. Akad dilakukan secara lisan 
b. Isi akad berupa bagi hasil pemeliharaan sapi yakni anak 
sapi pertama untuk pemelihara, dan anak sapi kedua untuk 
pemilik. 
c. Tempat pelaksanaan akad umumnya dilakukan di rumah 
pemelihara, tetapi bisa juga di rumah pemilik. 
Jika dilihat dari paparan data di atas bahwa akad yang 
dilakukan termasuk dalam akad atau perjanjian lisan 
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sebagaimana diungkapakan oleh semua pendapat di atas. 
Menurut Salim perjanjian lisan adalah perjanjian atau kontrak 
yang dilakukan oleh para pihak cukup dengan lisan atau 
kesepakatan antar pihak.
346
 Perjanjian lisan juga hanya 
berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak 
yang melakukan perjanjian tambahnya.
347
 Selain akad yang 
dilakukan para pihak secara lisan, pada paparan data di atas ciri 
khas dari perjanjian yang dilakukan adalah adanya kepercayaan 
sebagaimana diungkapkan oleh Sd dan MS yang menyatakan 
“atas dasar kepercayaan” maka jelaslah akad yang dilakukan 
tersebut termasuk pada perjanjian secara lisan. 
Terkait dengan dasar kepercayaan tersebut, dalam Islam 
ada perjanjian amanah. Menurut Anwar perjanjian amanah 
merupakan perjanjian dimana salah satu pihak bergantung 
kepada informasi yang jujur dari pihak lainnya.
348
 Akad yang 
dilakukan para pihak dalam akad bagi hasil pemeliharaan sapi 
bisa dikatagorikan sebagai perjanjian amanah pula, sebab pihak 
pemiliki sapi memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap 
pengelolaan sapi dengan baik dan jujur, baik terkait dengan 
pemeliharaan maupun hasil yang akan didapatkan. 
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Meskipun akad bagi hasil ini dilakukan secara lisan, 
tetapi ia akan terus mengikat para pihak, sebagaimana 
dinyatakan bahwa akad mengandung asas janji itu mengikat 
artinya janji itu mengikat keduabelah pihak dan wajib 
dipenuhi.
349
 Dengan demikian, para pihak akan berkewajiban 
memenuhi apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya dari pada 
apa yang disepakati saat terjadinya akad.  
Kemudian dalam melakukan akad tentu ada isi atau 
ungkapan yang diinginkan oleh para pihak, begitupun dengan 
akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini ada isi atau ungkapan 
yang diucapkan para pihak. Terkait dengan isi akad, 
berdasarkan pernyatan-pernyataan di atas, dapat dikatogori 
sebagai akad, sebagaimana menurut Anwar “akad amerupakan 
keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat 
timbulnya akibat hukum”.350 Tambahnya, Ijab adalah 
penawaran yang diajukan salah satu pihak, dan qabul adalah 
jawaban persetujuan yang diberikan oleh pihak lainnya sebagai 
jawaban dari tawaran pihak pertama.
351
 Sejalan dengan 
ungkapan Djuwaini yang menyatakan “akad adalah keinginan 
kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara‟ dan akan 
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menimbulkan implikasi hukum tertentu.
352
 Pernyataan yang 
sama juga dinyatakan Syafi‟i bahwa “akad adalah keterkaitan 
antara keinginan keduabelah pihak yang dibenarkan oleh syara‟ 
dan akan menimbulkan implikasi hukum.”353 
Faktanya praktik bagi hasil pelaksanaan sapi tersebut 
tidak akan terjadi apabila tidak ada keinginan keduabelah pihak 
untuk melakukan kerja sama. Kehendak keduabelah pihak 
dapat dilihat pada paparan di atas yang menyatakan bahwa 
pemilik menginginkan sapinya dirawat oleh pemelihara dengan 
perjanjian bagi hasil, sedangkan pemelihara menyetujui akan 
bekerjasama bagi hasil tersebut, yang akhirnya muncullah 
implikasi hukum pemelihara akan bertanggung jawab atas 
pemeliharaan sapi sedangkan pemilik akan memberikan bagian 
pemelihara apabila sapi sudah beranak dua ekor. 
Walaupun sepanjang sejarah Islam tidak ada secara 
khusus membahas masalah akad pemeliharaan sapi, tetapi 
Islam mengajarkan bahwa salah satu asas berakad adalah asas 
kebebasan berakad, sebagaimana Anwar menyatakan: 
“Kebebasan berakad merupakan prinsip hukum yang 
menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad 
jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang 
telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan 
memasukan klausul apa saja yang dibuatnya itu sesuai 
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dengan kepentingan sejauh tidak berakibat makan harta 
sesama jalan batil.”354 
 
Pernyataan ini menunjukan bahwa setiap orang bebas 
membuat jenis akad apa saja dengan ketentuan-ketentuan apa 
saja selama dilakukan sesuai syariat Islam, artinya akad bagi 
hasil pemeliharan sapi juga merupakan kebebasan para pihak 
untuk melaksanakannya selama akad itu tidak menyimpang 
dari pada syariat Islam. 
Kemudian terkait ungkapan atau isi dari pada akad di 
atas tidak lain adalah agar adanya tujuan yang jelas dari pada 
dilakukannya suatu akad. Kaidah umum dalam ajaran Islam 
bahwa setiap orang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat 
akal dan tidak dipaksa pasti memiliki tujuan yang mendorong 
melakukan perbuatan tersebut. Menurut Basyir tujuan akad 
menduduki peranan penting untuk menentukan akad dipandang 
sah atau tidak, halal atau haram.
355
 Pernyataan tersubut 
berkaitan dengan hubungan niat dan perkataan dalam akad.
356
 
Sehingga, tanpa ada tujuan yang jelas, secara otomatis tidak 
ada yang dapat dilakukan dari terbentuknya akad tersebut.
357
 
Sebagaimana akad ba‟i bertujuan pemindahan 
kepemilikan dari penjual ke pembeli dengan imbalan, akad 
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ijarah bertujuan pemindahan pemilikan manfaat suatu barang  
dengan imbalan, dan lain sebagaianya.
358
 Begitupun perkataan 
pada ungkapan dari akad bagi hasil pemeliharaan sapi pada 
paparan data di atas memiliki tujuan yang jelas yaitu perjanjian 
bagi hasil pemeliharaan sapi dimana pemelihara melakukan 
pemeliharaan sapi, bila sapi sudah mempunyai anak dua, maka 
anak pertama untuk pemelihara dan anak kedua untuk si 
pemilik sebagaimana diungkapakan oleh semua responden di 
atas. 
Dari ungkapan sebagai tujuan ini, dapat diketahui 
bahwa akad bagi hasil pemeliharan sapi ini tergolong dalam 
akad bagi hasil. Diantara akad bagi hasil dalam Islam adalah 
muḍᾱrabah, musyarakah, muzᾱra„ah, dan mukhabarah. 
Muḍᾱrabah sendiri merupakan kerja sama antara dua pihak 
dimana pehak pertama menyediakan modal, dan pihak lainya 
sebagai pengelola.
359
 Lebih lanjut Mardani menyatakan 
muḍᾱrabah adalah kontrak atau perjanjian pemilik modal dan 
pengelola digunakan dengan aktifitas yang produktif dimana 
keuntungan dibagi dua antara pengelola dan pemodal.
360
 
Sedangkan akad musyarakah yang merupakan kerja sama 
antara  dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, 
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keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan 
pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
361
 
Kemudian muzᾱra„ah adalah kerja sama pengelolaan 
pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik 
lahan memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami 
dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil 
panen.
362
 Sedangkan mukhabarah ulama Syafi‟iyah 
mengemukan difinisinya yaitu mengelola tanah di atas sesuatu 
yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.
363
 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan antara 
muzᾱra„ah dan mukhabarah hanya terletak pada pemodalan 
benihnya saja, dimana muzᾱra„ah benih dari pemilik tanah 
sedangkan mukhabarah benih dari penggarap. 
Agaknya, akad bagi hasil pemeliharaan sapi hampir 
mirip dengan akad muḍᾱrabah, sebab berdasarkan paparan data 
di atas secara tidak langsung modal berupa sapi sepenuhnya 
berasal dari pemilik sedangkan pemelihara hanya mengelola 
saja. Berbeda halnya dengan musyarakah yang menyatakan 
bahwa modal dan keterampilan itu berasal kedua belah pihak, 
sehingga akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini berbeda 
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dengannya sebab modal sepenuhnya dari pemilik sedangkan 
keterampilan sepenuhnya dari pemelihara. 
Terkait muzᾱra„ah dan mukhabarah, tampaknya modal 
sapi  dapat dikatakan sebagi benih. Hal ini dikarenakan sapi 
betina tersebut menjadi pokok perkembangbiakan sapi-sapi 
lainnya (anak sapi). Meskipun demikian bila dikaitkan dengan 
muzᾱra„ah  yang benihnya dari pemilik tanah364 agaknya pun 
tidak sesuai, sebab lahan atau tempat pengelolaan milik 
pemelihara hanya modalnya (sapi) saja dari pemilik, berbeda 
dengan muzᾱra„ah yang lahan dan modalnya (benih) dari 
pemilik, sehingga keduanya tidak sama. Lebih-lebih pada 
mukhabarah yang menyatakan bahwa pemodal hanya 
menyediakan lahannya saja sedangkan benih berasal dari pada 
pengelola.
365
 Tampaknya ini sangat berbeda, sebab dalam akad 
bagi hasil pemeliharaan sapi, benih (sapi) berasal dari pada 
pemilik.  
Akhirnya, berdasarkan beberapa penjelasan di atas akad 
bagi hasil pemeliharaan sapi ini sesuai dengan akad pada 
umumnya. Namun secara akad bagi hasil dalam hukum islam, 
akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini lebih mirip dengan akad 
muḍᾱrabah, sebab modal seluruhnya berasal dari pemilik sapi, 
sedangkan pemelihara yang mengelolanya. 
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3. Objek Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi 
Menurut Rn, yang dijadikan objek akad dalam akad 
bagi hasil ini adalah sapi betina dengan umur 1 tahun lebih.
366
 
Begitupun dengan pendapat En bahwa yang  dijadikan objek 
dalam akad adalah sapi betina.
367
 Selaras dengan pendapat LS 
bahwa objek akad bagi hasil ini berupa sapi betina. Sedangkan 
umurnya 2 tahun tambahnya.
368
 Begitupun dengan Ad yang 
berpendapat bahwa  objek akad ini umumnya betina dengan 
umur 2 tahun, sebab mudah dikembangkan.
369
 Hampir sama 
dengan Pendapat Sd bahwa yang dijadikan objek berupa sapi 
betina.
370
 Hanya saja untuk umur sapi tersebut, menurutnya 
tergantung perjanjian ada yang berumur 8 bulan, ada juga umur 
di atasnya. Sebagaimana Ungkap Sd bahwa “Umur sapi itu 
tergantung perjanjian, seandainya baru 8 bulan, buat perjanjian 
sapi berumur 8 bulan maka anak kesatu dan kedua untuk 
menggaduh dan yang ketiga untuk yang punya”.371 
Hal yang sama diungkapkan MS bahwa objek yang 
dijakadikan akad adalah sapi betina, sedangkan umur sapinya 
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tidak ada ketentuan, tergantung kesepakatan, ada yang umur 2 
tahun ataupun umur dibawahnya.
372
 Selanjutnya Ng 
berpendapat bahwa objek dalam akad ini berupa sapi betina 
dengan umur sekitar 1 tahun lebih.
373
 
Tampaknya, jika ditemukan dengan hasil observasi, 
pendapat-pendapat di atas memang benar, sebab sapi yang 
dijadikan objek akad adalah sapi betina. Hal ini dapat peneliti 
lihat langsung bahwa sapi yang dipelihara oleh pemelihara sapi 
adalah sapi betina yang terus dikembangbiakan oleh mereka.
374
 
Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 
objek akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini berupa sapi betina 
dengan usia yang berbeda ada 8 bulan, 1 tahun lebih dan 2 
tahun. Perlu di garis bawahi bahwa perbedaan usia objek akad 
tersebut, berkaitan dengan pembagian hasil dari pada akad 
tersebut. Sebagaimana ungkapan Sd bahwa sapi yang berumur 
8 bulan bagi hasilnya yakni 2 anak sapi untuk pemelihara dan 1 
anak sapi untuk pemilik.
375
 Sedangkan, untuk usia 1 tahun lebih 
dan 2 tahun tetap bagi 1 anak untuk pemelihara dan 1 anak lagi 
untuk pemilik. 
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Menurut Anwar tidak semua benda dapat dijadikan 
objek akad. Dalam hukum perjanjian Islam objek akad 
dimaksudkan sebagai suatu hal yang olehnya akad dibuat dan 
menimbulkan akibat-akibat hukum.
376
 Sehingga berdasarkan 
data di atas dapat diketahui bahwa sapi yang dijadikan objek 
akad adalah sapi yang berjenis kelamin betina sedangkan 
usianya pun bervariasi ada yang 8 bulan, 1 tahun lebih bahkan 
2 tahun.  
Terkait dengan objek akad, ada beberapa syarat yang 
harus terpenuhi pada objek akad yaitu:
 377
 
a. Objek akad harus ada saat berlangsungnya akad 
Tidak sah mengakadkan benda yang tidak ada, 
seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, menjual anak 
hewan dalam perut induknya dan sebagainya.
378
Artinya, 
saat berlangsungnya akad maka objek akad harus ada 
ditempat akad dan dapat dirasakan panca Indra manusia. 
Pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi, sapi betina 
yang dijadikan objek akad sudah ada saat berlangsungnya 
akad, selain itu juga usia tersebut sudah diberitahukan oleh 
pemiliknya kepada pemelihara. 
b. Objek akad harus mᾱl mutaqawwin 
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Objek akad harus mᾱl mutaqawwin artinya objek 
tersebut harus baik jenisnya, cara memperolehnya, dan 
penggunaanya. Secara sederhana sapi betina yang dijadikan 
objek akad bagi hasil sudah tentu baik jenisnya artinya sapi 
tersebut tidak dalam keadaan sakit saat berlangsungnya 
akad. Sapi tersebut juga merupakan benar-benar milik si 
pemilik bukan milik orang lain atau bahkan hasil curian 
sehingga objek tersebut baik cara memperolehnya, dan sapi 
tersebut digunakan sebagai objek akad sebab ia menjadi 
modal dalam pengelolaan usaha bagi hasil pemeliharaan 
sapi, hal ini merupakan perbuatan baik untuk membantu 
orang lain. 
c. Dapat diserah-terimakan 
Pada prinsipnya para Fuqaha menyatakan bahwa 
objek akad harus mampu diserah terimakan secepat 
mungkin setelah akad berlangsung. Begitupun pada 
praktiknya akad bagi hasil pemeliharaan sapi bahwa sapi 
akan diserahkan secara langsung oleh pemilik kepada 
pemelihara untuk dirawat dengan baik. 
d. Harus jelas dan dikenali 
Objek akad harus jelas dan dikenali berarti objek 
tersebut harus benar-benar diketahui oleh pihak yang 
berakad, baik itu jenisnya, bentuknya, warnanya, dan 
103 
 
 
 
sebagainya. Begitupun objek pada akad bagi hasil ini 
diketahui dan dikenali dengan jelas bahwa sapi itu berjenis 
kelamin betina dan umurnya pun sudah jelas ada yang usia 
8 bulan, 1 tahun lebih dan 2 tahun sehingga memang dapat 
dikenali oleh para pihak yang berakad. Sebenarnya 
perbedaan usia sapi tersebut keterkaitan dengan 
kesepakatan bagi hasil pemeliharaan sapi, sebab bila sapi 
itu berusia 8 bulan maka bagi hasilnya 2 anak sapi untuk 
pemelihara dan 1 anak sapi untuk pemilik sebagaimana 
diungkapkan Sd, sedangkan untuk usia 1 tahun lebih dan 2 
tahun, bagi hasilnya 1 ekor dan 1 ekor. 
e. Objek akad harus suci 
Objek akad haruslah suci dan bukanlah benda yang 
najis untuk diakadkan. Pada praktiknya sapi yang dijadikan 
obyek akad bagi hasil ini tentunya merupakan benda yang 
suci, dan bukan merupakan benda yang najis 
Pada konsepsi bagi hasil dalam Islam yang dikatakan 
objek akad adalah berupa modal. Modal tersebut memiliki 
syarat tersendiri, misal saja dalam muḍᾱrabah bahwa modal 
disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan 
sepenuhnya kepada pengelola modal. Sehingga, jika modal 
tersebut berbentuk barang maka tidak dibolehkan.
379
 Artinya 
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bila dikaitkan dengan bagi hasil pemeliharaan sapi yang 
objeknya bukan uang berarti akad tersebut tidak sah, namun 
menurut ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai 
barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat 
akad muḍᾱrib dan ṣaḥibul mᾱl.380 Dengan demikian objek akad 
pada bagi hasil pemeliharaan sapi boleh walaupun pendapat 
sebagian kecil ulama. Terkait dengan modal ini juga, pada akad 
muḍᾱrabah, modal sepenuhnya dari pihak pemodal. 
Lain halnya dengan musyarakah bahwa modal itu 
disyaratkan harus diketahui dan ada pada saat transaksi 
dilakukan.
381
 Begitupun dengan objek muzᾱra„ah dan 
mukhabarah bahwa objeknya harus jelas dan menghasilkan.
382
 
Persyaratan ini sudah terpenuhi sebagaimana sudah dijelaskan 
di atas. 
Akhirnya, berdasarkan penjelasan persayaratan objek 
akad secara umum ini sudah tampak jelas bahwa objek akad 
bagi hasil pemeliharaan sapi sesuai dengan objek akad dalam 
perjanjian hukum Islam. Begitupun dengan persyaratan objek 
akad ini sesuai dengan konsepsi objek bagi hasil dalam hukum 
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Islam baik objek akad muḍᾱrabah, musyarakah, Muzᾱra„ah, 
dan mukhabarah. 
4. Tanggung Jawab setelah Akad Bagi Hasil Pemeliharaan 
Sapi 
Menurut Rn, tanggung jawab setelah akad yang ia 
lakukan terkait dengan pemeliharaan yang baik terhadap sapi. 
Setiap harinya ia mencari rumput pakan sapi sebanyak 2 kali 
sehairi.
383
 Tambahnya, Untuk pemberian minum sapi dicampur 
dengan garam dan bila sore hari ia harus menyalakan api 
pengusir nyamuk.
384
 Ia juga bertanggung jawab atas 
perkawinan sapi bila sudah waktu perkawinan sapi 
ungkapnya.
385
 Pendapat yang hampir serupa bahwa En 
menyatakan tanggung jawab yang ia lakukan adalah 
membersihkan kandang sapi setiap harinya, pencarian rumput 
dan pemberian makan dilakukannya sebanyak 3 kali sehari.
386
 
Sama halnya dengan Rn bahwa setiap sore akan dinyalakan api 
pengusir nyamuk, hanya saja En menyelipkan bekas padi agar 
asap lebih banyak. Untuk perkawinan sama halnya dengan Rn, 
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ia bertanggungjawab mengawinkan dengan sapi jantan orang 
lain.
387
 
Menurut Ad, tanggung jawab yang ia lakukan pertama-
tama ia akan membuat kandang sapi dengan biaya sama-sama 
setengah dengan pemilik sapi.
 388
 Lanjutnya, untuk pencarian 
rumput ia memiliki peraturan sendiri yakni setiap pagi dan sore, 
dimana rumpu yang dicari berasal dari rumput liar dan rumput 
tanamannya sendiri, selanjutnya ia juga memberikan minuman 
khusus kepada sapi dan pemberian vitamin setiap 6 bulan 
sekali. Setiap malam ia juga menghidupkan parapen
389
 untuk 
pengusir nyamuk. Apabila masa pengkawainan ia akan 
membawa sapinya ke sapi jantan punya orang. Terakhir, di 
masa sapi melahirkan, untuk anak pertama ia harus menemani 
sapi agar anaknya tidak terjejak induknya.
390
 LS juga 
mengungkapkan hal yang serupa bahwa  tanggung jawabnya 
berawal dari membuat kandang terlebih dahulu, untuk 
makannya ia mencari rumput liar secara teratur, dengan 
pemberian pola makan 3 kali sehari. Lanjutnya, untuk 
pemberian minumnya sehari sekali dengan campuran garam. 
                                                 
387
Ibid. 
388
Wawancara dengan Ad usia 31 tahun di Desa Sebangau Permai  
pada tanggal 10 November 2018. 
389
Parapen adalah tempat membakar dupa atau kemenyan, 
mengusir nyamuk, Lihat 
kamusbanjarkuala.blogsport.com/2008/10p.html/m=1, diases Pada 03 
Januari 2019 Pukul 19:14 WIB.  
390
Wawancara dengan Ad usia 31 tahun di Desa Sebangau Permai  
pada tanggal 10 November 2018. 
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Kemudian supaya sehat setiap malam ia menyalakan api. Untuk 
perkawinan ia membawa sapi ke tempat orang lain yang 
mempunyai sapi jantan.
391
 
Sd juga menyatakan bahwa tanggung jawabnya yaitu 
membuat kandang, hanya saja menurutnya seandainya sapinya 
lebih dari satu ia akan meminta bantuan bahan material kepada 
si pemlik sapi, tetapi ia yang mengerjakan pembuatan kandang. 
Lanjutnya,  untuk mencari makannya biasanya sehari di lahan 
sendiri dan sehari lagi rumput liar agar sapinya tidak bosan, 
dengan pola makan 3 kali sehari. Kemudian untuk minumnya 
diberi minuman khusus yakni air garam dan jamu (telur atau 
tamulawak). Ia juga mengatakan perkawinan merupakan 
tanggung jawabnya. Sama halnya dengan Ad, ia juga akan 
menemani sapi pada masa lahiran, sebab ditakutkan akan 
memakan tembuni anaknya, yang akhirnya akan menjadi 
penyakit.
392
 
Pemilik sendiri tanggung jawabnya, menurut MS adalah 
memberikan biaya pembuatan kandang sebesar 70 % untuk 
pembelian bahannya. Tambahnya, setiap 3 bulan atau 6 bulan 
sekali ia akan memberikan uang kepada pemelihara untuk 
                                                 
391
Wawancara dengan LS usia 29 tahun di Desa Sebangau Permai  
pada tanggal 18 November 2018.  
392
Wawancara dengan Sd usia 47 tahun di Desa Sebangau Permai  
pada tanggal 18 November 2018. 
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suntik vitamin sapi dan setiap satu atau dua bulan sekali ia akan 
memantau kesehatan sapi.
393
 
Bedasarkan hasil observasi penulis bahwa tanggung 
jawab dari pada pihak pemelihara lebih banyak terkait dengan 
pemeliharaan sapi, seperti memberi makan sapi secara teratur, 
mencari pakan sapi berupa rumput tiap harinya yang dilakukan 
setiap pagi dan sore, tak kalah pentingnya setiap senja mereka 
selalu menyalakan api pengusir nyamuk.
394
 
Sudah menjadi hal yang wajar apabila setiap akad yang 
dilakukan melahirkan suatu tanggung jawab sebagai implikasi 
hukum bagi para pihaknya, sebagaimana dinyatakan Syafi‟i 
bahwa “akad adalah keterkaitan antara keinginan keduabelah 
pihak yang dibenarkan oleh syara‟ dan akan menimbulkan 
implikasi hukum.”395 Implikasi hukum inilah yang menjadi 
kewajiban dan tangging jawab para pihak selama dan setelah 
terlaksananya akad, begitupun terhadap para pihak yang 
melakukan akad bagi hasil pemeliharaan sapi. 
Sebagaimana diketahui pada akad yang dijalankan para 
pihak, pada akad ini ada amanah berupa objek akad yang harus 
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. 
Asas amanah ini berarti bahwa masing-masing pihak harus 
                                                 
393
Wawancara dengan MS usia 47 tahun di Desa Sebangau Permai  
pada tanggal 19 November 2018. 
394
Observasi di Desa Sebangau Permai pada tanggal 12 Desember 
2018.  
395Racmad Syafi‟I, Fiqih Muamalah…, h. 45.  
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beri‟tikad baik dengan pihak lainnya dan tidak boleh 
mengeksploitasi ketidakadilan diantara mereka.
396
 Dalam 
konsepsi muḍᾱrabah prinsip amanah ini merupakan masalah 
kepercayaan dari pihak pemodal adalah unsur penentu 
terjadinya akad, sebab jika tidak ada unsur kepercayaan maka 
tidak akan terjadi akad muḍᾱrabah. Sehingga kepercayaan ini 
harus diimbangi  dengan sikap amanah dari pihak pengelola.
397
 
Prinsip kehati-hatian juga harus dimiliki oleh pengelola, sebab 
bila ia tidak memiliki sikap hati-hati, maka usahanya bisa 
mengalami kerugian, di samping akan mengalami kerugian 
finansial, kerugian waktu, tenaga, daya upaya, ia juga akan 
kehilangan kepercayaan.
398
 Oleh karena itu sikap amanah dan 
kehati-hatian ini harus dimiliki oleh para pihak pada praktik 
akad bagi hasil pemeliharaan sapi. 
Sebenarnya sikap amanah dan kehati-hatian ini sudah 
dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi sebab mereka bertanggungjawab atas 
kewajibannya. Sebagaimana paparan data di atas maka ada 
beberapa tanggung jawab para pihak selama masa 
pemeliharaan sapi, diantaranya: 
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 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang 
Teori Akad dalam Fikih Muamalah…, h. 91. 
397
Neneg Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik…, h. 
89.  
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Pertama, membuat kandang sapi. Pembuatan kandang 
sapi ini memang dilakukan oleh si pemelihara sebagaimana 
ungkapan Sd, , LS dan Ad, namun untuk bahan-bahan 
pembuatan kandang berasal dari keduabelah pihak, baik itu 
setengah biaya dari pemilik dan setengah biaya lagi dari 
pemelihara, tetapi ada juga 70 % dari pemilik dan 30 % dari 
pemelihara sebagaimana ungkapan MS. Bentuk pembiayaan 
seperti ini disebabkan karena akad yang dilakukan para pihak 
adalah akad kerja sama bagi hasil yang sifatnya seperti tolong 
menolong, hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa kerja sama 
dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong 
menolong terhadap sesama yang diperintahkan oleh agama 
Islam selama tidak dalam dosa dan permusuhan.
399
 Sehingga 
dalam pembiayaan pembuatan kandang sebagai bagian dari 
pendukung terlaksannya akad bagi hasil pemeliharaan sapi 
merupakan hal yang wajar dilakukan, sebab bagian dari pada 
usaha untuk mendapatkan hasil dari pada pelaksanaan akad 
tersebut. 
Kedua, membersihkan kandang sebagaimana 
diungkapakan oleh En, Sd, dan Ad. Kebersihan kandang sangat 
perlu diperhatikan dan harus menjaganya semaksimal mungkin 
agar tercipta suasana yang nyaman, bersih, sehat, aman dan 
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Amir Syarifuddi, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana 
Prenada Group, 2010, h. 239.  
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terjaga, sebab hal ini dapat menunjang pruduktifitas dan 
kualitas tidak hanya untuk kandang semata, tetapi ternak dan 
lingkungan disekitarnya.
400
 Pembersihan kandang ini tidak lain 
bertujuan agar sapi sehat dan terhindar dari berbagai penyakit 
sehingga sapi dapat berkembang dengan baik sebagaimana 
yang diharapkan oleh pemilik dan pemelihara sapi tersebut. 
Ketiga,  memberi makan secara teratur dan memberi 
minum yang sehat. Pemelihara dalam memberi makan sapi 
secara teratur yaitu 3 kali sehari sebagaiman diungkapakan oleh 
Sd, Ad, Rn, En dan LS, hal ini merupakan kebiasaan dari 
pemelihara yang dilakukan terhadap pemberian makan sapi. 
Sedangkan terkait dengan pemberikan minuman yang sehat 
biasanya pemelihara sapi mencampurkan air minum sapi 
dengan garam. Sebagaimana garam sangat diperlukan oleh 
hewan. Pemelihara harus menyediakan garam di kandang setiap 
saat sehingga hewan dapat menjilatnya, sebab mineral seperti 
garam tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh ternak, akan 
tetapi di dapat dari pakan seperti hijauan yang dimakan ternak. 
Jika pakan yang makan ternak sedikit mengandung mineral 
atau bahkan tidak mengandung mineral, sehingga ternak 
mengalami kekurangan mineral, maka pertumbuhan ternak 
                                                 
400Pusat Kesehatan Hewan, “Info Kesehatan Hewan: Kenersihan 
Kandang dan Ternak, dan Management Kandang Ternak”, pus-
keswan.blogsport.com/2012/04/kebersihan-kandang-dan-ternak-
dan.html/m=1, diakses Pada 04 Januari 2019 Pukul 08:11 WIB.  
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akan terhambat yang berefek kepada terganggunya proses 
reproduksi dan produksi ternak tersebut.
401
 
Keempat, menjaga kesehatan sapi sabagaimana 
diungkapkan oleh En, Rn, Sd, LS dan Ad. Menjaga kesehatan 
sapi yang dilakukan para pihak dalam pemeliharaan sapi ini 
terdiri dari menyalakan api setiap malam tidak lain untuk 
mengusir nyamuk sehingga sapi tidak terkena penyakit, 
memberi pakan tambahan seperti jamu dan tamulawak, 
meberikan vitamin untuk sapinya sendiri. Terkait mengenai 
vitamin ini, biasanya vitamin yang dibutuhkan untuk daya 
tahan tubuh sapi dan pertumbuhannya adalah vitamin A, B, D, 
dan K yang dapat diberikan dalam wujud suntikan atau 
penambahan di pakan. Vitamin ini memainkan peran penting 
dalam metabolisme sel.
402
 
Kelima, mengawinkan sapi dan menjaga sapi saat 
melahirkan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa 
pemelihara akan mengawinkan sapi apabila sudah ada tanda-
tanda sapi minta dikawinkan, adapun sapi dikawinkan biasanya 
ke tempat sapi jantan milik orang lain sabagaiman diungkapkan 
oleh En, Rn, Sd, LS dan Ad.. Sedangkan terkait dengan 
                                                 
401Sakadoci, “Ternak Sapi Butuh Air Minum dan Garam Mineral, 
Ini Manfaatnya!”, www.sakadoci.com/2016/10/ternak-sapi-butuh-air-
minum-dan-garam.html/m=1, diakses Pada 04 Januari 2019 Pukul 08:28 
WIB.  
402
 Inspirasi Dunia Sapi Indonesia, “ Fungsi dan Jenis Vitamin Pada 
Sapi”, www.sapibagus.com/fungsi-dan-jenis-vitamin-pada-sapi/ diakses 
Pada 04 Januari 2019 Pukul 08:40 WIB. 
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menjaga sapi yang melahirkan dilakukan untuk kelahiran sapi 
yang pertama kalinya sebab sapi tidak memiliki pengalaman, 
ditakutkan sapi akan menjejak anaknya atau bahkan memakan 
tembuni anaknya yang bisa jadi penyakit bagi induknya itu 
sabagaiman diungkapkan oleh Sd dan Ad. 
Akhirnya dengan terlaksananya tanggung jawab ini 
berarti pihak pengelola sudah melaksanakan amanahnya 
sebagai wujud akibat hukum dari pada akad yang 
dilaksanakannya, sehingga tanggung jawab ini sudah sesuai 
dengan apa yang dianjurkan hukum Islam, yakni beri‟tikat baik 
terhadap objek sebagai harta titipan tersebut. 
5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Praktik Akad 
Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi 
a. Pembagian Keuntungan 
Menurut Rn, pembagian keuntungan akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi berupa pembagian anaknya dengan catatan 
apabila induk sapi sudah memiliki 2 anak, maka 1 untuk dia  
dan 1 lagi untuk pemilik.
403
 Begitupun dengan pernyataan En, 
keuntungannya didapatkan apabila beranak 2 maka 1 untuk ia 
dan 1 untuk pemilik sapi. Tambahnya,  apabila beranak 3, bisa 
saja ketiga anak itu untuk pemilik, tetapi induknya untuk dia, 
                                                 
403
Wawancara dengan Rn usia 32 tahun di Desa Sebangau Permai  
pada tanggal 27 Oktober 2018.  
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namun hal ini harus dibicarakan lagi olehnya dengan pihak 
pemilik, Sebagaimana pernyataan En bahwa: 
“Keuntungannya seandainya beranak 2, satu-satu 
artinya satu untuk saya dan satu untuk pemilik sapi, tapi 
kalaw beranak 3 bisa juga 3 anak untuk pemilik dan 
induknya untuk saya, tapi harus dibicarakan lagi”.404 
 
Menurut Ng, pembagian keuntungan berupa pembagian 
anaknya, dengan ketentuan apabila beranak 2 maka bagi rata, 1 
untuk pemelihara dan 1 untuk pemilik.
405
 Sama halnya dengan 
Ad yang menyatakan bahwa pembagian keuntungan dapat 
terjadi apabila sudah beranak 2 maka anaknya yang akan dibagi 
yakni 1 untuk pemelihara dan 1 untuk yang punya.
406
 
Pernyatakan yang sama juga di utarakan oleh  LS, pembagian 
keuntungan apabila sudah beranak 2 dibagi sama-sama satu.
407
 
Berbeda dengan pendapat  Sd, pembagian keuntungan secara 
umum dapat terjadi apabila sapinya sudah beranak 2 maka 
dibagi 1 untuk pemelihara dan satu lagi untuk pemilik sapinya, 
namun untuk sapi yang masih muda, bagi hasilnya yakni 2 ekor 
anak sapi untuk pemelihara dan 1 untuk pemilik, tetapi tetap 
ada pembicaraan di awal. Sebagaimana Perkataannya bahwa: 
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Wawancara dengan En usia 72 tahun di Desa Sebangau Permai  
pada tanggal 27 Oktober 2018. 
405
Wawancara dengan Ng usia 41 tahun di Desa Sebangau Permai  
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“Keuntungan sebagaimana seperti tadi, dibagi anaknya 
sama rata, bila anaknya 2 dibagi satu satu, tapi kalaw 
sapinya muda, umpamanya usia 8 bulan 2 anak sapi 
untuk kita dan 1 anak sapi untuk yang punya”.408  
 
Sedangkan, ungkapan pemodal MS yang menyatakan bahwa 
pembagiannya bagi anaknya artinya anak pertama biasanya 
untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuknya.
409
 
Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa pembagian 
keuntungan berupa anak sapi dan lebih umum dilakukan 
masyarakat adalah pembagian secara rata yakni 1 anak sapi 
untuk pemelihara dan 1 anak lagi untuk pemilik, sebab usia 
yang sapi yang dijadikan objek akad banyak berusia 1 tahun 
lebih dan 2 tahun, hal ini dikarenakan lebih cepat menghasilkan 
bagi para pemelihara.
410
 
Berakar dari paparan data di atas, dapat disimpulkan 
bahwa ada beberapa cara pembagian keuntungan, diantaranya: 
Pertama, bagi hasil anaknya 1 ekor untuk pemelihara 
dan 1 ekor untuk pemilik. Pembagian ini disebabkan sudah 
kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sebangau 
Permai. 
Kedua, bagi hasil anaknya 2 ekor untuk pemelihara dan 
1 ekor untuk pemilik. Untuk pembagian hasil seperti ini 
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dikarenakan induk sapi yang dijadikan modal masih berusia 
muda yakni 8 bulan sebagaimana diungkapkan oleh Sd, 
sehingga masa pemeliharaannya lebih lama, otomatis risikonya 
pun lebih besar. 
Ketiga, bagi hasil induk untuk pemelihara, dan 3 ekor 
anak untuk pemilik. Pembagaian seperti ini sebenarnya berbeda 
dengan yang diakadkan sebelumnya yakni bagi rata sama 1 
anak sapi, namun pembagian ini dapat dilakukan dengan 
pembicaraan pemelihara kepada pemilik sapi sebagaimana 
ungkapan En, artinya dalam pembagian ini harus ada 
kesepakatan lagi antara pihak. 
Pembagian keuntungan merupakan salah satu ciri khas 
dari pada kerja sama  yang berbasis bagi hasil sebagaimana 
dinyatakan oleh Ascarya “bagi hasil adalah pembagian 
pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati 
diawal.
411
 Oleh karena itu pembagian hasil ini akan terjadi 
apabila terlebih dahulu terjadi akad yang disepakati kedua 
belah pihak. Pembagian keuntungan bagi hasil pemeliharaan 
sapi yang dipaparkan di atas merupakan pembagian yang sesuai 
berdasarkan nisbah yang disepakati diawal dalam akad yakni 
dibagi anaknya, bila sudah memiliki anak 2, maka anak 
pertama untuk pemelihara sedangkan anak kedua untuk pemilik 
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sapi. Sehingga pembagian keuntungan ini tidak semata-mata 
dilakukan secara bebas tetapi memang sudah disepakati kedua 
belah pihak melalui akad atau perjanjian. 
Agama Islam juga mengaharuskan bahwa pembagian 
keuntungan harus jelas dan bagian para pihak diambil dari 
keuntungan seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
412
 
Begitupun dalam praktik akad pemeliharaan sapi ini pembagian 
keuntungan sudah sangat jelas sebagai mana paparan data di 
atas bahwa umumnya keuntungan dibagi apabila sapi beranak 2 
akan dibagi rata yakni 1 ekor anak sapi untuk pemelihara dan 1 
ekor lagi untuk pemilik sapi, tetapi ada juga bagi hasil dengan 
perhitungan 2 ekor anak sapi untuk pemelihara, dan 1 ekor 
anak sapi untuk pemilik apabila induk sapi yang dipelihara 
berusia 8 bulan. Selain itu ada pula bagi hasil induk sapi untuk 
pemelihara dan 3 ekor anak sapi untuk pemilik tetapi harus ada 
pembicaraan terlebih dahulu. Pembagian keuntungan ini 
memang jelas sudah diungkapkan saat terjandinya akad 
diantara kedua belah pihak. 
Secara sederhana pembagian keuntungan seperti ini 
tidak lain adalah untuk kemaslahatan para pihak. Pada asas 
kemaslahatan menunjukan bahwa akad yang dibuat para pihak 
bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi para pihak dan 
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tidak menimbulkan kerugian atau memberatkan.
413
 Pembagian 
keuntungan berupa anak sapi dalam akad bagi hasil ini tidak 
lain adalah kesepakatan yang berbasis kemaslahatan, sebab 
dengan pembagian keuntungan tersebut akan membuat 
seseorang belum mempunyai sapi akan memiliki sapi. Pada 
asas konsensualisme bahwa akad dilaksanakan agar terjadinya 
timbal balik antar pihak.
414
 Pembagian keuntungan seperti ini 
berarti bentuk timbal balik dari pada pemilik kepada 
pemelihara yang sudah melakukan perawatan sapinya dengan 
baik. 
Akhirnya, pembagian keuntungan yang harus jelas 
menurut hukum Islam sudah terpenuhi oleh pembagian 
keuntungan pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi 
yaitu pada akad ini dibagi anak sapinya, yakni satu sama satu, 
dan pembagian brupa 2 ekor anak sapi untuk pemelihara dan 1 
ekor untuk pemilik karna sapi berusia muda inipun sebelumnya 
harus diperjanjikan pembagiannya. Sekalipun pada praktiknya 
ada pembagian 3 ekor anak sapi untuk pemilik, dan induknya 
untuk pemelihara, namum pembagian seperti ini harus ada 
kesepakatan lagi diantara keduabelah pihak. 
b. Kerugian 
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Menurut Rn, kerugian disebabkan mati biasanya 
dilimpahkan kepada dirinya. Tambahnya, ganti rugi tersebut 
berupa uang  sekitar 2 juta. Ini dilakukan  dengan alasan agar 
pemelihara lebih hati-hati lagi seandainya memeliharakan sapi 
punya orang kemudian hari, selain itu pelimpahan kerugian 
tersebut merupakan  kebiasaan di masyarakat Desa Sebangau 
Permai.  Sebagaimana ungkapan Rn bahwa “kalaw kerugian 
tergantung masalahnya, kalaw rugi gara-gara mati dilimpahkan 
ke kita, kita mengganti duit 2 jutaan, alasanya supaya kita lebih 
hati-hati lagi, kebiasaan jua seperti itu.”415 Lebih lanjut Rn 
menyatakan bahwa “Yah, masih mending mengganti uang 
segitu, dari pada ganti rugi semuanya, seharga kaya satu 
sapi”.416 Sama halnya dengan pendapat Ng, apabila terjadi rugi, 
biasanya ia meminta ganti rugi berupa uang kisaran 2 sampai 3 
juta. Tambahnya, hal ini kebiasaan di masyarakat , selain itu 
agar pemelihara lebih hati-hati juga. Lanjutnya, walaupun ganti 
rugi ini tidak ada dibicarakan diawal perjanjian, tetapi sudah 
menjadi kebiasaan seperti itu.
417
 
Hampir serupa dengan pendapat En, apabila sapinya 
mati kebiasaannya diganti dengan uang. Hanya saja menurut 
En, ganti rugi tersebut seharga sapi dibagi dua, misalnya harga 
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Wawancara dengan Rn usia 32 tahun di Desa Sebangau Permai  
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 Ibid. 
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sapi 10 juta maka ganti ruginya 5 juta atau 4 juta.
418
 En juga 
mengatakan bahwa “Tidak apa-apa diganti uang seperti itu”.419 
Begitupun dengan Ad, walaupun ia tidak pernah mengalami 
sapi mati, tetapi ia mengetahui bahwa temannya pernah 
mengalami sapi mati, sehingga harus mengganti kerugian 
berupa uang. Tambahnya, jumlah uang itu apabila sapi seharga 
7 juta maka ganti kerugiannya berarti sekitar 3 jutaan, ia 
berdalih bahwa itu kebiasaan yang terjadi di kalangan pemilik 
dan pemelihara sapi.
420
 Kemudian menurut LS,  untuk sapi 
mati, ia tidak pernah mengalami, hanya saja ia menegaskan 
bahwa keuntung dan kerugian kami yang menanggung, karna 
sudah kebiasaan.
421
 
Berbeda dengan pendapat MS,  untuk kerugian ia tidak 
melimpahkan kepada pemelihara, sebab ia memperhatikan 
pemelihara bahwa mereka capek memeliharakan sapi. Hanya 
saja menurutnya, hal pelimpahan kerugian merupakan 
kebiasaan masyarakat. Sebagaiman pernyataan MS bahwa: 
“Untuk kerugian saya tidak melimpahkan ke 
penggaduh, olehnya kita kekeluargaan, mereka jua 
kesian menggaduhkan sapi kita, uyuh, coba mun kita 
                                                 
418
Wawancara dengan En usia 72 tahun di Desa Sebangau Permai  
pada tanggal 27 Oktober 2018  
419
Ibid.  
420
Wawancara dengan Ad usia 31 tahun di Desa Sebangau Permai  
pada tanggal 10 November 2018 
421
Wawancara dengan LS usia 29 tahun di Desa Sebangau Permai  
pada tanggal 18 November  2018.  
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diposisi mereka, bagaimana rasanya, tapi memang benar 
pelimpahan kerugian itu kebiasaan disini.”422 
 
Hukum perjanjian Islam menekankan perlunya 
keseimbangan saat dilaksanakannya akad baik keseimbangan 
antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, begitupun 
keseimbangan dalam memikul risiko. Sebagaimana, asas 
keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan 
terhadap transaksi riba, pada konsepnya yang menanggung 
risiko hanyalah peminjam atas kerugian usaha yang terjadi, 
sedangkan pemodal bebas dari risiko sama sekali dan mendapat 
prosentase tertentu meskipun dana mengalami kerugian.
423
 
Pada dasarnya prinsip keseimbangan ini menyatakan 
bahwa bila terjadi kerugian maka harus ditanggung bersama 
secara adil sebab keadilan merupakan sendi setiap perjanjian 
yang dibuat oleh para pihak.
424
 Pada asas ini para pihak harus 
mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan yang tepat agar 
salah satu pihak tidak merasa dizalimi karena ketetapan yang 
dianggap berat sebelah. Kesepakatan ini harus dilihat dari 
proporsi dan kontribusi dari pada masing-masing pihak. 
Misalnya, kerja sama membuka usaha dagang antara A dan B 
dengan penyertaan modal A sebesar 60 % dan B 40 %, tetapi 
                                                 
422
Wawancara dengan MS usia 47 tahun di Desa Sebangau Permai  
pada tanggal 19 November 2018. 
423
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori 
Akad dalam Fikih Muamalat…, h. 90. 
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 Ibid., h. 92. 
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untuk pengelolaan B yang melakukan, maka pembagian 
keuntungan dapat dilakukan untuk A sebesar 50 % dan B 
sebesar 50 %, hal ini menunjukan keadilan sebab pada dasarnya 
10 % dari pada keuntungan sebagai dari pada upah B dalam 
melakukan pengelolaan. 
Pada faktanya berdasarkan data di atas dapat 
disimpulkan bahwa pembagian kerugian dalam praktik akad 
bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai memang 
dilimpahkan kepada di pemelihara, adapun ganti rugi itu berupa 
uang dengan besaran kisaran 2-4 juta. Hal ini dilakukan karena 
kebiasaan masyarakat tersebut seperti itu, selain itu mereka 
juga memaklumi keadaan seperti itu. Padahal dalam Islam, 
suatu akad kerja sama misal muḍᾱrabah sepenuhnya kerugian 
ditanggung oleh si pemodal
425
. 
Agaknya pembagian kerugian tersebut tidak sesuai 
dengan prinsip muḍᾱrabah yang menyatakan dengan asas 
keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya 
dibebankan kepada pemodal, kecuali sebab kelalaian dan 
kecurangan pengelola, sedangkan pengelola menanggung 
kerugian non-finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah 
yang dilakukannya.
426
 Antonio juga menyatakan apabila rugi 
                                                 
425Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke 
Praktik..., h. 95.   
426
 Neneng Nur Hasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik…, 
h. 79. 
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maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu 
bukan akibat kelalaian si pengelola.
427
 Selaras dengan 
ungkapan Mardani, kerugian jika ada ditanggung oleh pemodal, 
bila kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak 
boleh intervensi kepada pengelola.
428
  
Faktanya setelah akad dilaksanakan pihak pemilihara 
bertanggunjawab penuh mulai dari pembuatan kandang, hingga 
masa melahirkan, sehingga mereka tidak lalai terhadap 
tanggung jawabnya. Kerugian akibat sapi mati itu diluar 
kendali dari pada pemelihara, sebab para pemelihara sudah 
melakukan pemeliharaan sebagaimana mestinya, sehingga 
pelimpahan kerugian terhadap pengelola sebagaimana 
dinyatakan sebelumnya tidak sesuai dengan prinsip pembagian 
akad muḍᾱrabah, sebab pemelihara sudah mengalami kerugian 
nonfinansial, sedangkan finansial seharusnya ditanggung oleh 
pemilik sapi.  
Terkait dengan musyarakah sendiri menyatakan bahwa 
keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersamaan.
429
 
Sebagaimana, akad musyarakah yang merupakan kerja sama 
antara  dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, 
keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan 
                                                 
427
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke 
Praktik..., h. 95. 
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 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah..., 2012,  h. 
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pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
430
 Selaras dengan 
ungkapan Antonio bahwa musyarakah merupakan akad kerja 
sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu 
dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau 
amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan 
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
431
 Kerugian, 
para ahli hukum sepakat bahwa setiap mitra menaggung 
kerugian sesuai porsi investasinya.
432
 Artinya, 
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 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah…, h. 220. 
431Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: dari Teori kr 
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kerugian akan ditanggung bersama sesuai modal kedua belah pihak juga, sedangkan pada praktik akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi di desa Sebangau Permai pada kerugian tidak ditanggung secara bersama melainkan dilimpahkan 
kepada pemelihara. Sehingga tampak pembagian kerugian pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut 
berbeda dengan pembagian kerugian musyarakah. 
Pada akhirnya berdasarkan seluruh uraian di atas untuk memudahkan peneliti mengidentifikasi akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi dengan akad bagi hasil dalam hukum Islam, maka perlu dilihat persamaan dan perbedaanya pada 
tabel berikut: 
Tabel 5. 
Persamaan dan Perbedaan Akad Bagi Hasil Pemeliharaas Sapi di Desa Sebangau Permai dengan Jenis-jenis 
Akad Bagi Hasil dalam Hukum Islam 
No Akad Persamaan Perbedaan Keterangan 
1 Muḍᾱrabah 
a. Akad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akad penyerahan modal 
oleh pemodal untuk 
dikelola oleh pengelola, 
sama halnya dengan akad 
bagi hasil pemeliharan sapi, 
akad penyerahan sapi oleh 
pemilik untuk dikelola oleh 
pemelihara. 
 
Dilakukan  Oleh 
Semua Responden yakni MS 
dengan Ad, MS dengan Sd, 
MS dengan LS dan Ng 
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 dengan Rn, Ng dengan En 
b. Modal Seluruhnya dari Pemodal, 
sama dengan akad bagi 
hasil pemeliharaan sapi, 
seluruhnya dari pemilik 
sapi 
 Dilakukan  oleh 
Seluruh Pemilik Sapi yakni 
MS, Ng 
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c. Keuntungan Sesuai Perjanjian, misal 
50% : 50%, sama dengan 
akad bagi hasil pemeliharan 
sapi sesuai perjanjian, ada 
bagi anak sapi 1 untuk 
pemelihara 1 untuk 
pemilik, anak sapi 2 untuk 
pemelihara 1 untuk pemilik 
(jika sapi induk berusia 
muda) dan anak sapi 3 
untuk pemelik 1 induk 
untuk pemelihara (ada 
kesepakatan lagi. Intinya 
disepakati dengan jelas di 
saat akad. 
 
Dilakukan oleh 
semua responden dengan 
rincian: 
a. Anak sapi 1:1 anak sapi 
dilakukan MS dengan Sd, MS 
dengan Ad, MS dengan LS, 
Ng dengan Rn, Ng dengan En 
b. Anak sapi 2:1 dilakukan oleh 
Sd dengan MS 
c. Anak Sapi 3: 1 Induk 
dilakukan oleh En dengan Ng 
d. Kerugian  Seluruh kerugian 
ditanggung pemodal, 
sedangkan akad bagi 
hasil pemeliharaan sapi 
kerugian dilimpahkan 
kepada pemelihara. 
Dilakukan  Oleh Rn 
dengan Ng, En dengan Ng 
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2 Musyarakah 
a. Akad 
 
 
 
Akad penyerahaan 
modal dan 
keterampilan secara 
bersama dan akan 
dikelola bersama-sama 
pihak yang berakad, 
sedangkan akad bagi 
hasil pemeliharan sapi, 
akad penyerahan sapi 
oleh pemilik untuk 
dikelola oleh 
pemelihara. 
Tidak pernah 
dilakukan oleh semua 
responden 
b. Modal  Sama-sama 
menyertakan modal, 
sedangkan akad bagi 
hasil pemeliharaan 
sapi, modal seluruhnya 
dari pemilik sapi 
Tidak pernah 
dilakukan oleh semua 
responden 
c. Keuntungan  
 
Keuntungan dibagi 
sesuai perhitungan 
proporsi penyertaan 
modal saat akad, 
sedangkan akad bagi 
hasil pemeliharaan 
Tidak pernah 
dilakukan oleh semua 
responden 
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sapi, keuntungan 
dibagi sesuai 
perjanjian. 
d. Kerugian  Kerugian ditanggung 
secara bersama, 
sedangkan akad bagi 
hasil pemeliharaan 
sapi, kerugian 
dilimpahkan kepada 
pemelihara. 
Tidak pernah 
dilakukan oleh semua 
responden 
3 Muzᾱra„ah 
a. Akad 
 
 
 
 
Penyerahan lahan dan 
benih oleh pemilik 
lahan untuk dikelola 
penggarap. Akad bagi 
hasil pemeliharaan sapi 
penyerahan sapi oleh 
pemilk untuk dikelola 
oleh pemelihara. 
Tidak pernah 
dilakukan oleh semua 
responden 
b. Modal 
 
Modal seluruhnya dari 
pemilik lahan, sama dengan 
akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi modal 
seluruhnya dari pemilik 
Modalnya benih, 
sedangkan akad bagi 
hasil pemeliharaan sapi 
modal berupa sapi 
betina. 
Dilakukan  oleh 
Seluruh Pemilik Sapi yakni 
MS, Ng untuk keseluruhan 
129 
 
 
 
sapi. modal, 
Untuk Objek berupa 
benih tidak dilakukan oleh 
seluruh responden 
c. Keuntungan Keuntungan sesuai 
perjanjian, misal 1/3 atau 
1/4. Akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi sesuai 
perjanjian, sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya. 
 Dilakukan oleh 
semua responden dengan 
rincian: 
a. Anak sapi 1:1 anak sapi 
dilakukan MS dengan Sd, MS 
dengan Ad, MS dengan LS, 
Ng dengan Rn, Ng dengan En 
b. Anak sapi 2:1 dilakukan oleh 
Sd dengan MS 
c. Anak Sapi 3: 1 Induk 
dilakukan oleh En dengan Ng 
d. Kerugian  Kerugian ditanggung 
bersama, sedangkan 
akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi, 
Tidak pernah 
dilakukan oleh semua 
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kerugian dilimpahkan 
kepada pemelihara. 
responden 
4 Mukhabarah 
a. Akad 
 
 
 
 
Penyerahan lahan oleh 
pemilik lahan untuk 
dikelola penggarap. 
Akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi 
penyerahan sapi oleh 
pemilk untuk dikelola 
oleh pemelihara. 
Tidak pernah 
dilakukan oleh semua 
responden 
b. Modal  
 
Modal berupa benih 
seluruhnya dari 
penggarap, sedangkan 
akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi 
seluruh modal dari 
pemilik. 
Tidak pernah 
dilakukan oleh semua 
responden 
c. Keuntungan Keuntungan sesuai 
perjanjian, misal 1/3 atau 
1/4. Akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi sesuai 
perjanjian, sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya. 
 Dilakukan oleh 
semua responden dengan 
rincian: 
a. Anak sapi 1:1 anak sapi 
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dilakukan MS dengan Sd, MS 
dengan Ad, MS dengan LS, 
Ng dengan Rn, Ng dengan En 
b. Anak sapi 2:1 dilakukan oleh 
Sd dengan MS 
c. Anak Sapi 3: 1 Induk 
dilakukan oleh En dengan Ng 
e. Kerugian  Kerugian ditanggung 
bersama, sedangkan 
akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi, 
kerugian dilimpahkan 
kepada pemelihara. 
Tidak pernah 
dilakukan oleh semua 
responden 
 
Beradsarkan urain pada tabel di atas dapat di lihat bahwa praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa 
Sebangau Permai identik dengan akad muḍᾱrabah, hanya saja terdapat sedikit perbedaan dalam hal pembagian 
kerugian, sebab pembagian kerugian dalam akad muḍᾱrabah sepenuhnya harus ditanggung oleh pemodal, dan 
pengelola sudah mengalami kerugian non-finansial, namun pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi kerugian 
dilimpahkan kepada pemelihara atau pengelola berupa uang. 
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Terkait dengan pembagian kerugian ini sebenarnya harus 
dilihat dari kerelaan antar pihak. Sebab dalam sebuah transaksi 
muamalah yang menjadi dasar utamanya adalah keridhaan diantara 
kedua belah pihak, sebagaimana Firman Allah: 
  
   
  
   
    
    
    
   433   
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.” 
 
Pada tafsir al-Maraghi menyatakan bahwa dasar dari pada 
perniagaan berupa saling meridhai antara pembeli dan penjual. 
Ayat ini melarang penipuan, pendustaan, dan pemalsuan.
434
 
Namun, menurut peneliti, ayat ini tidak hanya terkait dengan 
perniagaan semata, tetapi juga menjadi dasar untuk semua bentuk 
transaksi muamalat terkait asas keridhaan. Lebih lanjut dalam 
kaidah fikih menyatakan: 
  ِ ْٝ  ذ قب ع ز  َ ىا ب  ض  س ْد  ٘ق عْىا  ٜف  وْص ْلْا    ذ قب عَّزىب ث  ٓب  ٍ  ض زى ا ب  ٍ    ٔ ز  جْٞ  ز ّ  ٗ 
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Qs. An-Nisa [4]:29.  
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Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir al-Maragi, Terj.  Bahrudin 
Abubakar dan Hery Noer Aly, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 
1993, h. 27. 
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“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah 
pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang 
diakadkan”.435 
Berdasarkan kaidah ini bahwa keridhaan dalam transaksi 
merupakan prinsip, artinya transaksi dipandang sah bila didasarkan 
keridhaan antar pihak yang bertansaksi. Selain itu keridhaan ini 
menunjukan tidak ada unsur terpaksa atau dipaksa dan tertipu. Bisa 
jadi saat akad sudah ridha, tetapi kemudian setelah transaksi salah 
satu pihak merasa tertipu, maka akad tersebut akan batal.
436
 
Terkait dengan pelimpahan kerugian yang disebutkan 
sebelumnya, untuk mengetahui apakah ia didasari atas keridhaan 
atau tidak, maka dalam hukum perjanjian Islam ada beberapa 
prinsip yang harus diperhatikan sebagai bentuk keridhaan orang 
yang berakad,  diantaranya: 
1. Prinsip tidak ada paksaan 
Menurut Djazuli, keridhaan ini menunjukan tidak ada 
unsur terpaksa atau dipaksa dan tertipu.
437
 Lebih lanjut 
dinyatakan bahwa suatu transaksi tidak dapat dikatakan 
mencapai sebuah bentuk transaksi yang dilandasi saling rela 
antara pelakunya jika didalamnya ada unsur tekanan, paksaan, 
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A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih..., h. 130.  
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Ibid., h. 130-131.  
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Ibid., h. 130-131.  
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penipuan atau ketidakjujuran.
438
 Sehingga dalam keridhaan, 
salah satu unsur penting dalam perjanjian adalah prinsip tidak 
ada paksaan. Menurut peneliti, paksaan yang dimaksud disini 
dapat dibagi dua yakni terpaksa dan dipaksa. Menurut peneliti, 
terpaksa disini dikaitkan dengan keadaan yang menyebabkan ia 
harus menerima sesuatu, sedangkan dipaksa merupakan ada 
orang yang menjadikannya harus menerima sesuatu. 
Jika dikaitakan dengan prinsip tidak ada paksaan ini, 
maka pelimpahan kerugian kepada pemelihara pada akad bagi 
hasil pemeliharaan sapi mengandung unsur paksaan. Hal ini 
dapat dilihat dari ungkapan Rn yang menyatakan “masih 
mending ganti rugi dengan uang segitu tidak sepenuhnya”.439 
Maksud dari pada Rn ini, ia masih memaklumi penggantian 
rugi tersebut berupa uang setengah harga sapi, asal saja jangan 
seharga penuh sapi.  Sekalipun Rn sebagai salah satu pihak 
yang pernah menaggung kerugian itu menyatakan memaklumi 
pelimpahan kerugian tersebut, namun ia memaklumi hal 
tersebut karna kebiasaan. Artinya, sebab kebiasaan inilah 
melahirkan sebuah paksaan untuk menerima pelimpahan 
kerugian tersebut. Sehingga, menurut peneliti, hal seperti ini 
termasuk dalam katagori terpaksa, karena pemelihara 
                                                 
438
Muhammad Aswad,  Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah, 
Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, 2013, h. 350.   
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Wawancara dengan Rn pada tanggal 27 Oktober 2018. 
135 
 
 
 
memaklumi pelimpahan kerugian tersebut sebab keadaan 
berupa kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. 
2. Prinsip Keseimbangan 
Anwar menyatakan pada prinsip keseimbangan bahwa 
hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan 
saat dilaksanakannya akad, baik keseimbangan antara apa yang 
diberikan dana apa yang diterima, begitupun dalam 
keseimbangan memikul risiko atau kerugian.
440
 Bahkan dalam 
prinsip keseimbangan yang digambarkan dalam akad bagi hasil 
dalam hukum Islam khususnya akad muḍᾱrabah, menurut 
Mardani bahwa dalam menaggung kerugian sepenuhnya 
ditanggung oleh pemodal, sebab pengelola rugi dalam hal 
waktu, tenaga, daya upayanya di masa pengelolaan.
441
 
Jika kerugian berupa uang yang dilimpahkan kepada 
pemelihara dalam akad bagi hasil pemeliharaan sapi dikaitkan 
dengan prinsip keseimbangan di atas, maka sudah tentu tidak 
sesuai dengan maksud prinsip keseimbangan, sebab pemelihara 
sudah mengalami kerugian dari segi non-finansial yakni berupa 
tenaga, waktu dan daya upaya selama pemeliharaan sapi, 
sehingga apabila ia menanggung kerugian finansial berupa 
ganti rugi uang maka tidak ada keseimbangan pembagian risiko 
antar pemilik dan pemelihara sapi, yang seharusnya kerugian 
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finansial itu ditanggung oleh pemilik sapi. Seharusnya dapat 
dikatakan seimbang apabila pemilik sapi menanggung kerugian 
finansial dan pemelihara  menanggung kerugian non-finansial, 
namun pada faktanya tidak demikian, akhirnya akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi ini tidak sesuai dengan prinsip 
keseimbangan. 
3. Prinsip Keadilan 
Menurut Anwar, keadilan merupakan tujuan yang 
hendak diwujudkan oleh semua hukum. Lanjutnya, keadilan 
juga sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
442
 
Keadilan juga merupakan hal yang esensial yang harus 
dipegang teguh oleh para pihak yang melakukan perjanjian. 
Keadilan ini diartikan sebagai prinsip yang menempatkan hak 
dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum 
Islam, sehingga dengan berbuat adil maka seseorang tidak akan 
berbuat zalim.
443
 Dengan demikian, dalam akad, keadilan ini 
harus dijunjung tinggi sehingga tidak menimbulkan kezaliman 
bagi orang lain. 
Jika prinsip keadilan ini dibenturkan dengan 
pelimpahan kerugian kepada pemelihara sapi pada akad bagi 
hasil pemeliharaan sapi, maka dapat terlihat bahwa pelimpahan 
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kerugian tersebut adanya ketidakadilan, alasannya bahwa 
kerugian yang semestinya diterima oleh pihak pemelihara 
hanyalah kerugian non-finansial saja, tetapi pada kenyataanya 
pemelihara juga menanggung kerugian finansial sehingga ia 
tertindih kerugian dari dua sisi yakni finansial dan non 
finansial. Hal ini menunjukan unsur kezaliman yang dilakukan 
oleh pemilik sapi kepada pemelihara sapi, yang pada akhirnya 
pelimpahan kerugian ini sudah berbenturan dengan maksud 
prinsip keadilan dalam perjanjian hukum Islam. 
Berdasarkan ketiga prinsip ini, sudah dapat dinyatakan 
bahwa pelimpahan kerugian pemeliharaan sapi tidak 
mengandung unsur keridhaan sebab pihak pemelihara 
menerimanya dalam keadaan terpaksa. Selain itu ketidak 
seimbangan dan ketidakadilan dalam akad ini juga sangat 
terlihat dari pada pelaksanaanya, sebagaiman dijelaskan di atas.  
Pada akhirnya berdasarkan seluruh uraian sebelumnya akad 
bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai dapat 
digolongkan ke dalam akad fasid, sekalipun ia sudah memenuhi 
rukun akad, namun dari segi syarat ada yang rusak yakni dalam hal 
pembagian kerugian yang menyebabkan hilangnya unsur keridhaan 
antar pihak, padahal keridhaan ini merupakan asas fundamental 
dalam setiap akad yang dilaksanakan. 
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C. Status Hukum Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa 
Sebangau Permai 
1. Ditinjau dari Maṣlaḥah 
a. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Dilihat Dari Makna 
Kemaslahatan 
Berdasarkan paparan data sebelumnya, 
dilaksanakannya akad bagi hasil pemeliharaan sapi 
memiliki nilai kebaikan bagi masyarakat Desa Sebangau 
permai, terkhusus bagi para pelaku akad tersebut. Hal ini 
secara tidak langsung dapat dilihat dari  alasan para pelaku 
melaksanakan akad ini, yakni sebagai pekerjaan tambahan, 
ingin memiliki sapi, dan sebagai tabungan atau simpanan 
yang sewaktu-waktu bisa dijual saat diperlukam. 
Selain itu pelaksanaan praktik akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi tersebut juga dilakukan atas dasar sikap 
tolong menolong dan kekeluargaan diantara pihak. Sikap 
tolong menolong ini merupakan prinsip dari pada ajaran 
Islam sebagaimana dalam firman Allah SWT: 
 
  
   
  
 
  
   
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   
 444  
 
Artinya: “dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan 
taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 
dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 
siksa-Nya.” 
 
Segala bentuk kerja sama merupakan kegiatan yang 
bersifat tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana 
pula praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa 
Sebangau Permai yang dilakukan atas dasar saling tolong 
menolong, sebab pada faktanya si pemelihara ingin 
memiliki sapi dan si pemilik sapi tidak ada kemampuan 
untuk memelihara sapi sedangkan ia menginginkan sapi 
yang dimilikinya menghasilkan atau produktif, sehingga 
salah satu cara agar untuk memenuhi hal tersebut dengan 
dilaksanakannya kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi. 
Meskipun demikian, terlepas dari nilai kebaikan di 
atas, praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa 
Sebangau Permai terdapat pelimpahan kerugian berupa 
uang sekitar 2 sampai 4 juta kepada pemelihara sebagai 
akibat ganti rugi bila sapi mati. Agaknya pelimpahan 
kerugian ini seakan-akan seperti perbuatan yang tidak adil 
sebab pemelihara sudah rugi dalam tenaga, waktu dan daya 
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upaya selama pemeliharaan sapi tersebut. Allah SWT 
berfirman: 
  
  
 
  
  
  
  
 
   
   
    
  
 445   
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya 
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat.” 
 
 
Ayat diatas berisi perintah merealisasikan dan 
menegakkan keadilan antara manusia, karena seluruh 
larangan Allah SWT kembali kepada kezaliman. 
Sebagaimana pelimpahan kerugian kepada pemelihara pada 
praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau 
Permai menyebabkan kerugian 2 kali yakni kerugian 
finansial dan kerugian non-finansial, tetapi pelimpahan 
kerugian ini bukan berarti tanpa tujuan yang jelas, sebab 
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memandang suatu permasalahan tidak hanya dilihat dari 
satu sisi saja tetapi perlu dilihat juga dari sisi lain. Faktanya  
pelimpahan kerugian tersebut dilakukan agar pemelihara 
lebih hati-hati dalam melakukan pemeliharaan sapi 
kedepannya sebagaimana diungkapkan oleh Rn dan Ng. 
Alasan seperti ini agaknya masuk akal sebab dengan alasan 
seperti ini akan memberikan dampak yang positif bagi 
pemelihara. 
Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi cakupan 
nilai kebaikan dalam praktik akad tersebut sebagai wujud 
kemaslahatan dari akad tersebut diantaranya: 
1) Praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini menjadi 
sumber tambahan mata pencaharian pemelihara 
2) Bagi pemilik sapi ia merasa terbantu dalam melakukan 
pengelolan sapinya tersebut hingga menghasilkan 
3) Praktik akad bagi hasil ini dapat dijadikan metode 
simpanan atau tabungan yang sewaktu-waktu dapat 
digunakan oleh para pihak 
4) Selain itu penting pula dikemukan bahwa dengan 
kegiatan bagi hasil ini akan menjadi pemerata 
pengembangbiakan ternak sapi sebab akibat dari 
kegiatan ini menjadikan orang yang tidak punya sapi 
menjadi punya sapi 
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5) Pelimpahan kerugian tidak lain untuk menjadikan 
pengelola lebih produktif jikalaw melakukan kerja sama 
bagi hasil pemeliharaan sapi kedepannya. 
Berdasarkan beberapa nilai kebaikan dari pada 
praktik akad bagi hasil ini, dapat diketahui bahwa akan 
meningkatkan perekonomian para pelaku bagi hasil 
tersebut, dengan demikian maka akad tersebut secara tidak 
langsung akan mensejahterakan pelakunya. Kesejahteraan 
sendiri dipandang sebagai keadaan yang baik, atau kondisi 
dimana orang-orang dalam keadaan sehat, damai, dan 
makmur. Secara luas kesejahteraan dipandang sebagai 
terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan 
dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang 
aman dan tenteram secara lahiriah dan batiniah.
446
 Hanya 
saja dalam menurut peneliti kesejahteraan yang diraih bagi 
pemelihara dan pemilik disini adalah dalam bidang 
perekonomian, sebab dilakukan akad ini akan menambah 
penghasilan para pihak. 
Akhirnya berdasarkan uraian di atas akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi ini sudah mengandung makna 
kemaslahatan, sebab kemaslahatan sendiri diartikan sesuatu 
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yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.
447
 
Kemaslahatan juga harus mewujudkan manfaat, kebaikan 
dan kesenangan untuk manusia. Selain itu, ia juga harus 
menolak kerusakan.
448
 Kaidah fikih menyatakan: 
  خ ىب  ص  َ ىا  تْي  ج   ٗ   عْف د  ذ  عب ف  َ ىا 
 “Meraih kemaslahatan dan menolak  kemudharatan”449 
Dengan demikian, bila kita lihat akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi ini, bagi para pihak banyak memberikan 
manfaat yakni meningkatkan perekonomian para pihak, 
sikap tolong menolong, dan meningkatkan rasa kehati-
hatian pemelihara. Manfaat seperti ini dapat diterima secara 
akal sehat oleh para pihak, sehingga meraih manfaat ini 
sangat dianjurkan dari segi maṣlaḥah. Selain itu, peneliti 
beranggapan bahwa menolak keafsadatan dalam praktik 
akad bagi hasil pemeliharaan sapi adalah bila tidak 
diterapkan pelimpahan kerugian bagi hasil pemeliharaan 
sapi ditakutkan adanya tindakan ketidak hati-hatian 
pengelolaan yang dilakukan pemelihara sapi kedepannya 
jikalaw melakukan kerja sama tersebut lagi. 
b. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Dilihat Dari 
Macam-macam Maṣlaḥah 
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Dari segi pandangan syara‟,  maṣlaḥah dibagi 
menjadi tiga, yakni maṣlaḥah mu„tabarah450, maṣlaḥah 
mulgᾱh451, dan maṣlaḥah mursalah452. Ketiga maṣlaḥah ini 
dipandang dari keserasian dan kesejalanan anggapan baik 
oleh akal itu dengan syara‟ dalam menetapkan hukum.453 
Maṣlaḥah mu„tabarah dipandang suatu kebaikan yang 
sesuai petunjuk syara‟ baik secara langsung ataupun tidak 
yang memberikan petunjuk adanya maṣlaḥah dan maṣlaḥah 
mulgᾱh dipandang sebagai suatu kebaikan namun 
bertentangan dengan syara‟, sedangkan maṣlaḥah mursalah 
sendiri dianggap kebaikan, tetapi tidak ada syara‟ yang 
memperhitungkannya atau menolaknya. 
Jika akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini dikaitkan 
dengan ketiga maṣlaḥah di atas, maka akad bagi hasil ini 
termasuk dalam maṣlaḥah mu„tabarah. Alasannya adalah 
bila dilihat dari kegiatan bisnis ini secara tidak langsung 
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ada petunjuk syara‟ terkait maṣlaḥah akad bagi hasil ini. 
Pada maṣlaḥah mu„tabarah, maṣlaḥah yang tidak ada 
petunjuk secara langsung disebut dengan munᾱsib mulᾱ‟im 
yakni tidak ada petunjuk secara langsung dari syara‟ baik 
dalam bentuk nash atau ijmᾱ terhadap maṣlaḥah tersebut, 
namun secara tidak langsung ada.
454
 
Terkait petunjuk syara‟ yang secara tidak langsung 
yang menjadi dalil akad bagi hasil pemeliharaan sapi 
tersebut yakni dalam firman Allah SWT: 
  
  
 …455 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-
akad itu…” 
 
 
Ayat ini, menurut peneliti memberikan petunjuk 
syara‟ secara tidak langsung terhadap akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi, sebab pada ayat ini menganjurkan 
orang-orang untuk memenuhi perjanjian atau akad yang 
telah dibuat diantaranya. Lebih-lebih pada ayat ini 
ditunjukan bahwa pernyataan jamak dari akad, artinya 
secara umum akad apapun yang dibuat wajib dipenuhi 
selama sesuai dengan syara‟ termasuk dalam akad bagi 
hasil pemeliharaan sapi. 
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Petunjuk syara‟  lain, yang menjadi petujuk secara 
tidak langsung adalah Firman Allah SWT: 
 
 
   
  
 
  
   
   
 456  
 
Artinya: “Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan 
taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 
dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 
siksa-Nya.” 
 
Segala bentuk kerja sama merupakan kegiatan yang 
bersifat tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana 
pula praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa 
Sebangau Permai yang dilakukan atas dasar saling tolong 
menolong, sebab pada faktanya si pemelihara ingin 
memiliki sapi dan si pemilik sapi tidak ada kemampuan 
untuk memelihara sapi sedangkan ia menginginkan sapi 
yang dimilikinya menghasilkan atau produktif, sehingga 
salah satu cara agar untuk memenuhi hal tersebut dengan 
dilaksanakannya kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi. 
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Selain itu, nash yang menjadi petunjuk tidak 
langsung akad ini adalah hadis Rasulullah SAW:
457
 
  د َّذ  ص ْ ْىا ب  ذ  غ  ِ  ْث  ِ   ع  ي ٍ ّٜ  ْىا  خ َّلا  ه   د َّذ  ص ْ  ث ب ْش  ش ْث  ِ 
  ص  ثب ٍذ  ْىا  ج َّض  سا   د َّذ  ص ْ ّ ب ْص  ش ْث  ِ  ْىا  ق  عب  ٌ   ع ِْ   ع ْج  ذ َّشىا ْد  ِ َ  ْث  ِ 
  د  ٗ ا  د   ع ِْ   ص  ىب  خ  ْث  ِ   ص  ٖ ْٞ ٍت   ع ِْ   ا  ث ْٞ  ٔ   ق  ب  ق ه  هب   س  ع ْ٘  ه 
  الل   ص  و   الل   ع  ي ْٞ  ٔ   ٗ  ع َّي  ٌ   ص  لا  س   ف ْٞ  ٖ َِّ  ْىا  ج  ش  م  خ  ْىا  ج ْٞ  ع   ا  ى ٜ
  ا  ج ٍو   ٗ ْا  َ ى  ق  سب  ض  خ   ٗ  ا ْخ  لا  ط  ْا  جى  ّش   ث َّشىب  ع ْٞ  ش   ى ْي  ج ْٞ  ذ   لْ  ى  ْي  ج ْٞ  ع 
 
Artinya: “Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-
Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit 
al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-
Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih 
bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan 
yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah 
(muḍᾱrabah), dan mencampur gandum dengan 
tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk 
dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-
Tijarah) 
 
Berdarkan hadis ini ada bentuk bisnis bagi hasil 
dimana disebutkan dengan istilah muqaraḍah atau 
muḍᾱrabah. Dengan bentuk bagi hasil dalam hadis ini 
secara tidak langsung menjadi dasar bagi bentuk bagi hasil 
lainnya, salah satunya adalah bagi hasil pemeliharaan sapi, 
sekalipun dalam hadis itu tidak disebutkan secara langsung, 
tetapi secara tidak langsung ia berkaitan. 
Kemudian ijma menyatakan bahwa sejumlah 
sahabat menyerahkan (kepada orang, muḍᾱrib) harta anak 
yatim sebagai muḍᾱrabah dan tidak seorangpun 
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mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang 
sebagai ijma.
458
 Ijma ini berbicara masalah pengelolaan 
harta anak yatim. Ijma ini meneurut peneliti secara tidak 
langsung dapat dijadikan dasar bagi pengelolaan segala 
bentuk harta melalui bagi hasil. Sama halnya dengan akad 
bagi hasil sapi, ada harta berupa sapi yang harus dikelola 
seseorang dengan perjanjian bagi hasil, sehingga ada 
keserasian akad ini dengan ijma ini. 
c. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Dilihat dari Syarat-
syarat Maṣlaḥah 
Untuk menlihat apakah kemaslahatan akad bagi 
hasil pemeliharaan sapi ini sesuai dengan konsep maṣlaḥah 
yang dibolehkan atau tidak, maka dari itu dalam mengkaji 
kemaslahatan ini perlu dilihat apakah kemalahatannya 
sudah memenuhi syarat-syarat maṣlaḥah?. Adapun syarat-
syarat maṣlaḥah, diantaranya:459 
1) Maṣlaḥah itu harus hakikat, bukan dugaan 
Syarat ini memandang bahwa maṣlaḥah itu harus 
hakiki yang dapat menarik manfaat untuk dan dapat 
menolak bahaya dari mereka. Sehingga maṣlaḥah- 
                                                 
458
 Siti Afidah, Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian 
Bonus Pada Produk Simpanan Berkah Plus (Deposito Mudharabah) di BMT 
“Taruna Sejahtera”, Jatisari, Mijen, Kota Semarang, Skripsi, Semarang: 
Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 26. 
459
Chaerul Umam, Ushul Fiqih 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 
2000, h. 137-138.  
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maṣlaḥah yang bersifat dugaan tidaklah diperlukan.460  
Syarat ini juga mengisyaratkan bahwa maṣlaḥah 
tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat.
461
 Artinya 
syarat ini menyatakan bahwa kemaslahatan itu harus 
pasti. 
Akad bagi hasil pemeliharaan sapi sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya bahwa ia mengandung 
kemaslahatan bagi para pelakunya. Kemaslahatan itu 
bersifat pasti, sebab benar-benar dapat memberikan 
manfaat bagi pelakunya, diantaranya sebagai pendapatn 
tambahan para pihak, bentuk tolong menolong dalam 
pemodalan, sebagai simpanan, peningkatan 
perekonomian, dan meningkatkan kehati-hatian dari 
pelimpahan kerugian.  Tak kalah penting manfaat-
manfaat tersebut dapat diterima secara rasional. 
2) Maṣlaḥah itu harus bersifat umum dan menyeluruh 
Kemaslahatan akad bagi hasil pemeliharaan sapi 
yang dijelaskan sebelumnya sudah tentu bersifat umum, 
sebab kemaslahatan ini tidak hanya dirasakan oleh satu 
pihak saja, namun kemaslahatan ini dirasakan oleh 
seluruh pihak yang melaksanakan akad ini baik pemilik 
maupun pemelihara. Secara umum mereka akan 
                                                 
460
Ibid., h. 137.  
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Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2…, h.  359.  
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merasakan segala manfaat yang dapat dirasakan dari 
akad bagi hasil ini. Sekalipun demikian, perlu digaris 
bawahi terkait pelimpahan kerugian. Sekalipun 
pelimpahan kerugian ini, membuat pemelihara lebih 
berhati-hati dalam pemeliharaan, tetapi dari segi 
keridhaan sebagai mana dijelaskan sebelumnya ia 
menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan, 
sehingga akad ini tidak  sepenuhnya mengandung 
kemaslahatan yang menyeluruh. 
3) Maṣlaḥah harus sesuai dengan syara‟ 
Kemaslahatan akad bagi hasil pemeliharaan sapi 
ini jika dikaitkan dengan keharusan sesuai dengan 
syara‟, maka ia bertentangan dengan syara‟, sebab 
terkait dengan pelimpahan kerugian ia bertentangan 
dengan dalil tentang keridhaan, yang sebelumnya 
dijelaskan bahwa kegiatan muamalah harus didasari 
dengan kerelaan antar pihak. Namun pada faktanya, 
akad bagi hasil ini tidak memenuhi unsur keridhaan, 
bahkan ia mengandung unsur paksaan, ketidakadilan 
dan ketidak seimbangan sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya, sehingga akad ini tidak memenuhi syarat 
kesesuaian dengan syara‟, tetapi ia bertentangan dengan 
syara‟. 
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Akhinya, berdasarkan uraian syarat-syarat di atas dapat 
diketahui bahwa kemaslahatan akad bagai hasil pemeliharaan 
sapi tersebut ada syarat yang tidak terpenuhi, sehingga akad 
tersebut bukan termasuk dalam maṣlaḥah yang sesuai dengan 
hukum Islam. 
Berdasarkan seluruh uraian di atas, bila ditinjau dari 
maṣlaḥah maka akad bagi hasil pemeliharaan sapi sudah 
mencakup makna kemaslahatan sebab ia mengandung nilai 
manfaat yang dapat diterima oleh akal sehat. Kemaslahatan 
akad ini juga termasuk kepada maṣlaḥah mu„tabarah 
dikarenakan ada dalil syara‟ yang secara tidak langsung 
keterkaitan dengannya. Namun, kemaslahatan akad ini tidak 
memenuhi beberapa syarat maṣlaḥah yakni syarat berlaku 
menyeluruh dan sesuai syara‟ sehingga akad bagi hasil ini tidak 
sesuai dengan maṣlaḥah yang sebenarnya, akhirnya dari sisi 
maslahah akad bagi hasil ini tidak sah. 
2. Ditinjau dari ‘Urf 
a. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi dilihat dari Makna 
‘Urf 
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, praktik akad 
bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai 
merupakan sistem kerja sama bagi hasil berupa anak sapi 
bila sapi betina yang dijadikan objek akad telah beranak 
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dua. Akad seperti ini merupakan akad yang sudah lama dan 
menjadi kebiasaan terjadi di masyarakat Desa Sebangau 
Permai khususnya bagi para pihak yang melakukan akad. 
Tampaknya praktik akad ini sejalan dengan makna 
„urf, sebab „urf  dapat diartikan dengan sesuatu yang 
dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.
462
 Faktanya 
praktik akad bagi hasil di atas merupakan kebiasaan yang 
baik bahkan memiliki nilai tolong menolong sehingga 
kebiasaan tersebut dapat diterima secara akal sehat. Lebih-
lebih pada praktiknya, di Desa Sebangau Permai bila 
masyarakat ingin melakukan akad kerja sama pemeliharaan 
sapi selalu menggunkan perjanjian bagi hasil anak sapi, 
namun selepas dari hal di atas, praktik akad ini pada 
kenyataannya juga terdapat pelimpahan kerugian apabila 
sapi mati. Pelimpahan kerugian itu berupa uang kisaran 2-4 
juta. Hanya saja pelimpahan kerugian tersebut, walaupun 
tidak diungkapkan saat terjadinya akad, tetapi hal itu 
merupakan kebiasaan dalam praktik akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi. Pelimpahan kerugian ini pula dilakukan 
dengan tujuan agar pemelihara lebih hati-hati dalam 
menjalankan tugas pemeliharaan sapi bila melakukan 
perjanjian bagi hasil kedepannya. 
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Satria Effendi, Ushul Fiqh…, h. 153.  
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Akibatnya, perjanjian seperti ini terus menerus 
dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai dalam 
melakukan kerja sama tersebut, dengan demikian  praktik 
ini dapat dikatagorikan sebagai „urf sebab „urf  dipandang 
sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan 
dijalankan terus menerus baik berupa perkataan dan 
perbuatan.
463
 Akhirnya, praktik akad bagi hasil ini sejalan 
dengan makna „urf, sebab ia dipandang sebagai kebiasaan 
yang terus menerus dilakukan masyarakat Desa Sebangau 
Permai. 
b. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi dilihat dari 
Cakupan ‘Urf 
„Urf dari segi cakupannya terbagi menjadi „urf 
„ᾱm464 dan „urf  khᾱṣ465. Kedua „urf  ini, jika dikaitkan 
dengan akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau 
Permai, maka ia termasuk ke dalam „urf  khᾱṣ. Menurut 
peneliti, akad ini termasuk ke dalam „urf khᾱṣ, disebabkan 
cakupan akad ini hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu 
saja, sebagaimana kebiasaan akad bagi hasil pemeliharaan 
                                                 
463
Miftahul Arifin dan Faishal Hag, Ushul Fiqh Kaidah-kaidah 
Penetapan Hukum Islam…, h. 146.   
464„Urf „ᾱm yaitu kebiasaan yang telah umum belaku dimana-mana, 
hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan 
agama. Lihat Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2…, h.  391. 
465„Urf  khᾱṣ yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di 
tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan 
sembarang waktu. Lihat Ibid., h. 392. 
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sapi di Desa Sebangau Permai, maka pelakunya dilakukan 
oleh masyarakat Desa, terkhusus kelompok pemilik dan 
pemelihara sapi, hal ini sejalan sebagaimana dinyatakan 
bahwa „urf khᾱṣ merupakan kebiasaan yang berlaku di 
daerah dan masyarakat tertentu.
466
 
Pada kenyataannya, praktik akad bagi hasil sapi ini 
tidak hanya di lakukan di Desa Sebangau Permai, 
sebagaimana peneliti ketahui beberapa daerah juga 
melakukan bagi hasil seperti di Desa Grantung, Desa 
Werokerten, Desa Sejangat, Desa Langko, dan Desa 
Puncangombo, namun demikian, bukan berarti akad bagi 
hasil ini termasuk ke dalam „urf „ᾱm. Hal ini disebabkan, 
kebiasaan bagi hasil ini tidak serta merta ada di seluruh 
Indonesia apalagi dunia, sehingga tidak sejalan dengan 
makna „urf „ᾱm yang menyatakan kebiasaan tersebut harus 
berlaku umum di mana-mana, hampir seluruh penjuru 
dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.
467
 
Alasan lain, bahwa akad bagi hasil pemeliharaan 
sapi ini sebagai „urf khᾱṣ, peneliti beranggapan bahwa 
kebiasaan bagi hasil ini berbeda dengan daerah-daerah lain, 
sebab di Desa Sebangau Permai, dalam penyelenggaraan 
penggantian kerugian, kebiasaannya di limpahkan kepada 
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Suwarjin, Ushul Fiqih, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 150.  
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 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2…, h.  391. 
155 
 
 
 
pemelihara, hal ini, sejauh peneliti ketahui berbeda dengan 
kebiasaan di daerah lain yang menyatakan bahwa kerugian 
ditanggung bersama, artinya, dari sini telah tampak bahwa 
terdapat perbedaan kebiasaan bagi hasil pemeliharaan sapi 
di Desa Sebangau Permai dengan daerah lainnya. Berbeda 
dengan „urf „ᾱm yang harus menyatakan kebiasaan itu harus 
sama di seluruh daerah, misalnya menganggukan kepala 
tanda menyetujui.
468
 Kebiasaan seperti ini berlaku di semua 
daerah, sehingga ia termasuk ke dalam „urf „am, sedangkan 
kebiasaan akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa 
Sebangau Permai, lebih-lebih terkait dengan kerugian 
sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ia hanya berlaku di 
Desa Sebangau Permai, sehingga ia termasuk dalam „urf 
khᾱṣ. 
c. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi dilihat dari Syarat-
syarat ‘Urf 
Sekalipun dijelaskan sebelumnya bahwa akad bagi 
hasil pemeliharaan sapi sudah sejalan dengan makna „urf  
tetapi untuk menetapkan hukumnya, perlu dilihat dari pada 
syarat „urf, lebih-lebih terhadap pelimpahan kerugian dalam 
akad ini. Sehingga, dengan syarat ,urf tersebut apakah 
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praktik akad ini termasuk sebagai „urf ṣahῑh469 atau bahkan 
„urf fᾱsid470?. 
Adapun untuk mengetahui apakah praktik akad bagi 
hasil ini termasuk urf ṣahῑh471 atau „urf fᾱsid  sehingga 
dapat atau tidak dijadikan dalil atau tidak sebagai hukum 
apabila memenuhi syarat berikut:
472
 
1) „Urf bernialai mahlahat dalam arti dapat memberikan 
kebaikan kepada umat dan menghindarkan dari 
kerusakan atau keburukan. 
Pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini 
sudah mengandung nilai kemaslahatan, diantaranya 
memberikan modal bagi pihak pengelola, membantu 
pemodal dalam mengelola sapinya, menjadi sarana 
simpanan bagi para pihak, pemerataan 
pengembangbiakan sapi sebagai sumber pendapatan, 
dan pelimpahan kerugianpun bertujuan agar pemelihara 
lebih produktif dalam pengelolaannya. Namun 
pelimpahan kerugian ini juga mengandung beberapa 
                                                 
469„Urf ṣahῑh ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan 
manusia dan tidak menyalahi dalil syara‟, tidak menghalalkan yang haram 
dan tidak membatalkan yang wajib. Lihat Muchlis Usman, Quwaid al-
Fiqhiyah…, h. 94. 
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 „Urf fᾱsid adalah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan 
manusia tetapi menyalahi syara‟, menghalalkan yang haram dan 
membatalkan yang wajib. Ibid. 
471„Urf ṣahῑh ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan 
manusia dan tidak menyalahi dalil syara‟, tidak menghalalkan yang haram 
dan tidak membatalkan yang wajib. Lihat Muchlis Usman, Quwaid al-
Fiqhiyah…, h. 94. 
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keburukan yakni berupa ketidakadilan dan 
ketidakseimbangan, sebab pemelihara menangung 2 
kerugian yakni berupa kerugian finansial dan non-
finansial sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sehingga 
ia tidak memenuhi syarat ini. 
2) „Urf berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang 
yang berada dalam lingkungan tertentu. 
Sebuah kaidah fikih menyatakan: 
  ا َّّ  َ  رب ْع  ز  ج  ش   عىا  دب  ح   ا  ر ْضا ا  ط  ش  د ْد   ا  غ ٗ  ي  ج ْذ 
“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan 
hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus 
berlaku atau berlaku umum”.473 
 
Pada masyarakat suatu perbuatan atau perkataan 
yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila 
perbuatan atau perkataan tersebut sering berlaku, atau 
dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu 
syarat bagi suatu adat dijadikan sebagai dasar hukum.
474
 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa 
praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini memang 
sudah berlaku secara umum, terus menerus dan 
merupakan kebiasaan yang sudah diterima di 
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A. Dzajuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam 
dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis..., h. 85.   
474
Imam Musbikin, Qawa‟id al-Fiqhiyah, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2001, h. 102-103.  
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masyarakat desa Sebangau Permai, khususnya pemilik 
dan pemelihara sapi yang melakukan akad tersebut. 
3) „Urf berlaku sebelum itu, dan tidak „urf yang datang 
kemudian 
Kebiasaan praktik akad bagi hasil pemeliharaan 
sapi ini merupakan kebiasaan yang sudah lama terjadi di 
Desa Sebangau Permai, termasuk dalam hal pelimpahan 
kerugian, sehingga praktik akad bagi hasil ini bukan 
fenomena yang baru-baru terjadi saat ini. 
4) „Urf tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara‟ yang 
ada 
Sebenarnya untuk syarat ini sudah dijelaskan 
sebelumnya, bahwa akad bagi hasil ini bertentangan 
dengan syara‟, sebab terkait dengan pelimpahan 
kerugian ia bertentangan dengan dalil tentang 
keridhaan, yang sebelumnya dijelaskan bahwa kegiatan 
muamalah harus didasari dengan kerelaan antar pihak. 
Namun pada faktanya, ia tidak memenuhi unsur 
keridhaan, bahkan ia mengandung unsur paksaan, 
ketidakadilan dan ketidak seimbangan sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya, sehingga akad ini tidak 
memenuhi syarat kesesuaian dengan syara‟, tetapi ia 
bertentangan dengan syara‟, 
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Akhirnya, menurut  peneliti berdasrkan syarat-
syarat „urf ini maka praktik akad ini masuk ke dalam 
katagori „urf fᾱsid dikarenakan akad ini tidak memenuhi 
beberapa syarat di atas, sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya. 
Terlepas dari pada  syarat-syarat di atas kaidah 
fikih juga menyatakan: 
  عىا  دب  ح   ٍ  ذ َّن  َ  خ 
“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”475 
Maksud dari kaidah ini adalah apa yang 
dipandang baik oleh kaum, bermanfaat dan tidak 
bertentangan dengan syara‟ dalam muamalat dan 
munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan 
yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang 
bertentangan dengan nash-nash syara‟ tentu tidak boleh 
dijadikan dasar hukum.
476
 
Kebiasaan pelimpahan kerugian kepada 
pemelihara sebagaimana dijelaskan sebelumnya, 
sekalipun ia merupakan kebiasaan dan memiliki 
beberapa manfaat bagi para pihak, tetapi pada faktanya 
ia bertentangan dengan dalil syara‟ terkhusus terkait 
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Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyyah…, h. 140.  
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dengan dalil keridhaan yakni pelimpahan kerugian 
tersebut merupakan perbuatan ketidakadilan dan 
ketidakseimbangan bagi pihak pemelihara. 
Dengan demikan, berdasarkan seluruh uraian di atas 
dapat disimpulkan bahwa kebiasaan akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi dapat disebut dengan „urf, dikarenakan ia 
merukan akad kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh 
masyarakat Desa Sebangau Permai dalam hal kerja sama bagi 
hasil pemeliharaan sapi. Berdasarkan cakupannya akad ini 
termasuk dalam „urf khᾱṣ dikarenkan praktik akad ini hanya 
berada di daerah atau kelompok masyarakat tertentu yakni 
pemelihara dan pemilik sapi di Desa Sebnagau Permai. Selain 
itu, berdasarkan syarat „urf  ia termasuk ke dalam „urf  fᾱsid 
karena tidak memenuhi syarat maslahat yang seharusnya dan 
syarat sesuai syara‟, sehingga akad ini ditinjau dari „urf  ia akad 
rusak dan dilarang. 
3. Ditinjau dari Maqᾱṣid Asy-Syari‘ah 
a. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi dilihat dari 
Pembagian Maqᾱṣid Asy-Syari‘ah 
Maqᾱṣid asy-syari„ah dibagi menjadi tiga tingkatan 
yakni ḍarūriyah477, ḥᾱjiyah478, dan taḥsῑniyah479. Pada 
                                                 
477Ḍarūriyah adalah keadaan dimana suatu kebutuhan wajib untuk 
dipenuhi segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan bahaya yang 
berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. Lihat Ika Yunia Fauzia dan 
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kajian maqᾱṣid asy-syari„ah, ḍarūriyah dipandang sebagai 
kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan karena, 
jika tidak dipenuhi akan berdampak pada keruskan 
kehidupan manusia. Ḥᾱjiyah dipandang sebagai kebutuhan 
sekunder atau sebagai pelengkap kebutuhan manusia. 
Taḥsῑniyah dimakanai sebagai kebutuhan tersier atau 
identik dengan kebutuhan yang bersifat kemewahan.
480
 
Jika akad bagi hasil pemeliharan sapi dikaitkan 
dengan ketiga maqᾱṣid asy-syari„ah di atas, maka akad bagi 
hasil ini masuk ke dalam maqᾱṣid  ḥᾱjiyah. Alasannya, 
menurut peneliti akad bagi hasil dalam praktiknya hanya 
bersifat pemenuhan kebutuhan tambahan atau sekunder, hal 
ini sebagaimana ditunjukan sebelumnya bahwa akad ini 
hanya pekerjaan tambahan bagi para pihak, sekalipun 
mereka tidak melakukan akad ini mereka tetap memeliki 
pekerjaan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Hanya saja akad ini mewujudkan kemudahan bagi mereka 
dalam menambah penghasilan berupa sapi yang mereka 
inginkan. Pernyataan seperti ini sejalan dengan makna 
                                                                                                             
Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persfektif Maqᾱṣid asy-
syari„ah, Jakarta: Kencana, 2014, h. 66. 
478Ḥᾱjiyah adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan 
kemudahan dan menghilangkan kesul;itan yang dapat menyebabkan bahaya 
dan ancaman. Lihat Ibid., h. 68. 
479
Taḥsῑniyah adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik 
dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah dilakukan oleh akal 
sehat. Lihat Ibid. 
480
Ibid., h. 67-68.  
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maqᾱṣid  ḥᾱjiyah bahwa hal-hal yang dibutuhkan untuk 
mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan.
481
 
Akad bagi hasil ini juga menambah tingkat efesiensi, 
efektivitas dan nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan 
para pihak, sebab dengan akad ini para pihak menemukan 
sarana yang baik dalam menunjang kehidupannya. Dengan 
akad ini, para pihak tidak hanya saja mengharapkan hasil 
dari pada pekerjaan pokoknya saja, tetapi juga dari hasil 
akad ini akan menjadi nilai tambah pemenuhan 
kebutuhannya. Hal ini sejalan dengan maksud maqᾱṣid  
ḥᾱjiyah yang menyatakan maqᾱṣid  ḥᾱjiyah ini bisa 
menambah efisiensi, efektifitas dan nilai tambah bagi 
aktifitas manusia.
482
 
Tak kalah penting juga dinyatakan bahwa apabila 
maqᾱṣid  ḥᾱjiyah tidak ada atau tidak dipenuhi  maka tidak 
ada bahaya yang muncul, dan kerusakan muncul tidak 
mengganggu kemaslahatan umum.
483
 Begitupun dengan 
akad bagi hasil ini, jika akad tersebut tidak dilakukan oleh 
para pihak tidak akan menimbulkan bahaya bagi mereka 
dan tidak mengganggu kebaikan (pekerjaan pokok) yang 
sebelumnya mereka miliki. Dengan demikian, akad bagi 
hasil ini masuk ke dalam bagian maqᾱṣid  ḥᾱjiyah. 
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b. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi dilihat dari Uṣul 
Khamsah 
Untuk memudahkan peneliti menganalis akad bagi 
hasil pemeliharaan sapi ini dengan uṣul khamsah dalam 
maqᾱṣid asy-syari„ah, maka peneliti terlebih dahulu 
memaparkan uṣul khamsah, menurut Auda, yakni:484 
1. Menjaga agama (ad-din) yakni menjaga, melindungi 
dan menghormati kebebasan beragama dan 
berkepercayaan. 
2. Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (al-„ird; al-nafs) 
yakni menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; 
menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia. 
3. Menjaga akal (al-„aql) yakni melipatkan pola pikir dan 
research ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk 
mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang 
mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; 
menghindari upaya-upaya meremehkan kerja otak. 
4. Menjaga keturunan (al-nasl) yakni teori yang 
berorientasi pada perlindungan keluarga; kepedulian 
yang lebih terhadap institusi keluarga. 
5. Menjaga harta (al-mᾱl) yakni mengutamakan 
kepedulian sosial; menaruh perhatian pada 
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pembangunan dan pengembangan ekonomi; 
menghilangkan jurang antara miskin dan kaya. 
Jika dikaitkan dengan uṣul khamsah di atas, praktik 
akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau 
Permai sangat erat kaitannya dengan menjaga harta (hifz 
al-mᾱl), sebagaimana diketahui bahwa peraktik bagi hasil 
pemeliharaan sapi tersebut merupakan bentuk kerja sama 
pemeliharaan sapi yang selalu dilakukan masyarakat Desa 
Sebangau Permai dengan perjanjian bagi hasil anaknya. 
Perjanjian seperti ini merupakan perjanjian yang bersifat 
kepedulian sosial sebab perjanjian ini merupakan bentuk 
sikap tolong menolong antara pemilik dan pemelihara sapi. 
Hal ini, sejalan dengan maksud ini, hifz al-mᾱl yakni 
mengutamakan kepedulian sosial sebagaimana diutarakan 
Auda sebelumnya.
485
 
Sebetulnya bentuk akad bagi hasil pemeliharaan 
sapi ini mencakup pula pada pembangunan dan 
pengembangan ekonomi, sebab dengan kerja sama seperti 
ini secara tidak langsung akan berdampak bagi 
perekonomian pemilik dan pemelihara sapi, sebab bila 
pengelolaan itu berhasil maka secara otomatis akan terjadi 
pembagian hasil berupa anak sapi artinya pemilik sapi 
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akan bertambah sapinya dan pemelihara sapi yang belum 
ada sapi sebelumnya menjadi memiliki sapi, artinya sapi 
yang didapatkan ini dapat menjadi penambahan 
pendapatan bagi kedua belah pihak bahkan bisa menjadi 
simpanan atau tabungan bagi para pihak yang bisa dijual 
saat diperlukan. Oleh karenanya hal ini termasuk pula 
bagian dari pada hifz al-mal yakni menaruh perhatian pada 
pembangunan dan pengembangan ekonomi sebagaimana 
diutarakan Auda.
486
 
Selain itu akad bagi hasil seperti ini juga 
menciptakan hubungan yang baik antara pemilik dan 
pemelihara sapi, sebab dengan kerja sama ini akan 
melahirkan sikap kekeluargaan antar pihak. Akhirnya kerja 
sama seperti ini akan menghilangkan jurang pemisah 
antara si kaya dan si miskin karena pada dasarnya dalam 
praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini, pemilik sapi 
kebanyakan adalah orang yang berada sedang pemelihara 
sapi biasanya orang yang tidak berada, jelaslah salah satu 
bentuk menjaga harta ini adalah menghilangkan jurang 
pemisah kaya dan miskin sebagaimana diutarakan Auda.
487
 
Pernyataan-pernyataan di atas tidak lain merupakan 
bentuk kebaikan dan kemaslahatan dari terlaksanannya 
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akad bagi hasil pemeliharaan sapi dari sisi hifz al-mᾱl. 
Oleh karenanya, hal ini sesuai dengan tujuan maqᾱṣid asy-
syari„ah yakni untuk memenuhi kebaikan, kesejahteraan, 
keuntungan, manfaat dan lain sebagainya.
488
 
Terlepas dari pada hal di atas, pada faktanya dalam 
praktik akad bagi hasil ini, sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya, bahwa apbila terjadi suatu kerugian berupa 
sapi mati maka si pemelihara akan dimintai ganti rugi 
berupa uang antara 2-4 juta. Ini dilakukan agar pemelihara 
lebih hati-hati dalam melakukan pemeliharaan, tetapi 
sebenarnya pemelihara sudah mengalami kerugian non-
finansial sehingga ia mengalami 2 kali kerugian baik 
finansial maupun non-finansial. 
Sebetulnya pelimpahan kerugian tersebut 
merupakan salah satu upaya dari pada pemilik sapi agar 
pemelihara lebih produktif bila melakukan pemeliharaan 
selanjutnya. Sekalipun demikian, pelimpahan kerugian 
tersebut menimbulkan ketidakridhaan bagi salah satu pihak 
sebab mengandung unsur paksaan, tidak adil dan tidak 
seimbang sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sehingga 
perbuatan zalim seperti ini bukan tujuan dari pada hifz al-
mᾱl dalam maqᾱṣid asy-syari„ah yang menganjurkan 
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pemeliharaan itu dilakukan dengan jalan yang benar, tidak 
menyakiti orang lain. 
Berdasarkan seluruh uraian pada hasil penelitian dan analisis 
sebelumnya, maka hukum dari praktik akad bagi hasil pemeliharaan 
sapi di desa Sebangau Permai adalah fasid atau tidak boleh, hal ini 
dikarenakan: 
1. Akad bagi hasil ini tidak memenuhi unsur kiridhaan dalam hukum 
perjanjain Islam, karena ia mengandung unsur paksaan, tidak adail, 
dan tidak seimbang. 
2. Dari sisi maṣlaḥah ia banyak mengandung kemaslahatan baik itu 
untuk tolong-menolong, meningkatkan perekonomian, menjadikan 
produktifitas pemelihara, selain itu juga ia termasuk dalam 
maṣlaḥah mu„tabarah karena secara tidak langsung ada nash yang 
menyinggungnya, namun kemaslahatan akad ini tidak memenuhi 
semua syarat-syarat maṣlaḥah yakni syarat menyeluruh dan syarat 
sesuai syara‟. Sehingga ia tidak sesuai dengan maṣlaḥah yang 
seharusnya. 
3.  Dari sisi „urf  ia sudah memehuni manakna „urf, dan termasuk 
dalam „urf khᾱs sebab cakupannya hanya dilakukan di suatu daerah 
khususnya antara pemilik dan pemelihara saja. Selain itu ia juga 
dipandang sebagai „urf fᾱsid, sebab ia tidak memenuhi seluruh 
syarat „urf yakni syarat maslahat dan syarat sesuai dengan syara‟, 
artinya ia „urf yang tidak dibolehkan. 
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4. Dari sisi maqᾱṣid asy-syari„ah ia termasuk ke dalam maqᾱṣid  
ḥᾱjiyah, karena akad bagi hasil ini hanya bersifat menunjang 
kebutuhan para pihak. Kemudian dari segi uṣul khamsah erat 
kaitannya dengan hifz al-mᾱl, sebab ia sebagai bentuk kepedulian 
sosial, menumbuhkan perekonomian, dan menghilangkan jurang 
pemisah antara kaya dan miskin. Namun dari sisi pembagain 
kerugian ia tidak sesuai dengan tujuan hifz al-mᾱl karena ada unsur 
kezaliman pada akad tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Praktik pelaksanaan akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau 
Permai merupakan bentuk kerja sama yang hanya sebagai pekerjaan 
tambahan, akadnya dilakukan secara lisan dan modalnya berupa sapi 
betina. Keuntungan dibadgi berupa anak sapi, sedangkan kerugian 
dilimpahkan kepada pemelihara. Akad ini secara rukun terpenuhi, tetapi 
secara syarat ada yang tidak terpenuhi yakni syarat kerelaan yang 
menjadikan ia akad fᾱsid. 
2. Status hukum praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Sebangau 
Permai adalah fᾱsid karena ada syarat kerelaan yang tidak terpenuhi 
akibat pelimpahan kerugian, dari sisi maṣlaḥah, sekalipun ada 
kemanfaatan tetapi ia ada mengandung kemudharatan, sehingga tidak 
sesuai dengan syara‟. Sejalan dengan „urf, ia tergolong „urf fᾱsid  yaitu 
kebiasaan yang rusak. Namun  pada maqᾱṣid asy-syari„ah secara umum 
ia tergolong sebagai hifz al-mᾱl, karena sebagai bentuk kepedulian sosial, 
menumbuhkan perekonomian dan menghilangkan jurang pemisah antara 
kaya dan miskin, hanya saja pada pelimpahan kerugian ia tidak sesuai 
dari tujuan hifz al-mᾱl yakni memperoleh harta secara bersih dan tidak 
menzalimi. 
170 
 
 
 
B. Saran 
Setelah melakukan penelitian terkait praktik akad bagi hasil 
pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai Penulis mempunyai beberapa 
saran sebagai berikut: 
1. Untuk pemilik dan pemelihara sapi hendaknya dalam melakukan praktik 
akad pemeliharaan sapi hendaknya memperbaiki cara praktiknya yang 
sesuai dengan konsep akad bagi hasil dalam hukum Islam.  
2. Untuk pemilik sapi atau pemodal, agar status hukum praktik akad bagi 
hasil pemeliharaan sapi menjadi sah atau boleh hendaknya pemodal tidak 
melimpahkan kerugian kepada pemelihara, sebab akad bagi hasil ini 
sudah banyak mengandung kemaslahatan, apabila pelimpahan kerugian 
yang dipandang sebagai perbuatan tidak adil, tidak seimbang tersebut 
ditiadakan maka sempurnalah kemaslahatannya. 
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